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ABSTRAK

Nama . Gita Rianty Hapsari
NPM : 0806342182
Judul : Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang

Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh
Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam

Pro dan kontra terhadap keberadaan kaum transeksual di Indonesia yang
menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum
serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Tujuan penulisan adalah untuk
mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual
yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri, serta
mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil
penelitian adalah tindakan operas pada dasarnya diharamkan, namun dibolehkan
apabila terdapat kondisi cacat sgjak lahir, sehingga pada dasarnya Hukum Islam
tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan
orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama kecuali operas dilakukan karena
terdapat kelainan bawaan sehingga perubahan jenis kelaminnya sah menurut
Hukum Islam. Apabila perubahan kelamin sah, maka Kantor Urusan Agama tidak
berhak menolak perkawinan, namun apabila perubahan kelamin tidak sah menurut
Hukum Islam, maka Kantor Urusan Agama wajib menolak kehendak perkawinan.

Katakunci: transeksual, operasi penggantian kelamin, Hukum Islam, perkawinan,
Kantor Urusan Agama
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ABSTRACT

Name . GitaRianty Hapsari
NPM ;0806342182
Title : The Authority of the Office of Religious Affairsin a Marriage of

a Transsexual Who Had Been Legalized to Change the Gender by
District Court Viewed by Islamic Law

Pros and cons of the existence of transsexuals in Indonesia which caused the legal
problems for the legal status and the legal consequences and marriage by them.
The objective of this thesis was to know if IsSlamic Law forbid the marriage of a
transsexual who had been legalized to change the gender by court, and to know
the authority of the Office of Religious Affairs in such marriages. The research
method used in this thesis is a normative juridical research. The result of this
research is that the surgery is basically forbidden, but can be allowed if thereisa
condition of birth defects, so basically Islamic Law does not permit the marriage
of atranssexual with a person who is actually on the same sex, unless the surgery
was performed because there was a congenital abnormalities so the gender-
changed can be legal by Islamic Law. If the sex change legal, then the Office of
Religious Affairs is not entitled to regect marriage, but if the sex change is not
valid under Islamic Law, the Office of Religious Affairs shall refuse the will of
the marriage.

Keywords: transsexual's, sex-reassignment surgery, Islamic Law, marriage, the
Office of Religious Affairs
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi telah maju sedemikian pesatnya.
Kemagjuan perkembangan teknologi ini pun meliputi kemaguan teknologi di
bidang ilmu kesehatan. Salah satu implikasinya terhadap ilmu kesehatan yakni
telah dapat dilakukan suatu operasi penggantian kelamin terhadap kondisi
transeksual. Latar belakang dari dikembangkannya teknologi ini adalah semakin
besarnya jumlah penderita kelainan seksual, salah satunya adal ah transeksual.

Seorang transeksual memiliki kelainan terkait orientas kelamin. Pada
banyak kasus ditemukan kondisi dimana seseorang merasa tidak puas akan organ
kelamin yang dimilikinya karena merasa hal tersebut tidak sesuai dengan apa
yang dirasakan di dalam dirinya. Sebagai contoh, seorang laki-laki merasa tidak
puas akan aat kelaminnya dikarenakan di dalam dirinya ia merasa bahwa
seharusnyaiadilahirkan sebagal perempuan. Maka selanjutnya, ia cenderung akan
bertingkah laku sebagai perempuan. Hal ini merupakan suatu kondisi yang cukup
berbeda dengan seseorang yang mengalami suatu perubahan alat kelamin secara
alamiah atau natural. Seseorang yang mengalami hal ini tidak dapat dikatakan
sebagal seorang transeksual karena aat kelaminnya berubah secara aamiah. Hal
inilah yang diadlami oleh Esti Estyani, seorang warga Bekasi. Sgak lahir ia
memiliki alat kelamin perempuan, namun menginjak usia 12 tahun pada dirinya
tumbuh alat kelamin laki-laki (penis) secara aimiah. la pun tidak memiliki rahim
dan kromosom perempuan. Lalu melalui penetapan pengadilan, ia berganti nama
menjadi Priya Jati.!

Isu transeksual akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik. Pengakuan
terhadap penggantian kelamin melalui penetapan Pengadilan Negeri pada seorang
transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin pertama kali
diterima oleh Vivian Rubiyanti Iskandar, yang melakukan operasi penyesuaian

kelamin di Singapura pada tahun 1973. Lalu pada tahun yang sama, penggantian

! “Pria Sejati dari Bekasi”, http://www.rnw.nl/bahasa-indonesi a/article/pria-sej ati-dari-
bekasi, diunduh pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 10.09.

Universitas Indonesia
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status kelaminnya secara sah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.’
Pengakuan terhadap perubahan jenis kelamin dari Iwan Rubiyanto |skandar
menjadi Vivian Rubiyanti Iskandar menjadi penetapan pertama di Indonesia yang
kemudian diikuti oleh penetapan-penetapan pengadilan selanjutnya terhadap
masalah yang sama sehingga menjadi yurisprudensi. Penetapan-penetapan
pengadilan terhadap pergantian status tersebut tidak hanya ditetapkan bagi kaum
transeksual sgja, namun juga terhadap orang-orang yang mengalami perubahan
alat kelamin tanpa melalui operasi penggantian kelamin, melainkan aat kelamin
mereka berubah secara alamiah atau terjadi begitu saja secara natural .

Selain Kasus Iwan Rubiyanto Iskandar menjadi Vivian Rubiyanti
Iskandar, terdapat pula kasus perubahan status kelamin lainnya, seperti penetapan
perubahan status kelamin Agus Widoyo menjadi Nadia lImira Arkadea pada
tanggal 22 Desember 2009 oleh Pengadilan Negeri Batang.® Agus Widoyo
sebelumnya telah melakukan operasi penggantian kelamin pada tanggal 20
Januari 2005 di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Kasus lainnya adalah kasus
Dorce Gamalama. Artis yang semula berjenis kelamin pria dan bernama Dedi
Yuliardi menjalani operasi penggantian kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo di
Surabaya pada tahun 1988. Pada bulan Oktober 1988, Dedi mengajukan
permohonan ke Pengadilan Surabaya agar ditetapkan sebagal perempuan.
Pengadilan kemudian menyetujuinya dan Dedi pun mengganti namanya menjadi
Dorceashadi, yang saat ini dikenal sebagai Dorce Gamalama.*

Terdapat pro dan kontra terhadap keberadaan kaum transeksual di
Indonesia, begitu pula terhadap status hukum maupun akibat-akibat hukum yang
dapat ditimbulkan dari hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh kaum
transeksual. Salah satu masalah hukum yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan
transeksual adalah apabila terjadi perkawinan dimana salah satu pihak nyatanya
adalah seorang transeksual .

2 pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan No. 546/Pdt.P/1973.
% Pengadilan Negeri Batang, Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg.

* Muhamad Isnur, “Strategic Impact Litigation Forum I11: Hak | dentitas K elompok
Transeksual terhadap Kebijakan Negara,” Strategic Impact Litigation Journal (Desember 2010),
him. 5-6.

Universitas Indonesia
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Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan keka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa® Adapun manfaat
perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang
ma’'ruf (baik), sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai), dan rahmah
(saling mengasihi), serta mencegah melakukan perbuatan yang keji dan munkar.®

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunya akibat yang luas dalam
hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan
yang berisi hak dan kewgjiban, umpamanya kewagjiban mengeluarkan nafkah
rumah tangga, hal waris, dan sebagainya’ Perkawinan bukan hanya
mempersatukan sepasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan
mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai
berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa
cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cite-cita kehidupan keluarga tersebut,
perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada garan-garan Allah dalam Al-
Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, melainkan berkaitan pula dengan
hukum suatu Negara.® Perkawinan telah dinyatakan sah jika telah sah menurut
hukum Allah. Hukum Negara tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan,
namun unsur Negara tidak hilang sama sekali. Pentingnya fungsi pencatatan
sebagal unsur Negara disini berfungsi sebaga bukti yang kuat bahwa telah
dilaksanakannya suatu perkawinan yang sah menurut agama, sehingga
permasal ahan-permasalahan hukum yang terjadi kemudian dapat diminimalisir.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari’at  Islam

mengikat kepada setigp muslim, dan setiap mudim perlu menyadari bahwa di

> Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

® Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), him. 55.

" Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 1
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), him. 14.

8 bid., him. 30.
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dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan perkawinan
diistilahkan oleh al-Qur’ an dengan “mitsaagan ghalidzan”, suatu ikatan janji yang
kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka
memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.” M. Anshary di
dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial
menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat
prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang
menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. ™

Kriteria keabsahan perkawinan di Indonesia telah dirumuskan oleh
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni syarat sahnya suatu
perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan
masing-masing. Adapun fungs pencatatan perkawinan adalah sebagal bukti kuat
telah dialngsungkannya perkawinan, sekaligus bukti bahwa Negara telah
mengakui perkawinan tersebut. Jadi terlihat jelas bahwa di dalam suatu
perkawinan, tidak hanya aspek administratif saja yang dilihat, aspek agama juga
terlibat, bahkan memegang peranan yang lebih penting.

Menjadi suatu permasalahan hukum apabila dilakukan perkawinan oleh
seorang transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dan telah
pula diakui perubahan jenis kelaminnya melalui penetapan Pengadilan Negeri.
Dengan pengakuan tersebut, maka Negara mengakui kenyataan bahwa telah
terjadi perubahan status akibat perubahan jenis kelamin, misalnya dari perempuan
menjadi laki-laki, maupun sebaliknya. Dengan demikian, seharusnya tidak timbul
masalah terkait perkawinan yang akan dilangsungkan oleh orang yang
bersangkutan dengan siapapun. Namun, syarat keabsahan perkawinan menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya melihat pada
hukum Negara, melainkan juga hukum agama, sehingga timbul permasal ahan.

Menjadi permasalahan selanjutnya adalah, apakah Hukum Islam
memperbolehkan terjadinya suatu operas penggantian kelamin yang dilakukan
oleh seorang transeksual yang beragama Islam. Lebih jauh lagi, masalah yang

® M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial, cet.1,
(Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010), him. 11.

0 |bid., him. 12.
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timbul adalah apakah Hukum Islam memperbolehkan suatu perkawinan yang
dilangsungkan oleh umat Isam yang telah berganti kelamin melalui proses
penggantian kelamin, sekalipun perubahan jenis kelaminnya telah diakui oleh
Negara. Masaah-masalah tersebut akan berdampak pada bagamanakah
kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan semacam itu bagi umat
yang beragama Islam, dan apakah Kantor Urusan Agama berhak untuk melakukan
penolakan terhadap pengajuan permohonan perkawinan oleh seorang yang dahulu

transeksual dan telah melalui operasi penggantian kelamin.

1.2  Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini,
yaitu:

1. Bagaimana Hukum Ilslam memandang terjadinya perubahan jenis
kelamin melalui operasi penggantian kelamin?

2. Apakah Hukum Islam memperbol ehkan dilakukannya perkawinan oleh
seorang transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya
oleh Pengadilan Negeri?

3. Bagamana kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan
yang akan dilakukan oleh seorang transeksual beragama Islam yang
telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri?

1.3.1 Tujuan Pendlitian

1.3.2.1 Tujuan Umum
Penelitian ini mengkaji wewenang Kantor Urusan Agama dalam
mel aksanakan tugasnya di bidang perkawinan bagi seorang transeksual beragama
Islam.
1.3.1.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perubahan jenis
kelamin seorang transeksual yang melakukan operasi penggantian

kelamin.
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2 Mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya
perkawinan oleh seorang transeksual yang telah diakui perubahan
status kelaminnya ol eh Pengadilan Negeri.

3 Mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan
yang akan dilakukan oleh seorang transeksual beragama Islam yang
telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan.

1.4  Metode Pendlitian

Pada penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka Adapun
tipe penelitian dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian
yang bertujuan untuk menggambarkan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam
urusan perkawinan yang dilakukan oleh seorang transeksual yang telah diakui
perubahan jenis kelaminnya oleh Pengadilan Negeri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yakni bahan kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber, dalam hal ini
pegawai Kantor Urusan Agama dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Arus
Pelangi sebagal data pendukung sekunder. Jenis bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, antara lain adalah Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk,
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pel aksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan juga Kompilasi Hukum
Islam. Selain itu, penelitian ini juga merujuk kepada Al-Qur’'an sebagai sumber
Hukum Islam yang utama, serta hasil-hasil ijtihad para ahli, seperti fatwa Majelis

Ulama Indonesia maupun hasil Musyawarah Nasional para ulama di Indonesia

! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Sngkat, (Jakarta: Rgjawali Pers, 2001), him. 13-14.
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Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yakni literatur yang

terkait dengan perkawinan dan literatur yang terkait dengan transeksual.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen

terhadap bahan hukum dan wawancara. Adapun metode analisis data dalam

penelitian ini adalah kualitatif, yakni mendalami masalah kewenangan Kantor

Urusan Agama dalam perkawinan seorang transeksual yang telah diakui

perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari Hukum Islam.

15

1.

Definisi Operasional

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagal suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*?
Transeksual adalah seseorang yang memiliki identitas gender (kelamin)
yang berbeda dengan struktur anatomi kelaminnya.™

Operasi penggantian kelamin, atau sex reassignment surgery, adalah
operasi anatomi untuk mengubah kel amin pada transeksual .**

Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah
menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat
perkawinan sesual syari’ah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama
K ecamatan setempat.™

Kantor Urusan Agama adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan
nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang

beragama Islam.®

*? |ndonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 1.

3 Merupakan terjemahan bebas dari “ Transsexual-a person whose gender identity is

different from his or her anatomical sex”. Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier,
Sexual Interactions, ed. 3, (Toronto: D.C. Heath and Company, 1991), him. 124.

14 Merupakan terjemahan bebas dari “sex reassignment surgey-anatomical surgery to

change genitalia on a transsexual” . Janell L. Carroll, Sexuality Now: Embracing Diversity, ed. 2,
(Belmont: Thomson Wadsworth, 2007), him. 87.

> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, op. cit., him. 3.

'* |ndonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, Pasal 1 butir 23.
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16  Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini adalah terdiri dari lima bab. Bab 1 beris
Pendahuluan, Bab 2 beris Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Bab 3 berisi Transeksual dan Operasi
Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam, Bab 4 beriss Analisis
Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Transeksual yang Telah
Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam,
dan Bab 5 sebagal Penutup.

Bab 1 Pendahuluan, beris latar belakang, pokok permasalahan, tujuan
penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Hukum Islam, terbagi menjadi dua subbab, subbab pertama yakni
Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
subbab kedua, yakni Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam. Subbab mengenai
Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
berist mengenai Definisi dan Tujuan Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, dan
Larangan Perkawinan. Subbab mengenai Perkawinan Ditinjau dari Hukum lslam
berist mengenai Definisi dan Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan,
dan Larangan Perkawinan.

Bab 3 Transeksual dan Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum
Islam, terdiri atas Definis dan Terminologi Transeksual, Berbagai Bentuk
Kelainan Seksual, Faktor Penyebab Transeksual, Transeksual Ditinjau dari
Hukum Islam, Pengaturan Mengenai Operasi Penggantian Kelamin, Prosedur
Operasi Penggantian Kelamin, dan Tindakan Operasi Penggantian Kelamin
Ditinjau dari Hukum Islam.

Bab 4 Analisis Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan
Seorang Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan
Negeri, terdiri atas Keberlakuan Hukum Islam sebagai Hukum Perkawinan Bagi
Umat Islam di Indonesia, Perkawinan Transeksual yang telah Diakui Perubahan
Statusnya menurut Hukum Islam, Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam
Perkawinan Transeksual yang Telah Diubah Statusnya oleh Pengadilan Negeri
yang terdiri lagi atas Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan
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Perkawinan, dan Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pemeriksaan
terhadap Pernikahan yang akan Dilangsungkan, dan Analisis Penetapan No.
19/Pdt.P/2009/PN. Btg tentang Pergantian Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri
Batang yang terdiri atas Kasus Posisi dan Analisis terhadap Penetapan Pengadilan
No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg.

Bab V Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran.
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BAB 2

PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

21

211

TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
Definisi, Asas, dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut Subekti ialah pertalian yang sah antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan.’’ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagal suatu ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan keka berdasarkan
Ketuhanan Y ang Maha Esa.'® Dapat dilihat bahwa dari definisi tersebut, terdapat

[ima unsur dari perkawinan, yakni:

a

Ikatan lahir batin

Ikatan lahir dan batin berarti bahwa tidak cukup apabila suatu perkawinan
hanya memiliki ikatan lahir saja, maupun ikatan batin sgja. Keduanya,
yakni ikatan lahir dan batin, harus ada dalam suatu perkawinan. Ikatan
lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya
hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup
bersama sebagal suami istri.' Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang
tidak tampak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.” Terkait hal ini, Rachmadi Usman dalam bukunya Aspek-
Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia menyatakan
sebagal berikut:

Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan bahwa perkawinan tidak
hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin sgja,

7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1983), him. 23.
'® |ndonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 1.

9 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan

Kekeluargaan Perdata Barat, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), him. 44.

2| pid.
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tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang
dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum
antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama
sebagal suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai
hubungan formal. Hubungan forma ini nyata, baik bagi yang
mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.
Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak
formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak
nyata, tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin, ikatan
lahir akan menjadi rapuh. Seyogyanya dapat dirasakan terutama
oleh yang bersangkutan. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan
perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang
sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Seterusnya ikatan batin
akan merupakan inti ikatan lahir. Terjalinnya ikatan lahir dan
ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina
kel uarga yang bahagia dan kekal . *

b. Antara seorang pria dan seorang wanita
Pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanyalah pihak laki-laki dan
pihak perempuan, sehingga tidak boleh terjadinya suatu perkawinan
dimana kedua belah pihak berjenis kelamin perempuan, atau keduanya
berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, unsur ini juga mengandung asas
monogami, yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat
dengan seorang wanita demikian pula sebaliknya.??

c. Sebaga suami istri
Ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai
suami istri apabilatelah dilakukan perkawinan secara sah antara keduanya.
Mengenai sahnya suatu perkawinan diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa agar
sahnya suatu perkawinan, perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum
agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, unsur ini juga
menunjukkan bahwa sebagai suami istri, terdapat hak dan kewgjiban yang
diemban oleh masing-masing pihak sebagai suami dan istri.

*! Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 269.

2 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, op. cit., him. 45.
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d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang
bahagia dan kekal
Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri dari
ayah, ibu, dan anak-anak.” Terkait hal ini, Wienarsih dan Sri Soesilowati
dalam Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat menyatakan
sebagal berikut:

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan
keturunan yang juga merupakan pula tujuan dari perkawinan.
Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak
dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka
diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang
melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-
lamanya kecuali cerai karena kematian.**

e. Berdasarkan Ketuhanan Y ang Maha Esa.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

ketentuan-ketentuan mengena perkawinan mengacu pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang hanya memandang perkawinan dari sudut

keperdataannya sgja Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dari aspek perdata saja,

namun juga melihat kepada aspek agama. Hal ini telah sgjalan dengan sila

pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sudarsono dalam Hukum Kekeluargaan Nasional, terdapat
beberapa asas atau prinsip perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

a Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan
mencapal kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Daam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

2 |bid., him. 46.

2 | bid.
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kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¢. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan
mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri,
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagali persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus
telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar
dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara balk tanpa berakhir pada
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus
dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah
umur.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal
dan sgahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk
mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian,
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang
Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.>
Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarsono,

Rachmadi Usman dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan
Kekeluargaan di Indonesia menyatakan bahwa asas-asas perkawinan yang
terkandung di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah sebagai berikut:

% gsudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him.
163-164.
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a  Asas Perkawinan Kekal

b.

C.

d.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Artinya, perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup. Asas
ini dapat dijumpa dalan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Asas Perkawinan menurut Hukum Agama atau K epercayaan Agamanya
Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah
bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau
kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan
keseimbangan agama sebagal dasar untuk melakukan perkawinan. Prinsip
ini dapat dijumpal dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannyaitu.

Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunya kekuatan
hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip ini ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya
menganut asas monogami, bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh
mempunya seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini
dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunya seorang istri, dan
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
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Poligami sebagai Pengecualian

Dadam ha tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai
pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari
yang bersangkutan mengizinkannya. Kendati pun demikian perkawinan
seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun itu dikehendaki
oleh pihak-pihak bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenunhi
berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasad 4 serta Pasal 5 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasa 3
ayat (1) tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana
seorang wanita memiliki lebih dari satu orang suami pada saat yang
bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang adalah untuk
menjaga kemurnian keturunan, jangan sampa bercampur aduk dan
kepastian hukum dari seorang anak menjadi tidak jelas.

. Perkawinan didasarkan pada K esukarel aan atau K ebebasan Berkehendak
Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap
perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon
mempelal  laki-laki, dan calon mempela perempuan. Perkawinan
merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan
harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami
istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya,
tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga.

. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun
masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum
dalam kerangka hubungan hukum tertentu,

Asas Mempersukar Perceraian

Sgalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia, kekal, dan sgahtera maka Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
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Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada al asan-alasan tertentu dan harus
dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.?®
Dari definiss perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah sangat
ideal. Perkawinan tidak hanya melihat pada segi lahir, namun juga adanya suatu
pertautan batin antara suami dan istri untuk membentuk suatu rumah tangga atau
keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan
berlangsung seumur hidup dan tidak bisa berakhir begitu saja, dan pembentukan
keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
ES&27
Rachmadi Usman dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan

Keluarga di Indonesia menyatakan sebagai berikut:

Perumusan yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bukan
saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga
mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
atau jika dihubungkan dengan Pasa 2 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan
agamanya masing-masing.”®
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan
Syarat sah suatu perkawinan dapat dibagi menjadi syarat formil dan
materiil. Syarat sah formil perkawinan dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya itu”. Dilihat dari isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dengan jelas diketahui bahwa tidak
ada satu pun perkawinan yang sah apabilatidak sah menurut hukum agama. Pasal

?® Rachmadi Usman, op. cit., him. 264-267.

" Djoko Prakoso dan | Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: Bina Aksara, 1987), him. 3.

*® Rachmadi Usman, op. cit., him. 268.
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ini menjadi rujukan dipakainya hukum agama masing-masing pihak bagi tiap-tiap
perkawinan yang berlangsung, salah satunya adalah dipakainya Hukum Islam bagi
pemeluk agama Islam yang ingin menikah. Hal ini menyebabkan menjadi tidak
sahnya suatu perkawinan apabila menurut hukum agama syarat-syaratnya tidak
terpenuhi.

Akibat dari rumusan Pasal 2 ayat (1), maka di Indonesia keabsahan
perkawinan bergantung pada hukum agama. Karena hukum mengakui pemelukan
agama-agama, maka hukum mengakui pula adanya perbedaan-perbedaan hukum
agama yang merupakan ke-Bhineka-an. Maka diakui adanya perbedaan hukum
perkawinan dari agama yang berbeda. Sesuai dengan Undang-Undang No.
1/PNPS/1965 yang mengakui pemeluk lima agama, maka praktis hukum
perkawinan yang berlaku dan mempunyai peran untuk menetapkan keabsahan
perkawinan adalah Hukum lslam, Hukum Kristen, Hukum Katolik, Hukum
Hindu, dan Hukum Budha.?®

Adapun isi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa kewagjiban dilakukannya pencatatan
perkawinan bukanlah merupakan syarat sah perkawinan. Dengan atau tanpa
pencatatan, apabila telah dinyatakan sah menurut hukum agama, maka
perkawinan adalah sah. Namun, pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting
untuk menambah kekuatan pembuktian perkawinan, sehingga menjadikan
perkawinan bersangkutan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun,
dan menjadi bukti bahwa Negara telah mengakui keabsahan perkawinan tersebut.
Sudarsono dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, menyatakan bahwa
pencatatan perkawinan adalah sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwva penting lainnya. Secara lebih lengkap beliau menyatakan sebagai
berikut:

pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya

% Departemen K ehakiman, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 20 Tahun Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, 1996), him. 12-13.
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kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu
akta resmi yang juga dibuat dalam daftar pencatatan.*

J. Satrio menyatakan bahwa dengan mengakui sahnya perkawinan, kalau
telah dilaksanakan sesua dengan hukum agamanya masing-masing, maka
pencatatan hanya merupakan tindakan administratif sgja®' Selanjutnya beliau
menyatakan sebagai berikut:

Karena akta perkawinan merupakan akta autentik, maka mempunyai daya
pembuktian yang sempurna, dengan segala konsekuensinya. Bisa
dibayangkan bahwa selain akta perkawinan bisa membekali para pihak
dengan bukti yang kuat mengenai perkawinan mereka dengan segala
akibatnya, juga betapa banyaknya informasi yang dapat diperoleh pihak
ketiga dari akta perkawinan itu. Sebagai bukti adanya perkawinan yang
sah, sudah tentu akta perkawinan ini mempunyai dampaknya terutama
dalam hukum perkawinan dan hukum harta perkawinan atau lebih luas
dalam hukum keluarga.*

Syarat sah materiil perkawinan diatur oleh Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan
harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk
melangsungkan perkawinan, bagi seorang yang belum mencapai 21 tahun harus
mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila salah seorang dari kedua orang tua
telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari kedua orang tua yang masih hidup
atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam ha kedua
orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk
menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali selama mereka masih hidup
dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Ketentuan tersebut dalam
pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain. ** Perkawinan hanya diizinkan jika

% sudarsono, op. cit., him. 163.

3 J. Satrio, Hukum Pribadi: Bagian | Persoon Alamiah, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999), him. 135.

32 |bid., him. 136.

** Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 6.
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pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur
16 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dilakukan dengan meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun wanita.

Dari kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat
sah perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah sebagai berikut:

a Persetujuan dari Calon Mempelai.

Diperlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak agar maksud
dari perkawinan dapat tercapai, yakni membentuk keluarga yang kekal
dan bahagia. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya kawin paksa.*> Pernyataan atas persetujuan calon mempelai
dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau
isyarat, tetapi dapat juga berupa diam bagi wanita selama tidak ada
penolakan yang tegas.®® Sebelum perkawinan dilaksanakan, sudah
sepantasnya petugas pencatat perkawinan menanyakan terlebih dahulu
persetujuan calon mempelai dihadapan saksi perkawinan. Bila ternyata
caon mempela tidak menyetujui maka perkawinan tidak dapat
dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau
tunarungu, persetujuannya dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat
lain yang dapat dimengerti.*’

b. Batas Usia Calon Mempelal

Ketentuan batas usia perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga
kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya
perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di

samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah

**1bid., Pasal 7.
* Rachmadi Usman, op. cit., him. 273.
% |bid., him. 274.

3 1 bid.
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kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita
untuk kawin mengakibatkan |aju kelahiran yang lebih tinggi.*®
c. lzin Orang tua/Wali bagi Calon Mempelai di bawah 21 Tahun

Izin orang tua/lwali ini erat kaitannya dengan batas usia dewasa.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
mengatur secara tegas mengenal usia dewasa dan pengertian dewasa.*
Berdasarkan pola pengaturan yang demikian, maka Sardjono
menyimpulkan usia dewasa dengan merujuk pada Pasal 47 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Asikin
Kusumah Atmadja menyimpulkan usia dewasa dengan mengaitkannya
pula dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.*® Baik Pasal 47 maupun Pasal 50 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan usia 18 tahun sebagai
batas usia terlepas dari pemeliharaan orang tua. Namun usia 18 tahun
sebagai batas usia dewasa tersebut ditanggapi berbeda oleh Hazairin.
Hazairin berpendapat bahwa batas usia dewasa seharusnya
dissmpulkan dari bunyi Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa diperlukannya izin orang
tua/wali bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun. Hal ini
sgjalan dengan batas usia 21 tahun yang dipergunakan dalam
Kompilass Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun
1991 tentang Pemeliharaan Anak, dimanadi dalam Pasal 98 ditentukan
batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum

pernah melangsungkan perkawinan.*

% 1bid., him. 275.

¥ Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta Undang-
Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2008), him. 21.

9 |bid., him. 16.

4 1bid., him. 22-23.
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2.1.3 Larangan Perkawinan

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara jelas di dalam Pasa 8 sampai
dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan larangan atas
perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang berhubungan darah,
berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri
atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih
dari seorang, dan mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku.”? Persyaratan yang terdapat pada Pasal 8 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat kumulatif, yang berarti
bahwa harus terpenuhi seluruhnya. Hal ini menyebabkan dengan tidak
terpenuhinya salah satu syarat menyebabkan perkawinan tidak dapat
dilangsungkan.*®

Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyatakan larangan diadakannya perkawinan antara seorang yang masih terikat
tali perkawinan dengan orang lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan
dan syarat-syarat untuk beristri lebih dari satu telah terpenuhi. * Larangan
perkawinan yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan erat kaitannya dengan prinsip monogami terbatas yang dikandung
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melarang dilakukannya
perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagal istri kedua, namun
hal ini diperbolehkan dengan alasan-alasan yang telah diatur secara limitatif di
daam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wahyono
Darmabrata dalam bukunya menyatakan:

*? Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 8.

“3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1993), him. 81.

* Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 9.
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas
monogami, artinya pada saat yang bersamaan seorang suami hanya dapat
mempunyai seorang wanita sebagai istrinya, sedangkan seorang wanita
hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip
monogami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak bersifat
mutlak, dimana berdasarkan syarat dan aasan tertentu, asalkan hal itu
disetujui pula oleh istrinya. Pengadilan di dalam memberikan putusan
selain memeriksa apakah syarat dan alasan yang disebut dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan sudah dipenuhi, juga harus
memperhatikan pada agama yang dianut oleh suami, apakah mengijinkan
atau tidak bagi suami untuk beristri lebih dari seorang.*®

Persetujuan dari istri/ istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan.
Sekalipun telah ada persetujuan tertulis, tetapi harus dipertegas dengan
persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan. Persetujuan dari istri/ istri-istri ini
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak
ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-
sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.*

Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan memperlihatkan surat
keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara
tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain
yang dapat diterima oleh pengadilan. Adapun jaminan bahwa suami akan berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan pernyataan atau
janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*’

Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyatakan larangan perkawinan bagi suami istri yang telah kawin dan bercerai
sebanyak dua kali untuk melakukan perkawinan lagi antara keduanya untuk yang
ketigakalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan

tidek menentukan lain. *® Dengan demikian, seorang pria dilarang untuk

> Wahyono Darmabrata, op. cit., him. 26-27.
“¢ Rachmadi Usman, op. cit., him. 281.
" I bid.

*® Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 10.
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melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang wanita bekas istrinya yang
diceraikannya untuk kedua kalinya apabila tidak ada ketentuan lain dari masing-
masing agama yang bersangkutan. Karena perkawinan mempunyai maksud agar
suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang
mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat
dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Selain itu, ketentuan tersebut
dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami
maupun istri benar-benar saling menghargai satu samalain.®

Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa terdapat waktu tunggu bagi seorang wanita yang telah putus
perkawinannya, dan tenggang waktu jangka tunggu tersebut akan diatur
selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah.>® Dari ketentuan-ketentuan tersebut,
dapat dismpulkan bahwa larangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

a  Larangan perkawinan karena hubungan kefamilian yang terus
menerus berlaku dan tidak mungkin disingkirkan berlakunya.

b. Larangan perkawinan karena satu susuan.

c. Larangan perkawinan karena salah satu pihak atau masing-masing
pihak masih terikat dengan perkawinan lain. Larangan ini sebetulnya
hanya bersifat sepihak saja dan berlaku mutlak.

d. Larangan melakukan perkawinan lagi bagi masing-masing pihak
yang telah berceral sebanyak dua kali.

e. Larangan perkawinan bagi wanita yang masih berada dalam masa
tunggu. Larangan ini tidak bersifat tetap hanya sementara saja.>

“* Rachmadi Usman, op. cit., him. 278.
* |ndonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 11.

> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, op. cit., him. 48.
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2.2 Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam

2.2.1 Definisi dan Tujuan Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah figih tentang
perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada
perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam
izwaj.>? Perkawinan atau Pernikahan dalam literatur figh berbahasa Arab disebut
dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-
Qur’ an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa (4) ayat 3.>° Demikian pula
banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, seperti dalam
surat al-Ahzab (33) ayat 37.>*

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan
terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama bukan dengan
wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.*
Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan
untuk melanjutkan keturunan.®® Amir dalam bukunya menyatakan hal sebagai
berikut:

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga
berarti “akad”. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Bagarah (2) ayat
230 mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad
nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah
dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan
suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan
kelamin dengan perempuan tersebut. Tetapi dalam Al-Qur’an terdapat
pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat
an-Nisa (4) ayat 22. Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan
yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah

*2 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, cet. 1, (Y ogyakarta: Graha
[1mu, 2011), him. 3.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2006), him. 35.

% Ibid., him. 36.

** Mardani, op. cit., him. 4, lihat juga Wahbah Al Zuhaili, Al-Figh Al Islami Waadillatuhu
juz 1V, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), him. 29.

*® Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),
him. 31.
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melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di
antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan
membatas hak dan kewagjiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang bukan mahram.®® Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia™ Dr.
Ahmad Ghandur dalam bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri’ al-Islamiy
menyatakan perkawinan sebagal akad yang menimbulkan kebolehan bergaul
antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam
kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan
kewajiban-kewajiban.*

Pengertian perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 Kompilass Hukum
Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut [Slam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaagan ghalizhan untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terkait hal ini, Mardani dalam
bukunya menyatakan sebagai berikut:

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaagan ghalizhan merupakan
penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam
rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan
itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan
untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,
merupakan penjelasan dari ungkapan “ berdasarkan Ketuhanan Y ang Maha
Esa’ dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan
bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang
yang melaksanakannya telah mel akukan perbuatan ibadah.®*

" Amir Syarifuddin, op. cit., him. 36.
% Dedi Ismatullah, loc. cit.

* Ibid., him. 35.

 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 39.

& Mardani, op. cit., him. 6.
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Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka terdapat lima hal mendasar

yang secara substansial terkait erat dengan pernikahan atau perkawinan yang

dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

a

Daam pernikahan ada hubungan timba balik dan hubungan
fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempela
perempuan.

Dalam pernikahan ada kebulatan tekad di antara kedua belah pihak
untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
Dalam pernikahan ada penentuan hak dan kewajiban suami istri secara
proporsional.

Dalam pernikahan ada hubungan genetik antara pihak suami dan
keluarganya dengan pihak istri dengan keluarganya

Dalam pernikahan ada harapan dan cita-cita untuk menciptakan
regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan
hubungan silaturahim tanpa batas waktu yang ditentukan.®

Menurut Mahmud Junus, sebagaimana disadur oleh Mardani, tujuan

perkawinan ialah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.®®

Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani

manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta

meneruskan Kketurunan, juga mencegah perzinaan.** Dalam bukunya, Mardani

merinci tujuan perkawinan, yakni sebagai berikut:

a

Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat
tabiat kemanusiaan;

Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan K etuhanan Y ang Maha Esg;

Memperoleh keturunan yang sah;

%2 Dedi Ismatullah, op. cit., him. 37.

% Mardani, op. cit., him. 11, lihat juga Mahmud Junus, Hukum Perkawinan dalam Islam,
(Jakarta: CV. Al Hidayah, 1964), him. 1.

% Ibid., lihat jugaMohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1996), him. 27.
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d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan
yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;

e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
(keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS. Ar
Ruum ayat 21);

f. Ikatan perkawinan sebaga mitsaagan ghalizan sekaligus menaati
perintah Allah SAW Dbertujuan untuk membentuk dan membina
tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan syariat Hukum Islam.*®

2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama terkait
dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Rukun adalah sesuatu
yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang
mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan
tidak merupakan unsurnya. ® Abdul Azis Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum
Islam sebagaimana disadur oleh Neng Djubaedah dalam bukunya menyebutkan
sebagai berikut:

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwva hukum atau perbuatan
hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum
maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau
perisiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwva hukum tersebut
berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan
atau peristiwa hukum. Jika saah satu rukun dalam peristiwva atau
perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau
peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi
hukum”. Demikian pula menurut ulama figih, bahwa rukun berfungs
menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau
tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan

% Mardani, loc. cit., lihat juga Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), him. 248.

6 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 59.
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perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu
atau lebih atau semua rukunnya.®’

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang
menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.®® Dalam
hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat juga
berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah
perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak
terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”.*®

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku
antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang
menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah, sedangkan
yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat
perkawinan. Hal ini cukup berbeda dengan pandangan dari Ulama Syafi’i yang
berpendapat bahwa yang termasuk ke dalam rukun nikah adalah termasuk kedua
calon mempelai, wali, saksi, serta ijab kabul, tidak hanya akad nikah. Ulama
Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. Syuruth al-in'igad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu
akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan bergantung pada
akad, maka syarat disini adalah yang harus dipenuhi karena ia
berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal,
maka akad perkawinan disepakati batalnya Umpamanya, pihak-pihak
yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk
bertindak hukum.

2. Syuruth al-shihah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan
dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat
menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak
terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam
setiap perkawinan.

®” Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 90.

% |bid., him. 92.

% |bid, him. 93.
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Syuruth al-nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu
perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya
perkawinan bergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi
menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan
akad perkawinan adal ah seseorang yang berwenang untuk itu.

Syuruth al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu
perkawinan daam arti bergantung kepadanya kelanjutan
berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya
syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu
dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi
perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan
istrinya.”

Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini

adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan

segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sgja’ Berdasarkan pendapat

tersebut, maka rukun perkawinan secara lengkap menurut Pasal 14 Kompilas
Hukum Islam adal ah sebagai berikut:

a

Caon mempelai |aki-laki.

b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali nikah

d.
e

Dua orang saksi.
ljab yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan oleh suami.

2.2.2.1 Calon Mempelai L aki-Laki dan Perempuan

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan

tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena

ini yang tersebut dalam Al-Qur’an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi

untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

7® Amir Syarifuddin, op. cit., him. 60.

" bid.
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a. Keduanyajelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya,
baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang
berkenaan dengan dirinya. Adanya syari’at peminangan yang terdapat
daam Al-Qur'an dan hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat
supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak
lain, secara baik dan terbuka.

b. Keduanya sama-sama beragama Islam.

c. Antarakeduanyatidak terlarang melangsungkan perkawinan.

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan
pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari
kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan
panjang lebar dalam kitab-kitab figh dan berbeda pula ulama dalam
menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung
persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan
perkawinan itu. Namun hadis Nabi banyak berbicara berkenaan
dengan izin dan persetujuan tersebut di antaranya:

Hadis Nabi dari Abu Hurairah muttafaq alaih yang bunyinya:

Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali
setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih
perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintal
izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagai mana bentuk
izinnya/Nabi berkata izinnya adalah diamnya.”
Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi:
“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan
walinya dan perempuan bikir diminta izinnya sedangkan izinnya itu
adalah diamnya.””®, juga Hadis Nabi juga dari Ibnu Abbas menurut
riwayat Abu Daud, al-Nasai dan yang disahkan oleh Ibnu Hibban yang
bunyinya:” Tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah

janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus diminta

2 |bid., him. 65.

1 bid.
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izinnya.” ™ Dari hadis-hadis Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan
keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah
janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan
yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk
izin dan persetujuan tersebut, meskipuan secara tidak langsung hampir
seluruh ulama mengharuskan adanya persetujuan.

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan
perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan
dalam kitab-kitab figh. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur
pasangan yang akan kawin itu Kiranya sesual dengan pandangan umat
ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka
perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari
segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan mushaharah.
Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an atau
hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur’an
dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung
mengisyaratkan batas usia tertentu. Dasar dari Al-Qur'an adalah
firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 6 dengan terjemahan
sebagai berikut: “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk kawin.” “Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn
Mas ud muttafaq alaih yang bunyinya: “Wahal para pemuda siapa di
antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiagpan perkawinan,
maka kawinlah.””® Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan di
atas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak
dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan
kewgjiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang
tanggung jawab dan hak kewagjiban itu sudah dewasa. Dalam salah satu

persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut

" | bid.
5 |bid., him. 67.

8 | bid.
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di atas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk
melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan
timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti
bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah
dewasa.

Terkait dengan calon mempelal laki-laki dan calon mempelai perempuan,
terdapat pula ketentuan dalanm Kompilass Hukum Islam yang mengatur hal
tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 sampal dengan pasal 18 Kompilasi
Hukum Islam. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam berisi ketentuan terkait batas usia
minimum bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 16
dan 17 Kompilasi Hukum Islam berisi ketentuan terkait persetujuan kedua calon
mempelai, dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa
harus tidak terdapat suatu larangan perkawinan bagi kedua calon mempela yang

akan melangsungkan perkawinan.

2222 Wali

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk
bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Akad nikah dilakukan oleh dua
pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan
pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya_78 Dasar hukum dari keberadaan
wali dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam
yang lima dari Abu Musa ra. Dari Nabi SAW., bahwa “beliau bersabda: Tidak
nikah melainkan dengan (adanya) wali”.”

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang wajib.
Tidak sah suatu akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hadis lainnya
yang mendukung kewagjiban keberadaan wali adalah hadis yang diriwayatkan
Imam yang lima kecuali Nasai dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Uwah dari

‘Aisyahra

"1bid., him. 64-68.
8 |bid., him. 69.

™ Neng Djubaedah, op. cit., him. 111.

Universitas Indonesia

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



33

Siapa sga perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka
perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya,
maka bagi perempuan itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah
ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-
walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya. &

Daam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai
orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai
orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.®

Amir Syarifuddin menyatakan dalam bukunya sebagai berikut:

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur’an pun yang jelas secara ibarat al-
nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun
dalam Al-Qur’ an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk
kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash
dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antara ayat Al-Qur’an yang
mengisyaratkan adanya wali adalah sebagal berikut:

Surat al-Bagarah (2) ayat 232, dengan terjemahan sebagai berikut:

“Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya,
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan
bakal suami mereka.”

Surat al-Bagarah (2) ayat 221, dengan terjemahan sebagai berikut:

" Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-
laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang
musyrik walaupun ia menarik hatimu.”

Surat an-Nur (24) ayat 32, dengan terjemahan sebagai berikut:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan
orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan
adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang
habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara
perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga
suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun
karena dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan perkawinan
dialamatkan kepada wali, dapat pula dipaham daripada keharusan adanya

8 | bid.

8 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 69.
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wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas
jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.®

Menurut Amir Syarifuddin, yang berhak menempati kedudukan wali itu
ada tiga kelompok yakni wali nasab, yakni wali yang berhubungan tali
kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin; wali mu’thiq, yaitu orang yang
menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya;
dan wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai
hakim atau penguasa. Wali menurut Neng Djubaedah terbagi menjadi wali nasab,
wali hakim, hakam, dan muhakam. Yang termasuk ke dalam wali nasab menurut
Neng Djubaedah adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan
yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan,
seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri, dan
lain-lain.®® Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang
dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petuges lain dari Departemen
Agama.®* Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon
mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunya pengetahuan
agama sebagai wali yang cukup.® Muhakam ialah seorang laki-laki bukan
keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai
pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan.®

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama
yang disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-
Qur’an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.
Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi’ah
Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

a. Wali dekat atau wali garib yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah

kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap

% Ibid., him. 71.

8 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, op. cit., him. 63.
# Ibid.

% Ibid., him. 64
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anak perempuan yang akan dikawinkannya. la dapat mengawinkan
anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta
persetujuan dari anaknya tersebut.
Wali jauh atau wali ab’ad, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari
ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu karena anak menurut
ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya. Adapun wali
ab’ ad adalah sebagai berikut:
I Saudaralaki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
ii. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
iii.  Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah
kepada
V. Anak saudara laki-laki seayah; kalau tidak ada pindah
kepada
V. Paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
Vi. Paman seayah; kalau tidak ada pindah kepada
Vii. Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
Viii. Anak paman seayah.
ix.  Ahli waris kerabat lainnya jikaada. &’

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila

memenuhi syarat sebagai berikut:

a)

b)

Telah dewasa dan beraka sehat dalam arti anak kecil atau orang gila
tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang
yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi yang
bunyinya: “Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum)
seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil
sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.”®®

Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis
Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah
dan ulama Syi’ ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam

8 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 75.

8 |bid., him. 77.
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persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan
berakal sehat dapat menjadi wali untuk perempuan lain yang
mengharuskan adanya wali.

¢) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali
untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran
(3) ayat 28 dengan terjemahan sebagai berikut: “Janganlah orang-
orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan
meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya
lepasiah ia dari pertolongan Allah” .

d) Orang merdeka.

e) Tidak berada dalam pengampuan atau majhur alaih. Alasannya ialah
bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat
hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan
suatu tindakan hukum.

f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya
tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan
mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak
sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau
sopan santun.

h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini
berdasarkan kepada hadis Nabi dari “Usman menurut riwvayat Muslim
yang mengatakan: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan
seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.

Apabilawali nasab masih ada, maka wali hakim tidak berwenang menjadi

wali nikah. Sedangkan apabila terdapat beberapa wali nasab, maka yang menjadi
wali nikah adalah wali nasab dengan dergat terdekat. Hal ini ditegaskan oleh
Amir Syarifuddin dalam bukunya:

8 |bid.

9 1bid., him. 77-78.
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Terdapat syarat bahwa selama wali nasab masih ada, maka wali hakim
tidak dapat menjadi wali, dan selamawali nasab terdekat masih ada, maka
wali nasab yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang
menjadi wali itu adalah wali nasab yang garib. Bila wali garib tersebut
tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik
dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad, menurut urutan
tersebut di atas. Bilawali garib sedang dalam ihram hagji atau umrah, maka
kewalian tidak pindah kepadawali ab’ad, tetapi pindah kepada wali hakim
secara kewalian umum. Demikian pulawali hakim menjadi wali nikah bila
keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali garib dalam keadaan
‘adhal atau enggan mengawinkan tanpa aasan yang dapat dibenarkan.
Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali garib
sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapa dua marhalah
(sekitar 60 km). dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim
terdapat pendapat lain. Menurut ulama Hanafiyah bila wali akrab
bepergian ke tempat jauh atau gaib dan sulit untuk menghadirkannya hak
kewalian pindah kepada wali ab’'ad dan tidak kepada wali hakim.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulamaMalikiyah.*

2.2.2.3 Saksi

Akad perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksl agar ada kepastian
hukum dan menghindari timbulnya sanggahan dari para pihak di kemudian hari.
Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat
Al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi. Sumber hukum dari ayat Al-Qur’an adalah
surat at-Talaq (65) ayat 2 dengan terjemahan sebaga berikut: “ Apabila mereka
telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau
lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di
antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” > Adapun
dari hadits Nabi adalah sabda Nabi dari 1bnu Abbas menurut riwayat al-Tarmizi,
sabda Nabi: “Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri
tanpa adanya saksi,” * serta Hadis Nabi dari ‘Amran |bn Husein menurut riwayat

1 1bid., him. 79.

% _ Al-Qur’ an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan, cet. 8, (Bandung: Al-Mizan
Publishing House, 2011), him. 559.

% Amir Syarifuddin, op. cit., him. 82.
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Ahmad, sabda Nabi:“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua
orang saksi yang adil.“%

Neng Djubaedah dalam bukunya Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan
tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam menyatakan
sebagal berikut:

Imam Syafi’i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, berpendapat bahwa
perkawinan itu tidak sah jikatanpa saksi. Imam Hanafi berpendapat bahwa
saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil,
atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, sedangkan
saks nikah yang hanya terdiri atas perempuan sgja adalah tidak sah.
Sedangkan Imam Syafi’l dan Imam Hanbali berpendapat bahwa
perkawinan itu harus dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki muslim
dan adil.*

Saks dalam suatu pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a Saks itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang
dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh
terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sedangkan
bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang
perempuan.

b. Keduasaks itu adalah beragama Islam.

Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.

d. Keduasaksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat
ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya
ada saks laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan
semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan
sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa
besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tidak mensyaratkan

adil pada saksi perkawinan.

% |bid., him. 83.

% Neng Djubaedah, op. cit., him. 114.

Universitas Indonesia

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



39

f. Keduasaksi itu dapat mendengar dan melihat. %

Ketentuan mengenai saksi di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam
Pasal 24, 25, dan 26 KHI. Pasal 24 KHI menyatakan keharusan adanya minimal
dua orang saksi dalam setiap perkawinan. Pasal 25 KHI berisi syarat-syarat
menjadi saksi, sedangkan Pasal 26 KHI mengharuskan hadirnya saksi pada waktu
dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

2.2.2.4 1jab dan Kabul

ljab adalah penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk
perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada |aki-laki calon
suami.”’ Kabul adalah penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri
yang dilakukan pihak laki-laki.*® Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan
adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara
calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan caon
mempelai lelaki (atau wakilnya).” Dasar hukum ijab kabul terdapat dalam hadis
Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim:
Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (istri)
sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu
menghalalkan kehor matannya dengan kalimat Allah (ijab kabul).*®

Ulama sepakat menempatkan ijab dan gabul itu sebagai rukun perkawinan.
Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antaranya
diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikuit:

a. Akad harusdimula dengan ijab dan dilanjutkan dengan gabul.

b. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama

perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

% Amir Syarifuddin, loc. cit.

" Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, op. cit., him. 64.
% Ibid., him. 65.

% Neng Djubaedah, op. cit., him. 115.
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c. ljab dan gabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus
walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya
ucapan gabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam
waktu yang pendek.

d. ljab dan gabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan bersifat
membatas masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu
ditujukan untuk selama hidup.

e. ljab dan gabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. '

Adapun terkait mahar, M. Anshary dalam bukunya menyatakan sebagai

berikut:

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah.
Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad
nikah berlangsung. Wahbah a-Zuhaili menegaskan bahwa mahar
merupakan syarat nikah, bukan rukun, dengan aasan bahwa Islam
membolehkan nikah tafwidh. Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya
seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan
mahar kepadaistrinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya.'*

Apa yang dikemukakan di atas adalah sgjalan dengan ketentuan-ketentuan
mengenai mahar dalam perkawinan yang diatur dalam Kompilass Hukum Islam.
Hal esensia yang sekali lagi perlu digarisbawahi adalah bahwa pemberian mahar
bukanlah suatu rukun perkawinan, akan tetapi hukumnya adalah wajib diberikan.
Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar’i (syariat
Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.’® Syarat
perkawinan yang ditentukan secara syar’i diatur dalam surat an-Nisa (4) ayat 22,
23, dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya
hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan

poliandri.**

101 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 62.
192\, Anshary MK, op. cit., him. 15.
193 Neng Djubaedah, op. cit., him. 116.
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2.2.3 Larangan Perkawinan

Menurut Amir Syarifuddin, larangan perkawinan terbagi menjadi dua

macam, yakni mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad. Mahram

muabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk selama-lamanya,

sedangkan mahram ghairu muabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku

untuk sementara waktu dikarenakan suatu hal tertentu, dalam artian bahwa apabila

hal tertentu tersebut sudah tidak ada, maka larangan perkawinan juga sudah tidak

ada. 105

a. Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan

untuk selama-lamanya, terbagi menjadi tiga kelompok:
a) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang |aki-laki karena
nasab itu adalah:

Vi.

Vii.

Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke
atas.

Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan
seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.

Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung,
seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah, atau seibu,
dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung,
seayah atau selbu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan
seterusnya dalam garis lurus ke atas.

Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara
laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis
lurus ke bawah.

Anak saudara perempuan, kandung, seayah, atau seibu; cucu saudara
kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke

bawah. 1%

195 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 110.
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Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya
karena hubungan kekerabatan dengan | aki-laki tersebut di bawah ini:

i.  Ayah, ayahnya ayah dan ayahnyaibu dan seterusnya ke atas.

ii. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak
perempuan, dan seterusnya ke bawah.

iii.  Saudara-saudaralaki-laki kandung, seayah atau seibu.

iv.  Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan
ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu
dengan kakek, dan seterusnya ke atas.

V.  Saudars-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan
ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan
nenek, dan seterusnya ke atas.

vi. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu
laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan
Seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

vii.  Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu;
cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu
dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. %

Adapun dasar hukum dari larangan tersebut di atas adalah surat An-Nisa
(4) ayat 23 dengan terjemahan sebagai berikut:

“ Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-
saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-
anak saudara laki-lakimu; anak-anak saudara-saudara
perempuanmu” %

b) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut
dengan hubungan musharahah.

Terkait hal ini, Amir dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang
perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan

107 | bid., him. 111-112.
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kerabat s perempuan; demikian pula sebaiknya terjadi pula
hubungan antara s perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu.
Hubungan-hubungan tersebut dinamakan hubungan mushaharah.

Dengan terjadinya hubungan mushaharah timbul pula larangan
perkawinan.®

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk
selamanya karena hubungan mushaharah itu adal ah sebagal berikut:
i.  Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

ii.  Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.

ii. lbuistri atau mertua.

iv.  Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli. *'°
Dasar hukum dari ketentuan tersebut dapat dilihat dalam surat an-Nisa (4)

ayat 22 dan 23 dengan terjemahan sebagai berikut:

“ Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi
oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu...” **

“...dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak
tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila
kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu
mengawini istri-istri dari anak-anakmu...” **?
Seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya
disebabkan hubungan mushaharah sebagal berikut:
1. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.

Ii. Ayah dari suami atau kakeknya.

iii. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.

iv. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu

perempuannya. 1**

109 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 112.

19 bid.

1 Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi 1lmu Pengetahuan, him. 82.

12 | pid.

13 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 115.
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¢) Karenahubungan persusuan.

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi
terlebih dahulu sebelum suatu hubungan dapat dinyatakan sebagai hubungan
persusuan, yakni syarat usia, kadar susuan, cara menyusu, kemurnian air susu,
suami sebagai penyebab adanya susu, dan kesaksian. Mengenai usia anak
yang menyusu, jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih
berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu s ibu akan menjadi

pertumbuhannya.***

Adapun maksud dari kadar susuan disini adalah seberapa
banyak atau seberapa kali anak yang bersangkutan menyusu untuk dapat
dikatakan munculnya suatu hubungan sesusuan. Terkait hal ini, Amir

menyatakan dalam bukunya:

Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk
timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun s anak menyusu
dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan. Golongan ini
berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan.
Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila
kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah
ini berasal dari * Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan:
Pada waktu turunnya Al-Qur’an batas susuan adalah sepuluh kali
yang tertentu, kemudian dinasakhkan dengan lima kali. Kemudian
Nabi wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam Al-
Qur’an.*®

Cara menyusu juga menjadi salah satu syarat adanya hubungan sesusuan.
Cara menyusu disini terbagi menjadi dua, yakni menyusu langsung dan
menyusu dengan menggunakan alat tertentu. Untuk cara yang pertama, tidak
ada keraguan bahwa dengan dilakukannya cara tersebut, maka akan
menyebabkan timbulnya hubungan sesusuan. Namun, untuk cara kedua, yakni
dengan menggunakan alat, terdapat perbedaan pendapat terhadapnya. Di
dalam bukunya, Amir menyatakan sebagal berikut:

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah berpendapat bahwa penyusuan
tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan

14 | bid, him. 116.

15 | bid, him. 117.
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susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya

air susu ibu ke dalam kerongkongannya. Yang berbeda pendapat

dengan jumhur ulama adalah golongan Zhahiry yang mengatakan

bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu iadah bila s anak

langsung menyusu dari puting susu ibu dan tidak melalui cara lainnya

meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si anak, karena

yang disebut menyusui itu ialah bila si anak langsung menyusu dari
puting susu ibu.*®

Kemurnian air susu disini berarti bahwa air susu tidak bercampur dengan

air susu lain atau dengan zat lain di luar air susu ibu. Terkait hal ini, Amir

menyatakan dalam bukunya:

Sebagian ulama di antaranya Imam al-Syafi’ly dan pengikut Imam
Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan
hubungan susuan bila percampuran dengan lain itu tidak
menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran
itu melebur ar susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan
adanya hubungan susuan.**’

Maksud dari suami sebagali penyebab adanya susu adalah bahwa
penyusuan yang menyebabkan hubungan sesusuan timbul apabila susu
tersebut berasal dari seorang perempuan bersuami, bukan dari perempuan
yang timbulnya air susu sebagai akibat perbuatan zina. Selain hal tersebut di
atas, Amir juga mengemukakan bahwa dengan ditetapkannya suami ibu yang
menyusukan sebagal ayah bagi anak yang menyusu, maka orang-orang yang
berhubungan nasab dengan ayah itu menjadi hubungan mushaharah dengan si
anakllB

Untuk memastikan terjadi atau tidaknya suatu hubungan sesusuan,
diperlukan adanya saksi. Terkait saksi dalam penyusuan, ha ini tidak dapat
dilakukan oleh laki-laki, sehingga yang menjadi saksi dalam hal ini adalah
perempuan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait jumlah saksi,
sebagaimana dinyatakan olen Amir dalam bukunya bahwa satu pendapat

18 | bid, him. 118.
17 | pid.

18 | bid., him. 119.
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mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi

perempuan, sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan.**

Lebih lanjut dipaparkan olehnya:

Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusuan
dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang
perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. Inilah pendapat yang
dikemukakan oleh Imam al-Syafi’iy. Satu golongan mengatakan cukup
kesaksian seorang perempuan.*®

Perempuan atau laki-laki yang haram dikawini karena adanya hubungan

sesusuan adalah sebagai berikut:

Ibu susuan, yakni termasuk ibu yang menyusukan, yang menyusukan
ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke
atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya
ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan,
dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.

Anak susuan, yakni termasuk anak yang disusukan istri, anak yang
disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki,
dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Saudara sesusuan, termasuk yang dilahirkan ibu susuan, yang
disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang
disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri

dari ayah.

iv. Paman susuan, termasuk di dalamnya saudara dari ayah susuan,
saudara dari ayahnya ayah susuan.

v. Bibi susuan, termasuk didalamnya saudara dari ibu susuan, saudara
dari ibu dari ibu susuan.

vi. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan, termasuk di
dalamnya anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan
seterusnya ke bawah, orang-orang yang disusukan oleh saudara

9 Ibid.
29 |pid.
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sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan, yang disusukan

oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki,

dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan

121

susuan.

d) Istri yang putus perkawinannyakarenali’an

Li'an

adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah jika seorang suami

menuduh istrinya berzina tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi.'?

Sumpah i

ni dilakukan sebanyak empat kali atas nama Allah dan kepada

sumpah kelima adalah laknat Allah atas dirinya, jika ia termasuk orang-orang
yang berdusta.'®® Dasar hukum dari hal tersebut adalah surat an-Nur (24) ayat

6 dan 7.

Terhadap larangan perkawinan terkait hal ini, sebenarnya masih terdapat

perbedaan pendapat sebagai mana dikemukakan oleh Amir dalam bukunya :

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa larangan perkawinan akibat
li*an berlaku untuk selamanya. M ereka beralasan dengan hadis Nabi
dari 1bnu Umar yang mengatakan:

Rasul Allah memisahkan di antara dua orang yang saling meli’an
dan bersabda: “ perhitunganmu diserahkan kepada Allah; salah
seorang di antaramu adalah pembohong tidak ada jalan cara
untukmu kembali kepadanya

Abu Hanifah memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk
kembali membangun perkawinan bila saah seorang di antara
keduanya mencabut sumpah li’annya Dengan pencabutan itu
menurut ulama ini keduanya dapat kembali dengan akad baru.
Namun ulama lain termasuk Imam Malik, Imam a-Syafi’y, dan a-
Tsauriy berpendapat bahwa keduanya tidak mungkin kembali untuk
selaeranya Mereka beral asan dengan hadis Nabi yang disebutkan di
atas.

194.

I bid.

, him. 120.

122 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, op. cit., him. 89, lihat juga
Shofig dan Shalhudidin Chaery, Kamus Istilah Agama, cet. 1, (Jakarta: Sienttarama, 1983), him.

123 | pid.

124 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 122.
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b. Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara
waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka
larangan itu tidak berlaku lagi.** Adapun yang termasuk ke dalam larangan
kawin ini adalah sebagai berikut:

a) Mengawini duaorang saudara dalam satu masa.
Bila seseorang telah mengawini seorang perempuan, maka ia tidak boleh
lagi mengawini saudara perempuan dari perempuan tersebut. Amir dalam

bukunya menyatakan sebagai berikut:

Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus,
dalan satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua
perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu berurutan,
perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan
yang kedua menjadi batal.**°

Hukum dari perkawinan dengan saudara perempuan dari perempuan yang
dikawini adalah haram. Dasar hukum dari hal tersebut dapat ditinjau dalam
surat an-Nisa (4) ayat 23 dengan terjemahan sebagai berikut: “ ...bahwa (tidak
boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah
berlalu...” '

b) Poligami di luar batas

Seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami apabila
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Poligami tersebut memiliki
batasan terkait jumlah istri yang dapat dikawini, yakni sebanyak empat
perempuan. Hal ini menyebabkan terdapat larangan untuk melakukan
perkawinan lagi dengan istri kelima apabila mash memiliki empat istri,
kecuali telah terlebih dahulu menceraikan salah satu dari empat istrinya.

Dasar hukum pembatasan empat perempuan ini dapat dilihat dalam firman
Allah surat an-Nisa (4) ayat 3, dengan terjemahan sebagai berikut: “ Bila kamu
takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah

% Ipid., him. 124.
% 1bid.
Y7 Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan, him. 82.
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perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut

tidak akan berlaku adil cukup seorang...” **®

¢) Larangan karenaikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram
dikawini oleh siapa pun.**® Keharaman tersebut hanya berlaku selama suami
masih hidup atau belum diceraikan oleh suami. Namun, apabila suami telah
meninggal dunia, atau telah terjadi perceraian antara perempuan yang
bersangkutan dengan suaminya, maka setelah perempuan tersebut selesai
menjaani iddahnya, ia boleh dikawini oleh siapa pun. Adapun dasar hukum
dari keharaman menikahi perempuan bersuami dapat dilihat dalam surat an-
Nisa (4) ayat 24, dengan terjemahan sebagai berikut: “ Dan (diharamkan juga
kamu yang mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang
kamu miliki.” "
d) Larangan karenatalak tiga

Apabilatelah terjadi talak tiga (talak ba’in kubra), maka antara suami istri
tersebut tidak boleh rujuk dan menikah kembali kecuali bekas istri telah
menikah dengan orang lain dan ba'da dukhul (telah melakukan hubungan
suami istri) dan masa iddahnya telah habis** Laki-laki yang mengawini
bekas istri tersebut disebut muhallil (orang yang menghalalkan) dan suami
pertama dinamai muhallallah (orang yang dihalalkan untuknya).*** Mengenai
talak ba’'in kubra juga diatur di dalam Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.
e) Larangan karena lhram

Ketentuan ini adalah berdasarkan pada hadis Rasul riwayat Muslim dari
Usman r.a. yang menyatakan bahwa “Tidak boleh menikah orang yang

2 |bid., him. 78.

129 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 127.

B30_ Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan, him. 82.
131 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, op. cit., him. 91.

132 | pid.
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sedang dalam keadaan ihram, demikian juga tidak boleh menikahkan.”**
Selain berdasar hadis Nabi, ketentuan ini juga diatur di dalam Pasal 54 ayat
(1) Kompilass Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang yang masih
dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak
boleh bertindak sebagai wali nikah.
f) Larangan perkawinan dengan perempuan yang masih dalam masaiddah.
Iddah berarti menunggu bagi istri yang dicerai atau ditingga mati
suaminya, guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak.*** Terkait
dengan hal ini, Neng Djubaedah dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

UU Perkawinan tidak mengatur boleh tidaknya seorang perempuan
yang sedang dalam masa iddah atau waktu tunggu menikah. Pasal 11
UU Perkawinan hanya mengatur keberlakuan jangka waktu tunggu.
Sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
menjelaskan bahwa wanita yang bercerai dari suaminya namun belum
pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu
baginya. Akibatnya wanita tersebut dapat melangsungkan
perkawinannya setiap saat setelah perceraian itu. Dari pengertian
jangka waktu tunggu ini dapat dikatakan maknanya sama dengan masa
iddah, akibatnya bagi perempuan Islam berlaku juga ketentuan
larangan menikah selama masaiddah.**

g) Larangan karena bedaagama

Larangan ini secara tegas disebutkan dalam surat Al-Bagarah (2) ayat 221
yang melarang baik laki-laki maupun perempuan menikahi perempuan atau
laki-laki musyrik sampa 1a beriman. Akan tetapi, lebih lanjut terdapat
kebolehan mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim, yang
didasarkan pada surat Al-Maidah (5) ayat 5. Yang dimaksud dengan
perempuan ahli kitab adalah golongan para pengikut/penganut garan yang
dibawa oleh Nabi Musa A.S. dan Nabi Isa A.S. dengan kitab sucinya masing-

masing (Taurat dan Injil).**®

133 |bid., him. 92.
13 |bid., him. 91.
135 |bid., him. 92.

136 | bid., him. 86.
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h) Larangan karena perzinaan.

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina),
sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina.
K eharaman mengawini pezinaini didasarkan kepada firman Allah dalam surat
an-Nur (24) ayat 3.**" Namun, terdapat ketentuan yang berbeda terkait dengan
wanita yang hamil akibat zina. Syafi’i, Maliki, dan Hanbali berpendapat
bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawini oleh laki-laki yang berzina
dengan wanita itu atau oleh laki-laki lain, karena kandungannya itu tidak sah

nasabnya (keturunannya).**

137 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 130.

138 Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, op. cit., him. 88.
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BAB 3

TRANSEKSUAL DAN OPERASI PENGGANTIAN KELAMIN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM

3.1 Definisidan Terminologi Transeksual

Transeksual adalah seseorang yang memiliki identitas gender (kelamin)
yang berbeda dengan struktur anatomi kelaminnya.**® Untuk lebih memahami
lebih jauh mengenai transeksual, akan lebih baik apabila diketahui terlebih dahulu
mengenai jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merujuk pada jenis kelamin
anatomis seseorang atau dengan kata lain, tipe genital apa yang dimiliki. Dengan
kata lain jenis kelamin mewakili penampakan internal genitalia, dan terdapatnya
gonad (ovarium atau testes) yang menentukan fungsi reproduktif.**® Jenis kelamin
didefinisikan sebagai konstruksi biologis,** Sedangkan gender adalah konstruksi
socio-cultural yang merujuk kepada fitur dan karakteristik dari tingkah laku,
kejiwaan, sosial, dan budaya yang terkait dengan pria dan wanita.*** Secara
sederhana, gender terkait dengan perilaku, psikologis, dan karakteristik sosial pria
dan wanita, sedangkan jenis kelamin terkait dengan aspek biologis pria dan
wanita.

Gender lebih mengarah pada pengenalan/kesadaran pada diri seseorang,
yang juga diharapkan pada orang lain, sesua dengan kategori sosia: anak |aki-
laki/priaatau anak perempuan/wanita. Gender terdiri dari dua aspek, yakni:

a. ldentitas Gender (gender identity), yakni persepsi internal dan pengalaman
seseorang tentang gender mereka, menggambarkan identifikasi psikologis

di dalam otak seseorang sebagai “laki-laki” atau “perempuan’”.

139 Merupakan terjemahan bebas dari “ Transsexual-a person whose gender identity is
different from his or her anatomical sex”. Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier,
loc. cit.

140y ash, Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke
Laki-Laki, cet. 1, (Semarang: Aini, 2003), him. 17.

141 M erupakan terjemahan bebas dari “Sex is defined as a biological construct” , Beverly
Greene dan Gladys L.Croom ed., Education, Research, and Practice in Lesbian, Gay, Bisexual,
and Transgendered Psychology: A Resource Manual, (California: Sage Publication, Inc., 2000),
him. 136.

142 Merupakan terjemahan bebas dari “ Gender is a socio-cultural construct referring to
the behavioral, psychological, social, and cultural features and characteristics that have become
strongly associated with being male and female” , Ibid.
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b. Peran Gender (gender role), dimana merupakan sebuah cara seseorang
hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, berdasarkan
identitas gender mereka.'*®

Mengenai Gender dan Identitas Gender, Isreal dan Taver memiliki pandangan
bahwa keduanya merupakan hal yang sedikit berbeda. Sebagaimana dikutip oleh
Kathy A. Gainor dalam tulisannya, mereka menyatakan sebagai berikut:

Gender adalah aspek eksternal, merupakan identifikas sosial dari apakah
pria dan wanita itu, sedangkan identitas gender merujuk kepada aspek
internal, merupakan identifikasi secara individual akan kejantanan dan
kewanitaan serta memproses perasaan tersebut (berikut peran mereka
selanjutnya) secarainternal dan menunjukkannya kepada masyarakat.'*

Terkait dengan isu transeksual, Y ash dalam bukunya Transeksual: Sebuah
Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki menyatakan
sebagal berikut:

Transeksual adalah masalah Identitas Gender, kesadaran mental yang
dimiliki seseorang tentang jenis kelaminnya, tentang apakah dirinya laki-
laki atau perempuan, dimana identitas gender yang dimiliki oleh seorang
transeksual ini berlawanan dengan jenis kelamin yang “dikenakan”
kepadanya berdasarkan genital fisiknya. Transeksua bukan mengenal
orientas seksual, dan transeksual bukanlah masalah penyimpangan
seksual '

Transeksualisme menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis
Gangguan Jiwa Indonesia |11, adalah suatu hasrat untuk hidup dan diterima
sebagal anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan tidak
enak atau tidak sesuai dengan anatomi seksualnya dan menginginkan untuk

%3 vy ash, op. cit., him. 18.

1% M erupakan terjemahan bebas dari “Whereas gender is the external, societal
identification of what is male or female, gender identity refers to the internal, individual
identification with maleness and femal eness as well as the processes by which such feelings (and
their subsequent roles) are internalized and presented to society” , Beverly Greene dan Gladys
L.Croom ed., op. cit., him. 137, lihat juga G. E. Isreal dan D. E. Tarver Il ed., Transgender Care:
Recommended Guidelines, Practical Information, and Personal Accounts, (Philadelphia: Temple
University Press, 1997).

145 y ash, loc. cit.
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memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip
mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan.'*® Transeksualisme adalah gejala
ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa
memiliki seksualitas yang berlawanan.**’ Transeksualisme ialah kecenderungan
pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan mengganti aat kelamin.**
Transeksualisme ialah ggaa merasa memiliki seksualitas yang berlawanan
dengan struktur fisiknya.’*® Transeksualisme adalah suatu kondisi dimana
seseorang merasa terjebak dalam tubuh jenis kelamin yang salah.**°

Transeksualitas menurut Barry M. Maletzku, seorang psikiater dari
Portland, Amerika Serikat, adalah masalah kesesuaian, masalah harmoni, tidak
ada kaitannya dengan gaya dan mode. Menurutnya kaum transeksual
mendambakan menjadi orang yang mereka inginkan, ingin merasa utuh, lahir dan
batin."* Menurut Alex Carlie, transeksualisme adalah sebuah kesalahan dalam
proses deferensiasi seksual, dalam perkembangan untuk menjadi laki-laki atau
wanita. Menurutnya, hal ini bukan merupakan masalah pilihan.**?

Seorang transeksual memiliki pengakuan yang mutlak dan tidak dapat
diubah bahwa mereka 100% berjenis kelamin berlawanan dengan jenis kelamin
fisik mereka."™ Transeksual merasakan keinginan yang besar untuk menjalani

kehidupan mereka secara permanen sebagai anggota dari jenis kelamin yang

148 Departemen K esehatan Republik Indonesia, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis
Gangguan Jiwa di Indonesia 11, (Jakarta: Departemen K esehatan Republik Indonesia, 1993), him.
279.

7 Marzuki Umar Sa’ abah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer
Umat Islam, (Jogjakarta: Ull Press, 2001), him. 145.

18 y atimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi
Pendidikan dari Sudut Pandang Islam, (Jakarta: Amzah, 2008), him. 55.

149 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung: Mandar
Maju, 1989), him. 266.

130 M erupakan terjemahan bebas dari “ Transsexualism-the condition of feeling trapped in
the body of the wrong gender” , Janell L. Carroll, loc. cit.

151y ash, op. cit., him. 6.
2 |pid.

%3 |bid., him. 4.
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lain.*** Mereka sering mengalami kurangnya keselarasan antara pikiran (identitas
gender) dan tubuh (jenis kelamin biologis) dan merasakan ketidaknyamanan akan

peran gender yang sesual dengan jenis kelamin biologis mereka seperti yang
155

diharapkan masyarakat.

Terdapat dua macam transeksual, yakni transeksual perempuan ke laki-
laki (female-to-male transsexuals), memiliki tubuh perempuan dan mind laki-laki,
dan transeksual laki-laki ke perempuan (male-to-female transsexual), memiliki
tubuh laki-laki dan mind perempuan.’®® Selain istilah transeksual, dikena pula
istilah transgender. Terkait transgender, Y ash dalam bukunya menyatakan sebagai
berikut:

Transgender berarti orang yang hidup atau menginginkan untuk hidup
sebagai anggota dari gender kebalikan dari gender yang dimilikinya sejak
lahir. Secara umum dinyatakan oleh salah satu yayasan transgender
(transeksual) di Australia, New South Wales, dalam serangkaian
penjelasan seputar diskriminasi terhadap transgender (transeksual) bahwa
individu transgender lebih memilih menggunakan istilah transgender
karena istilah ini mereka anggap lebih tepat merefleksikan identitas atau
perilaku yang mereka miliki, bahwa mereka menginginkan untuk hidup
dan berperilaku sebagal anggota dari gender kebalikan dari gender yang
mereka miliki sgjak lahir, bukan kebalikan seksualitas, kebalikan
preferensi seksual, atau kebalikan orientasi seksual.™’

> Merupakan terjemahan bebas dari “Transsexuals feel an overwhelming desire to
permanently fulfill their lives as members of the other gender”, Beverly Greene dan Gladys
L.Croom ed., op. cit., him. 140., lihat juga G. E. Isreal dan D. E. Tarver |l ed., Transgender Care:
Recommended Guidelines, Practical Information, and Personal Accounts, (Philadelphia: Temple
University Press, 1997).

155 M erupakan terjemahan bebas dari “They frequently experience a profound lack of
congruence between mind (gender identity) and body (biological sex) and are most uncomfortable
with the gender role that society expects them to play based on their biological sex”, lbid., him.
140, lihat juga M. Brown dan C. A. Roundley, True Selves. Understanding Transsexualism-for
Families, Friends, Coworkers, and Helping Professionals, (San Francisco: Jossey-Bass, 1996).

156y ash, loc. cit.

7 |bid., him. 21.
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Konsep transgender secara umum dianggap sebagai ‘umbrella term’ yang
mendeskripsikan  transvertite, transsexual, transgenderist, androgynist, dan
intersex.™®

Transeksual termasuk dalam salah satu mental disorder. Terkait dengan
mental disorder, Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan
Abnormalitas Seksual menyatakan terdapatnya tiga definisi atas Mental Disorder
sebagaimana dinyatakan J.P Chaplin pada tahun 1981, yakni sebagai berikut:

a Disorder mental adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental
atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mereaksinya
mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli ekstern
dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungs atau
gangguan struktur dari salah satu bagian, satu organ atau sistem
kegjiwaan/mental .

b. Disorder mental merupakan totalitas kesatuan ekspresi proses kejiwaan
yang patologis terhadap stimuli sosia, dikombinasikan dengan faktor-
faktor kausatif sekunder lainnya.

c. Disorder mental adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri yang
mengakibatkan orang menjadi tidak memiliki suatu kesanggupan. Sebab
awal penyakit/kekacauan tersebut bisa bersifat psikogenis atau organis,
dan mencakup bak reaksi-reaksi psikotis, maupun reaksi-reaksi neurotis
yang lebih serius.™*

Menurut diagnosis medis konvensional, transeksualisme adalah salah satu
bentuk Gender Dysphoria (kebingungan gender).!® Terkait hal ini, Yash
menyatakan sebagai berikut:

Gender Dysphoria adalah sebuah istilah umum bagi mereka yang
mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan tentang gender-kelahiran
mereka. Bentuk yang lebih ringan dari kondisi ini menyebabkan perasaan
sebagal anggota jenis kelamin berlawanan dari jenis kelamin yang

158 M erupakan terjemahan bebas dari “the concept transgender is commonly regarded as
an umbrella term describing transvertites, transsexuals, transgenderists, androgynists, and
intersex people.”, Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., op. cit., him. 139.

139 Kartini Kartono, op. cit., him. 190.

180y ash, op. cit., him. 17.
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didasarkan pada genital fisik, akan tetapi hanya kadang-kadang ada, atau
tidak sempurna. Transeksualisme adalah bentuk yang paling berat dari
kondisi ini. Gender Dysphoria disebabkan oleh adanya perkembangan
khusus dari hubungan antara jenis kelamin dan gender seseorang.*®*

Isreal dan Taver menyatakan bahwa gender dysphoria merujuk kepada
“ketidaknyamanan yang ditandai dengan ketidaksesuaian akan jenis kelamin
secara fisik yang diberikan pada saat dilahirkan”.'%?

Istilah lain yang terkait dengan transeksualisme adalah gender identity
disorder. Gender identity disorder adalah istilah diagnostik yang umum
digunakan untuk bentuk gender dysphoria lebih parah.'®> American Psychiatric
Association melalui Diagnostic and Satistical Manual of Mental Disorders,

Fourth Edition, menyatakan sebagai berikut:

Gender identity disorder ditandai oleh identifikasi cross-gender yang kuat
dan tetap (bukan hanya keinginan untuk memperoleh keuntungan budaya
yang dirasakan jenis kelamin yang lain); ketidaknyamanan secara tetap
akan jenis kelamin biologis seseorang atau rasa ketidaksesuaian akan
gender-role dari jenis kelamin tersebut, dan kesulitan yang signifikan
secara klinis atau gangguan di lingkungan sosia, pekerjaan, atau area
fungsi penting lainnya.'®*

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang
transeksual adalah seseorang yang merasakan adanya suatu Kketidaksinkronan

antara identitas gender yang dimiliki dengan organ kelamin maupun penampakan

181 | hid.

162 M erupakan terjemahan bebas dari “gender dysphoria refersto the “ discomfort
characterized by a feeling of incongruity with the physical gender assigned to one at birth”.
Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., op. cit., him. 138, lihat juga G. E. Isreal dan D. E.
Tarver Il ed., Transgender Care: Recommended Guidelines, Practical Information, and Personal
Accounts, (Philadelphia: Temple University Press, 1997), him. 7.

163 M erupakan terjemahan bebas dari “gender identity disorder is the commonly used
diagnostic term for more severe forms of gender dysphoria”, Ibid.

164 M erupakan terjemahan bebas dari “gender identity disorder is characterized by a
strong and persistent cross-gender identification (not merely a desire for any perceived cultural
advantages of being the other sex); persistent discomfort with one’'s biological sex or sense of
inappropriateness in the gender role of that sex; and clinically significant distress or impairment
in social, occupational, or other important areas of functioning. Ibid, lihat juga American
Psychiatric Association, Diagnhostic and Statistical Manual of Mental Disorder, ed. 4,
(Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994).
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fisikk luarnya, sehingga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengganti
jenis kelamin. Jadi secara psikologis seorang transeksual merasa bahwa dirinya
selama ini telah berada dalam tubuh yang salah, yang seharusnya sesuai dengan
identitas gender yang ia rasakan. Oleh sebab itu, seorang transeksual seringkali
merasakan suatu ketidaksukaan terhadap alat kelamin yang telah dimilikinya.

3.2  Berbagai Bentuk Kelainan Seksual

Transeksual bukanlah satu-satunya kelainan seksual yang terjadi pada
manusia. Terdapat bentuk-bentuk kelainan seksual lain yang juga dialami oleh
sebagian orang. Bentuk-bentuk dari kelainan seksual dirasakan perlu untuk
diketahui agar selanjutnya dapat dipahami perbedaan yang mendasar antara
transeksual dengan bentuk kelainan seksual lain, sehingga akan mempermudah
proses menghadapi dan menangani orang-orang yang mengalami kelainan
seksual, khususnya Transeksual. Bentuk-bentuk kelainan seksual yang umum
terjadi selain transeksual dan seringkali disamakan oleh orang awam sebagal
transeksual adalah antara lain  Transvertit, Homoseksual, dan Intersex
(Hermaphroditic).

Transvertit adalah seseorang yang berpakaian dengan pakaian lawan jenis
dan memperoleh kenikmatan seksual dengan melakukannya.'®™ Transvertites
(cross-dressers) berpakaian dalam pakaian gender lain untuk kesenangan
emosional.'® Transvertit adalah selalu laki-laki, mereka tidak membenci aat
kelamin mereka ataupun menginginkan untuk menghilangkannya. Mereka bisa
mendapatkan dorongan dan kepuasan seksual dengan cara memakal pakaian
lawan jenis mereka'®” Hal yang membedakan transvertite dengan transeksual
adalah transeksual memiliki keinginan untuk hidup sebagai gender lain, bahkan
membenci aat kelaminnya sendiri, sedangkan transvertite tidak memiliki

keinginan untuk berganti kelamin, mereka hanya memakai pakaian gender lain

165 M erupakan terjemahan bebas dari “Transvertite-a person who dressesin the clothing
of the other gender and derives sexual pleasure from doing so” . Janell L. Carroll, op. cit., him. 86.

168 Merupakan terjemahan bebas dari “ Transvertites (cross-dreesers) dress in other-
gender clothing for emotional satisfaction” . Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., op. cit.,
him. 140.

167y ash, op. cit., him. 30.
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dikarenakan ingin memperoleh kenikmatan seksual. Kathy A. Gainor dalam
tulisannya menyatakan bahwa Transvertites berfantasi sebagai anggota dari jenis
kelamin lain, namun mereka tidak memiliki identitas jenis kelamin lain, dan tidak
memiliki keinginan untuk mengganti jenis kelamin mereka melaui operas

168

maupun jalan lainnya.™ Yash juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama,

menyatakan sebagai berikut:

Tidak seperti pada transvertite, cross-dressing oleh transeksual laki-laki
tidak dimaksudkan untuk mendatangkan dorongan seksual tapi untuk
mendandani tubuh mereka agar sesual dengan sifat feminin dalam diri
mereka. Karena itulah transvertite dibedakan dengan transeksual, karena
pada saat mendapatkan dorongan seksual melalui cross-dressing, mereka
memiliki identitas gender yang normal dan tidak memandang rendah
genital laki-laki mereka, dan juga tidak menghendaki untuk
menggantinya.*®
Homoseksual dibedakan menjadi gay males dan lesbians. Gay males
adalah seorang laki-laki yang tertarik secara seksual dan menginginkan untuk
memiliki hubungan romantis dengan laki-laki lain.*"® Sedangkan lesbians adalah
perempuan yang tertarik secara seksual dan menginginkan untuk memiliki
hubungan romantis dengan perempuan lain.'”* Hal yang membedakan antara
homoseksual dan transeksual adalah pada homoseksual, mereka tidak memiliki
keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka. Yash dalam tulisannya
menyatakan bahwa tidak seperti transeksual, homoseksual dan lesbian tidak
memiliki masalah dengan gender mereka; mereka bahagia dengan menjadi

perempuan atau laki-laki. Mereka tidak memiliki perasaan tidak suka atas genital

168 Merupakan terjemahan bebas dari “Transvertites may have fantasies about being a
member of the other sex, but they do not possess a cross-sex identity and do not desire to change
their sex surgically or otherwise” , Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., op. cit., him. 141.

189y ash, op. cit., him. 30-31.

170 M erupakan terjemahan bebas dari “Gay males-males who are erotically attracted to
and desire to form romantic relationships with other males’, Spencer A. Rathus, Jeffrey S. Nevid,
dan Lois Fichner-Rathus, Human Sexuality in a World of Diversity, ed. 7, (Boston: Pearson
Education Inc., 2009), him. 287.

1 Merupakan terjemahan bebas dari “Lesbians-females who are erotically attracted to
and desire to form romantic relationship with other females’ , 1bid.
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yang mereka miliki.*”* Selain homoseksual, juga dikenal biseksual. Biseksualitas
diartikan sebagai ketertarikan seksual dan ketertarikan untuk mengembangkan
hubungan romantis baik dengan laki-laki maupun perempuan.*” Sama seperti gay
males maupun lesbian, biseksua juga tidak memiliki keinginan untuk mengubah
jenis kelamin mereka, sehingga mereka dapat dibedakan dari transeksual.

Intersex adalah seseorang yang dilahirkan dengan memiliki dua aat
kelamin, yakni sekaligus kelamin laki-laki dan perempuan. Terkait interseks,
Y ash dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Hermaphrodit sejati atau pseudohermaprodit (interseks) adalah pasien
yang lahir dengan kesalahan genetis yang berakibat pada perkembangan
dari karakter fisk seksual. Individu yang mengalaminya biasanya
memiliki sebuah penis kecil (micro-penis<), vagina (berasa di bawah penis),
dan di samping kanan kirinyaterletak tanda-tanda adanya testis.*”

Yash dalam tulisannya kemudian memberikan beberapa bentuk terkait interseks.
Salah satu bentuknya adalah terkait dengan seorang pasien laki-laki yang lahir
dengan sebuah kromosom X ekstra, sehingga laki-laki ini memiliki jumlah
kromosom sebanyak 47 XXY, bukan 46 XY seperti pada umumnya. Pasien
seperti ini memiliki testis yang tidak berkembang sebagaimana mestinya,
memiliki genital |aki-laki, dan seringkali dengan payudara yang berkembang.'”
Bentuk lainnya adalah wanita yang kekurangan satu kromosom X,
sehingga ia memiliki kromosom sgjumlah 45 XO atau memiliki tipe yang salah.
Mereka memiliki baik alat kelamin wanita maupun laki-laki. Beberapa diantara
mereka bisa tampak memiliki genital eksternal wanita normal, ovarium yang tidak
normal, dan dada rata.'”® Beberapa pasien lain bisa memiliki kromosom normal

46 XY, namun sehubungan dengan ketidaksempurnaan organ, mereka gagal untuk

172y ash, op. cit., him. 32.

173 M erupakan terjemahan bebas dari “Bisexuality-erotic attraction to and interest in
devel oping romantic relationships with both males and females” . Spencer A. Rathus, Jeffrey S.
Nevid, dan Lois Fichner-Rathus, loc. cit.

174y ash, op. cit., him. 34.

5 | bid.

178 | bid., him. 34-35.
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berkembang menjadi laki-laki normal secarafisik. Mereka nampak sebagal wanita
dengan genital laki-laki dan memiliki payudara yang berkembang dengan baik.*”’
Sebagaimana telah diuraikan, interseks memiliki sesuatu yang memang berbeda
secara biologis, sehingga kondisi ini perlu dibedakan dari transeksual yang
sebenarnya tidak memiliki suatu kelainan fissk namun merasa bahwa dirinya
terperangkap dalam tubuh yang salah.

Dari penjabaran yang telah diutarakan, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan yang utama antara transeksual dengan bentuk kelainan
seksual lainnya, terutama dengan transvertit, gay, lebian, biseksual, serta intersex.
Kondis transeksual memiliki identitas gender yang berlainan dengan jenis
kelamin fisik yang dimilikinya, sedangkan hal ini tidak dialami oleh transvertit,
gay, leshian, serta biseksual yang menyadari penuh akan identitas gendernya yang
tidak berbeda dengan jenis kelamin fisiknya. Transeksual membenci aat kelamin
yang dimilikinya, sedangkan transvertit, gay, lesbian serta biseksual tidak
membenci alat kelamin yang dimilikinya. Transeksual memiliki keinginan yang
kuat untuk melakukan operasi penggantian kelamin, sedangkan transvertit, gay,
lesbian, serta biseksual tidak memiliki keinginan untuk mengubah jenis kelamin
mereka. Transeksual memiliki alat kelamin yang normal sebagai laki-laki atau
perempuan, sedangkan pada kondisi intersex, mereka memiliki dua jenis aat
kelamin, laki-laki dan perempuan, sehingga perlu dilakukan operasi penyesuaian

atau penyempurnaan kelamin untuk menentukan jenis kelamin dari intersex.

3.3  Faktor Penyebab Transeksual

Telah banyak teori yang dicetuskan terkait dengan penyebab transeksual.
Teori-teori tersebut, menurut Y ash secara umum dapat digolongkan menjadi tiga,
yakni teori yang berpendapat bahwa sifat transeksual dibawa sgak lahir (Teori
Bawaan/Nature), teori yang berpendapat bahwa transeksual terjadi akibat hasil
dari didikan lingkungan (Teori Lingkungan/Nurture Theory), dan teori yang
berpendapat bahwa transeksual dapat terjadi akibat konsumsi beberapa zat kimia.

7 | bid., him. 35.
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3.3.1 Teori Bawaan

Teori ini terbagi lagi menjadi tiga, yakni teori yang berhubungan dengan
produksi hormon pada saat pre-natal, teori yang berhubungan dengan kondisi
otak, serta teori yang berhubungan dengan jumlah neuron dalam otak, ketiga teori
tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Teori terkait dengan Hormonal, menurut teori kelompok ini, gender confusion
akan timbul ketika terjadi produksi yang abnormal dari hormon oleh otak.
Anne Moir dan David Jessel dalam buku mereka “Brain Sex” menyatakan
bahwa identitas gender, bersamaan dengan karakteristik fisik lain, bermula
dari konsep pemasangan kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk |aki-
laki, namun hal ini tidak menjadi suatu jaminan absolut akan menjadi apakah
janin tersebut nantinya, karena perkembangan genital suatu janin bergantung
pada produksi hormon pada janin.*”® Pada kondisi normal dan ini adalah yang
umum terjadi, janin XY akan mulai memproduksi hormon laki-laki dari
kelenjar adrenal, tepat sebelum diferensias genital terjadi, dan janin XX akan
mengembangkan genital perempuan. Identitas gender bergantung bukan hanya
pada hormon yang tepat, namun juga pada level hormon yang tepat. Bagi bayi
laki-laki, pertumbuhan otak hanya akan terjadi dengan adanya “lingkungan”
hormonal laki-laki yang tepat, sebaliknya untuk bayi perempuan,
perkembangan ini harus terjadi dalam “lingkungan” feminin yang ditandai
oleh pengurangan level hormon laki-laki secara besar-besaran. Gender sebuah
janin adalah sesuatu yang dapat diubah oleh apapun yang dapat mengubah
keseimbangan hormonal dalam suplai darah janin. Bahkan sebuah
ketidakseimbangan kecil dapat menyebabkan kaburnya atau berpindahnya
garis antara gender.’™ Sebuah cross-coding akan terjadi jika sebuah janin
laki-laki berkembang dalam sebuah “lingkungan” hormona feminin, atau
sebuah janin perempuan berkembang dalam “lingkungan” hormonal laki-laki.
Sekalipun demikian, sebuah otak cross-coded male akan tetap terbentuk dari
jaringan XY dan sebuah otak cross-coded female akan tetap terbentuk dari

178 | bid., him. 22.

179 | bid., him. 23.
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jaringan XX. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana otak diprogram,

oleh level dan pengaturan waktu hormon-hormon pada saat masa pre-natal .**°

. Teori yang terkait dengan Kondisi Otak. Teori ini terbagi lagi menjadi dua,

yakni teori yang terkait dengan BSTc, sebuah area kecil pada otak, dan teori

yang terkait dengan diferensiasi jenis kelamin oleh otak.

a. Teori yang terkait dengan BSTc. Penelitian terkait teori ini dilakukan oleh
Zhou JN, Hofman MA, Gooren LJ, Swaab DF pada tahun 1995. Pendlitian
ini membuktikan bahwa laki-laki yang ingin menjadi perempuan tidak
semata-mata karena alasan psikologis tetapi karena otak mereka memang
memiliki struktur otak perempuan. Tim peneliti telah mempelgari 6
transeksual selama 11 tahun, dan memusatkan perhatian pada suatu bagian
otek yang memegang peranan penting dalam perilaku transeksual dan
menemukan bahwa yang terdapat pada transeksual laki-laki cocok dengan
yang ditemukan pada perempuan. Selanjutnya dijelaskan bahwa perbedaan
tersebut timbul sebelum masa dewasa dan kemungkinan sebagai hasil dari
interaks antara hormon-hormon seks dan perkembangan otak. Dalam
penelitian ini ditemukan sebuah area kecil otak yang dikenal dengan nama
central region of the bed nucleus of the stria terminalis (BSTc).
Ditemukan bahwa BSTc pada laki-laki lebih besar dibandingkan pada
perempuan. BSTc pada keenam transeksual yang diteliti adalah sama
kecilnya dengan BSTc pada perempuan, sekitar separuh dari BSTc pada
|aki-laki.'®"

b. Teori terkait diferensiasi jenis kelamin oleh otak. Teori ini dinyatakan oleh
Gooren, bahwa diketahui otak manusia juga mengalami sebuah
pentahapan diferensias seksual. Tiga area pada otak saat ini telah
diketahui sebagai sex-dimophic. Diketahui pula bahwa jenis kelamin baru
termanifestasi pada saat tiga sampa empat tahun setelah kelahiran. Jadi,
lama setelah seseorang dilahirkan, dan jenis kelamin seseorang telah
ditentukan oleh kriteria dari genital eksternalnya, otak ternyata masih

180 | bid., him. 24.

181 | bid., him. 26.
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harus menjalani waktu yang panjang untuk ikut menentukan jenis kelamin

orang tersebut.'®?

3. Teori yang terkait dengan Jumlah Neuron pada Otak. Teori ini berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh FPM Krujver, J-N Zou, CW Pool, MA
Hofman, LJG Gooren, dan Dick F Swaab. Penelitian ini menemukan bahwa
dari 42 subjek yang diteliti tanpa mempertimbangkan orientasi seksual, laki-
laki memiliki hampir dua kali jumlah somatostatin neuron dibandingkan
perempuan. Jumlah neuron di dalam BSTc transeksual laki-laki ke perempuan
(male-to-female transsexuals) adalah sama dengan jumlah neuron di dalam
BSTc perempuan. Sebaliknya, jumlah neuron pada transeksual perempuan ke
laki-laki (female-to-male transsexuals) ditemukan berada dalam rentang
jumlah neuron pada laki-laki.'*

3.3.2 Teori Lingkungan (Nurture Theory)

Menurut teori ini, jenis kelamin dimana anak dibesarkan dan konsistensi
yang mengikutinya merupakan identitas gendernya di masa depan. Namun dalam
tulisan/laporan-laporan terakhir mengenai penyebab transeksual, golongan teori
Psikodinamika ini semakin tidak sering disinggung karena semakin tidak
terbukti.***

3.3.3 Teori terkait Zat Kimia

Teori ini menyatakan bahwa penyebab lain dari transeksual adalah
dikarenakan dikonsumsinya zat kimia tertentu, yakni beberapa jenis obat yang
diberikan kepada wanita hamil. Jenis obat yang paling dikenal adalah
diethylstilboetrol atau kontraseptif oral yang dikonsums setelah pembentukan,
kadang menyebabkan kondisi transeksual karena mengganggu proses hormonal.
Terdapat juga bukti-bukti yang terus bertambah tentang sgumlah polutan yang
memberikan efek yang sama, khususnya substansi-substansi  seperti

polychlorobiphenyl dan dibenzodioxin.*®

182 |bid., him. 27.
183 | bid., him. 27-28.
18 | bid., him. 28.

185 | pid.

Universitas Indonesia

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



65

Cukup berbeda dengan yang dikemukakan Y ash dalam bukunya, Marzuki
Umar dalam bukunya “Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer
Umat Issam” menyatakan bahwa penyebab tingkah laku transeksual adalah lebih
banyak dikarenakan faktor kejiwaan dan juga lingkungan pergaulan. Namun ia
tidak menyangka bahwa gejala transeksual bisa juga disebabkan adanya faktor
keti dakseimbangan hormon. Secara |lebih lengkap, ia menyatakan sebagai berikut:

Penyebab tingkah laku transeksual ini adalah lebih banyak karena faktor
kejiwaan. Pendidikan yang salah ketika kecil, dengan membiarkan anak
berkembang pada pola hidup bertentangan dengan jenis kelamin juga bisa
menjadi penyebab. Perkembangan lebih lanjut dari hasrat homoseksual
juga dapat menggiring pada ketidakpuasan pada jenis kelamin sendiri.
Pengaruh pergaulan seks sebelumnya, dengan istri, kekasih atau orang
tuanya juga bisa menjadi trauma hingga menimbulkan kehilangan identitas
seksual diri. Hendaknya dibedakan penyebab munculnya gejala
transeksual dari kejiwaan dengan faktor herediter atau ketidakseimbangan
hormon. Karena pendekatan penanganannya jelas berbeda. Pada kasus
transeksual karena ketidakseimbangan hormon, memang bukan sekedar
kegjiwaannya ssja yang kewanita-wanitaan atau kelaki-lakian, tetapi
hormon yang mengalir dalam darahnya pun menunjukkan hal tersebut.
Jika disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal, biasanya diperlihatkan
pula oleh wujud fisik. Hormon laki-laki akan menyebabkan otot-otot Iebih
besar dan kasar, kulit lebih tebal, suara lebih berat. Hormon wanita
men)ggg)abkan otot lebih halus, kulit lebih lembut, dan suara lebih lembut
pula

Secara lebih umum, Kartini Kartono dalam tulisannya menyebutkan
bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya gender dysphoria, yakni:
a. Predisposisi struktur biologis/jasmani dan mental atau struktur kepribadian
yang lemah (pengaruh internal).
b. Konflik sosia dan konflik kultural (pengaruh-pengaruh eksternal) yang
mempengaruhi pribadi, dan mengubah tingkah laku menjadi abnormal.
c. Pemasakan-batin dari pengalaman (pencernaan pengalaman dalam diri
subyek) dengan cara yang salah. Disini terdapat proses intrapsikis yang
Sal ah.187

188 Marzuki Umar Sa’ abah, op. cit., him. 146-147.

187 K artini Kartono, op. cit., him. 195.
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Yatimin juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi
perilaku penyimpangan seksual, yakni faktor psikologis, faktor sosiokultural,
faktor pendidikan dan keluarga, serta faktor fisiologis (biologis). Adapun uraian
dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Psikologis

Terkait faktor psikologis, Yatimin menyatakan bahwa faktor psikologis
adalah salah satu faktor dalam hubungannya dengan kondisi kejiwaan seseorang
yang bisa merasakan senang dan tidak senang. Kondisi psikologis sangat berperan
dalam menentukan kesehatan jiwa, sikap, tingkah laku, maupun cara berpikir
seseorang. Orang yang jiwanya terganggu, Sikap, tingkah laku, maupun cara
berpikirnya akan terganggu pula.'®®
b. Faktor Sosiokultural

Terkait dengan faktor sosiokultural, di dalam tulisannya Yatimin
menyatakan bahwa faktor sosial dan kebudayaan merupakan salah satu faktor
yang ikut mempengaruhi tingkah |aku seseorang. |a menyatakan bahwa kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat akan dapat mempengaruhi
kesehatan mental seseorang. la menambahkan bahwa kondisi yang demikian akan
dapat dengan mudah mengantarkan seseorang yang menderita penyakit mental,
kepada penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual .**°
c. Faktor Pendidikan dan Keluarga

Mengenai faktor pendidikan dan keluarga, Yatimin menyatakan bahwa
faktor pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian
seseorang. Dalam ha ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga
merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak.™ Lebih lanjut,

ia menyatakan sebagai berikut:

Kebutuhan yang lebih banyak pada anak ialah kebutuhan psikologis.
Kebutuhan psikologis akan mendorong timbulnya kekuatan dan tingkah
laku dalam kehidupan sehari-hari. Jika salah satu kebutuhan psikologis itu
tidak terpenuhi akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku kehidupan

188 y atimin, op. cit., him. 84.
%9 Iid., him. 85.

190 | pid.
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anak dalam bertingkah laku sehari-hari. Selain itu, mentalnya terganggu
karena tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis tersebut.'**

Adapun kebutuhan psikologis yang dibutuhkan menurut Yatimin adalah
kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan
kebebasan, kebutuhan akan mengenal lingkungan, kebutuhan atas rasa aman,
kebutuhan akan rasa sukses, kebutuhan biologis, kebutuhan sandang, pangan dan
papan, serta kebutuhan akan pendidikan dan pengetahuan. Terdapat beberapa
masalah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak, yang pada akhirnya
dapat mengarah pada perilaku penyimpangan seksual, yakni sebagai berikut:
a. Kondis ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan;
b. Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga;
c. Kondis keluarga yang broken home, yaitu adanya perceraian orang tua,
perselingkuhan, keluargatidak mau tahu, dan sejenisnya;
d. Salah memilih pendidikan dan kurang pengawasan;
e. Orang tua sibuk dengan urusan bisnisnya, tidak ada perhatian terhadap
anak
f.  Orang tua pemabuk, penjudi, pembohong, penipu, pencuri, perampok,
pembunuh, dan sgjenisnya;
g. Adanya perbedaan keyakinan dan pandangan hidup yang menyebabkan
anak menjadi bingung.'*
Selanjutnya terkait faktor pendidikan dan keluarga, Yatimin di dalam tulisannya
menyatakan sebagai berikut:

Anak yang sgak kecil kurang pengawasan dari orang tua, ia akan
mengambil prinsip sendiri untuk melepaskan diri dari ikatan keluarga.
Kemudian mereka membentuk grup-grup pelampiasan hati karena merasa
tidak diperhatikan oleh orang tua. Dalam mencari grup-grup, anak tidak
memikirkan dari segi positif dan negatifnya, sehingga dari grup itu muncul
beberapa sifat kenakalan, sering mengganggu, memberontak, dan tidak
jarang melakukan perilaku penyimpangan seksual. Sikap mengganggu dan
memberontak termasuk sikap orang yang tidak sehat mentalnya. Sikap-
sikap demikian merupakan bentuk dari tekanan depresi dalam jiwa anak.

1 | bid., him. 86.

192 | bid., him. 87.
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Hal itu disebabkan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, sehingga jadilah
pertahanan ego ke arah negatif dan akan membentuk pola tingkah laku
yang tidak sehat.'*®

d. Faktor Fisiologis (Biologis)

Faktor jasmani juga sangat menentukan untuk berperilaku sehat. Jasmani
yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondis kejiwaan seseorang.
Penderita sakit dan tidak sembuh-sembuh akan mempengaruhi  kondisi
kejiwaan.'** Dalam hubungannya dengan faktor fisiologis, terdapat beberapa
faktor genetik yang berpengaruh, antara lain adalah faktor keturunan (hereditas);
faktor dalam kandungan; dan faktor sesudah melahirkan.

Keadaan fisk maupun sifat-sifat psikologis dari nenek moyang akan
diwariskan kepada keturunannya. Faktor hereditas itu akan mempengaruhi sifat-
sifat yang dimiliki.'® Sedangkan terkait dengan faktor dalam kandungan,
kekurangan nutrisi tentu akan mempengaruhi perkembangan anak dalam
kandungan. Pertumbuhan anak akan terganggu, baik fisik maupun psikisnya.
Sehingga lama-kelamaan menyebabkan anak menjadi tidak normal dan akan
mengalami kelainan mental .** Selain, itu, perasaan yang ada pada orang tua juga
turut berpengaruh terhadap kandungan. Suatu contoh yang diberikan oleh Y atimin
adalah anak dalam kandungan merupakan anak yang tidak diinginkan oleh orang
tuanya, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap pribadi anak tersebut kelak.
Selain kedua ha di atas, Yatimin juga menyebutkan mengena kerusakan pada
organ tubuh, jaringan otot, dan khususnya jaringan otak, yang akan berpengaruh
pada perkembangan mental. |a menyatakan sebagal berikut:

Sebagian besar psikiater Jerman pada abad ke-19 menyimpulkan bahwa
penyakit mental banyak disebabkan oleh kerusakan jaringan otak.
Wilhelm Griesnger dalam bukunya The Pathology and Therapy of Mental
[1Iness (1945) menyatakan bahwa penyakit mental itu merupakan penyakit
jasmani, khususnya penyakit gangguan jaringan otak. Pendapat tersebut

193 |bid., him. 87-88.
1% | bid., him. 88.
195 | pid.

19 | pid.
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menunjukkan bahwa gangguan mental dari segi organis yang berdasarkan
pada teori media berhubungan dengan penyakit pathology dari sistem
organ. Para ahli yang berlandaskan teori psikologi pendidikan menyatakan
bahwa sebab-sebab penyakit mental dikarenakan pola kebiasaan belgjar
yang pathologis, sehingga berakibat menjadi kebiasaan yang salah dari
proses belgjar itu, yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi tuntutan
hidup.*’

Pada waktu kelahiran, apabila anak mengalami berbagai macam kesulitan
sehingga seringkali perlu dibantu dengan berbagai aat yang memungkinkan
terjadinya luka, pada saat dewasa ia akan mengalami gangguan mental. Selain itu,
dapat pula terjadi bahwa pada saat bayi ia pernah jatuh dan mengenai bagian
kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada bagian kepala. Di samping itu,
kelahiran belum pada waktunya (premature), sehingga pertumbuhan dan
perkembangannya mengalami retardasi yang akhirnya menyebabkan gangguan
mental. Selain hal-hal yang telah disebutkan, terdapat pula faktor-faktor lain,
antara lain kekurangan vitamin yang dapat menyebabkan gangguan jasmani dan
juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, juga panas badan yang sangat
tinggi, dan sebagainya yang menyebabkan gangguan jiwa.'*

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak teori
yang telah dicetuskan terkait faktor penyebab transeksual, diantaranya adal ah teori
yang menyatakan bahwa transeksual terjadi karena kondisi hormonal pada saat
pre-natal, teori yang terkait dengan kondisi otak, teori yang menyatakan bahwa
transeksual disebabkan oleh pengaruh lingkungan, dan juga teori yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh beberapa zat kimia sebagai penyebab dari
transeksual. Namun, diantara keseluruhan teori, teori yang paling mendekati

kebenaran belum dapat sepenuhnya dipastikan.

34  Transeksual Ditinjau dari Hukum Islam

Keberadaan kaum transeksual, terlepas dari apakah transeksual tersebut
menjalani operasi penggantian kelamin maupun tidak, dapat ditinjau dari Hukum
Islam, untuk menentukan apakah hal tersebut, yakni berpakaian dan bersikap

¥ bid., him. 89.

198 | id.
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selayaknya jenis kelamin yang berlawanan dari jenis kelamin fisiknya,
diperbolehkan atau tidak di dalam Hukum Islam. Seorang transeksual memiliki
keyakinan yang kuat bahwa ia seharusnya memiliki organ kelamin yang
sebaliknya dari apa yang telah ia miliki, oleh karena itu seringkali seorang
transeksual memilih untuk berpakaian atau berbusana, bahkan bersikap dengan
pakaian maupun sikap yang berlawanan dengan jenis kelamin fisk yang
dimilikinya.

Keberadaan kaum transeksual merupakan suatu hal yang tidak disukai
oleh Allah SWT. Di dalam a-Qur’ an tidak dapat ditemui ayat-ayat yang secara
eksplisit menjelaskan terkait hal ini, namun terdapat beberapa Hadits Nabi
Muhammad SAW yang menyebutkan hukum terhadap hal ini, antara lain adalah
sebagai berikut:

a. Hadits shahih riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas:

“Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai (dalam berpakaian
dan bersikap) pria, dan juga pria-pria yang menyerupai wanita” **°
b. Hadits riwayat Abu Dawud dari Aisyah:
“ Allah melaknat wanita yang kepria-priaan” 2
c. Haditsriwayat Ahmad dari Ibnu Abbas:
“Allah melaknat pria yang kewanita-wanitaan dan wanita yang
kepria-priaan” **
d. Hadits riwayat Ahmad:
“Allah melaknat perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki
dan laki-laki yang ber pakaian dengan pakaian perempuan” 2%

Dari hadits-hadits riwayat diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan
bahwa terlepas dari keinginan mereka untuk melakukan operasi penggantian
kelamin, terlepas dari mereka melakukan operasi penggantian kelamin maupun

tidak, tindakan yang mereka lakukan, apabila mereka bersikap dan/atau

198 syamsuddin Muhammad, Dosa-Dosa Besar: Penjabaran Tuntas 70 Dosa Besar

Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), him. 221.
% | bid,
| bid.

22 1id., him. 222.
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berpakaian menyerupai jenis kelamin yang berlawanan dari organ kelamin
maupun penampakan kelamin secara fisik, merupakan suatu hal yang dilarang
oleh Hukum Islam.

Terjadinya larangan akan hal tersebut dikarenakan apabila ha tersebut
tidak dilarang, maka akan terjadi suatu pengrusakan fitrah. Menurut logika,
perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya, malah akan membuat kabur identitas
seseorang. Laki-laki dan perempuan telah memiliki fitrah yang berbeda, dan bila

203

dicampur-adukkan, maka akan terjadi kebingungan.” M. Rojaya dalam bukunya

Dosa-Dosa Besar menyatakan sebagai berikut:

Jauhi perbuatan menyerupai lawan jenis. Lelaki tidak perlu memakai
anting di telinganya, memakai bedak, dan berjalan lemah gemulai seperti
perempuan. Sebaliknya, perempuan juga dilarang meniru lelaki, seperti
memakai pakaian yang macho, suara yang tegas dan berjalan dengan
gagah seperti lelaki. Perempuan dan lelaki mempunyai fitrah yang
berbeda. Lelaki dan perempuan saling melengkapi. Perempuan memiliki
keindahan, kelembutan, dan kelbuan, sedangkan lelaki memiliki
keperkasaan dan kebapakan, ini sifat asli dari keduanya.®®

3.5  Pengaturan mengenai Operas Penggantian Kelamin

Operasi penggantian kelamin atau sex reassignment surgery, adalah
operasi anatomi untuk mengubah kelamin pada transeksual.**®> Dalam sumber lain
dinyatakan bahwa operas ganti kelamin (taghyir al-jins) adalah operas
pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan
atau sebaliknya. Pengubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan
dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin
perempuan (vagina) dan membesarkan payudara. Sedangkan pengubahan jenis

kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara,

%3 M. Rojaya, Dosa-Dosa Besar, (Bandung: Angkasa, 2010), him. 78.

24 pid.

205 M erupakan terjemahan bebas dari “sex reassignment surgey-anatomical surgery to
change genitalia on a transsexual” . Janell L. Carroll, op. cit., him. 87.
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menutup saluran kelamin perempuan, dan menanamkan organ genital laki-laki
(penis). Operasi ini juga disertai dengan terapi psikologis dan terapi hormonal 2%

Sampal pada tahun 1960-an, profes medis di Amerika Serikat pada
umumnya menentang operasi penggantian kelamin, mendefinisikan masalah
transeksual sebagai masalah psikologi, bukan sebagai masalah medis. Namun,
sgjak tahun 1966, ketika Howard Jones, seorang gynecologist; Milton T.
Edgerton, seorang ahli bedah plastik; dan John Money, seorang psikolog,
melakukan operasi penggantian kelamin dan terapi untuk pertama kalinya di
Amerika Serikat, frekuensi dilakukannya operasi tersebut bertambah.®”

Operasi penggantian kelamin telah mulai lazim dilakukan di Indonesia
sejak penetapan penggantian status kelamin Vivian Rubiyanti Iskandar diputuskan
olen Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1973. Setelah itu
dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 253/Menkes/SK/V1/1979
pada tanggal 30 Juni 1979 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/MENKES/SK/I11/1989 pada
tanggal 12 Juni 1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat
dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin. Tim ahli terdiri dari ahli bedah
urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan dan ginekologi, anestesiologi, ahli
endokrinologi anak dan dewasa, ahli genetika, andrologi, psikiater/psikolog, ahli
hukum, pemuka agama, dan petugas sosial medik.*®

Namun, meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan,
pengaturan atas operasi penggantian kelamin tidak terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi, seperti Undang-Undang maupun
Peraturan Pemerintah sehingga konsekuensi lebih lanjut dari dilakukannya operas

206 « ykum Operasi Ganti Kelamin”, http:/khilafah1924.org/index.php?option=com
content& task=view& id=696, diunduh pada tanggal 23 Januari 2012 pukul 17.04., lihat juga M.
Mukhtar Syingithi, Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyah, him. 199.

27 Merupakan terjemahan bebas dari “Until the 1960s, the American medical profession
was generally opposed to gender-reassignment surgery, defining the problem of transsexualism as
psychological rather than medical in nature. Since 1966, however, when gynecol ogist Howard
Jones, plastic surgeon Milton T. Edgerton and psychologist John Money initiated the first gender-
reassignment surgery and therapy in the United States, the frequency of such surgery has
increased” , Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier, op. cit., him. 131.

28 pipiet Tri Noorastuti, “ Takdir di dalam Kromosom”, http:/wap.vivanews.com/news/
read/151108-takdir_di_dalam gen/1, diunduh padatanggal 6 Februari 2012 pukul 15.54.
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penggantian kelamin masih banyak menimbulkan masalah, terutama di bidang
perkawinan dan kewarisan. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah segera
mengeluarkan kebijakan terkait hal tersebut demi menjamin tercapainya kepastian

hukum.

3.6  Prosedur Operas Penggantian Kelamin
Sebelum operasi penggantian kelamin dilakukan, terdapat beberapa
prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seorang transeksual, salah
satunya adalah tahap diagnosa, dimana yang akan diketahui adalah apakah yang
bersangkutan benar-benar seorang transeksual. Menurut Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM I11, 1980) yang dikeluarkan oleh American
Psychiatric Association, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk
diagnosis transeksual. Kriteria tersebut adalah:
a. Sualu perasaan tidak nyaman dan tidak sepantasnya sehubungan dengan
anatomi seks yang dimiliki.
b. Suatu keinginan untuk menghilangkan genital yang dimiliki dan untuk hidup
sebagai anggota dari jenis kelamin lain.
c. Gangguan harus terus menerus dialami (tidak dibatasi oleh periode stres)
paling tidak selama dua tahun.
d. Tidak ditemukannya ciri interseks secara fisk atau abnormalitas secara
genetis.
e. Kebingungan gender (gender confusion) harus tidak memiliki hubungan
dengan gangguan lain, seperti misalnya skizofrenia. 2%
Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia
[, untuk menegakkan diagnosis, identitas transeksual harus sudah menetap
selama minimal dua tahun, dan harus bukan merupakan gejala dari gangguan jiwa

lain.?° Menurut Sandard Care The Henry Benjamin International Gender

209y ash, op. cit., him. 19, lihat juga American Psychiatric Association, Diagnostic and
Satistical Manual of Mental Disorder, ed. 4, (Washington, DC: American Psychiatric
Association, 1994).

219 Departemen K esehatan Republik Indonesia, op. cit., him. 280.
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Dysphoria Association, prosedur penanganan transeksual dibagi menjadi tiga

tahapan, yakni sebagai berikut:

a. Subjek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang berpengalaman dalam

masalah gender. Pada tahap ini diberikan segala informasi yang harus
diketahui dan dibutuhkan oleh subjek, termasuk apa yang mungkin dicapai,
apa yang tidak mungkin dicapai, prosedur, dan konsekuensi penyesuaian
gender atau operasi yang akan diberikan.
"Two year real-life diagnostic test”. Disini individu diharuskan untuk
menjaani kehidupan total dengan peran gender yang diinginkan selama paling
tidak dua tahun. Pada awal masa ini, subjek sudah diberikan terapi hormon
yang sesual dengan jenis kelamin/gender yang dimaksud. Selama periode ini
subjek terus menjalani konsultasi dengan psikolog. Setiap 3 bulan, subjek
mendapatkan tes fisik dimana semua perubahan fisik dan keluhan dicatat.
Perubahan terapi hormon disesuaikan dengan keluhan dan hasil yang tidak
memuaskan. Setelah terapi hormon selama 18 bulan dan hidup dalam peran
gender yang baru, setiap kasus didiskusikan oleh sebuah tim, sebelum operasi
diijinkan. Hanya subjek yang mengalami kepuasan atau merasa terbebaskan
dari masalah gendernya, yang diijinkan menjalani operasi. Jika masih ada
keraguan, operasi diundur sampai kondisi yang diinginkan terpenuhi.
Jika semua kriteria di atas telah dipenuhi, transeksual diijinkan menjalani
serangkaian operasi yang dibutuhkan.?**

Menurut standard care di Singapura, penanganan kasus transeksual

dipisah-pisahkan menjadi lima tahapan:

1.

Evaluas awal oleh psikiater atau psikolog untuk mendiagnosa kasus pasien
dengan kebingungan gender (gender confusion). Untuk mengidentifikasi
transeksual dari jenis lain (“wish —to-be” transsexual atau transeksual
sekunder).

Usaha psikoterapis untuk mengubah keinginan pasien untuk menjaani operasi

ganti kelamin. Untuk membantu pasien mengatass masalah yang mungkin

21y ash, op. cit., him. 42-43, lihat juga Sandards of Care the Harry Benjamin

International Gender Dysphoria Association, Inc., http://www.tc.umn.edu/~colem001/hbigda/

hstndrd.htm, diunduh pada tanggal 20 Januari 2012, pukul 13.56.
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membingungkan mereka dan untuk membantu pasien mengenali motif mereka
yang sebenarnya dibalik keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka.

3. Terapi hormon untuk mengawali perubahan kelamin. Untuk menerangkan
pada pasien alasan, strategi dan efek samping yang mungkin terjadi dari terapi
hormon. Terapi hormon akan membawa perubahan fisik dan mungkin
perubahan psikogenik.

4. Pada akhir terapi hormon, pasien kemudian menginjak tahapan cross-dressing
total.

5. Operasi ganti kelamin itu sendiri.?*?

Terkait prosedur atau tahap-tahap yang harus dijalani oleh seorang
transeksual sebelum dapat melakukan operasi penggantian kelamin, Yash dalam
tulisannya menyatakan sebagai berikut:

Selama evaluasi psikitris, setigp usaha dilakukan untuk mengurangi
hasrat mereka dalam mendapatkan operasi pengubahan kelamin dan
untuk melanjutkan menjalani kehidupan yang normal. Dan jika hal
tersebut tidak dapat diterima, maka dilanjutkan sebagai transeksual
untuk waktu yang lebih lama. Dorongan psikologis diberikan
manakala diperlukan, dan ini termasuk memberi mereka sebuah surat
sertifikat identitas bahwasanya mereka seorang transeksual sehingga
mereka lebih diterima sebagai karyawan di tempat kerja, dan diterima
olen orang-orang yang harus berurusan dengan mereka dalam
kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya transeksual akan mencari
bantuan atas kondisi dirinya, dimana ia akan mendapatkan terapi
hormonal dan operasi.?*®

Terdapat sedikit perbedaan dalam tahap operasi penggantian kelamin pada
transeksual laki-laki ke perempuan (male-to-female transsexual) dan transeksual
perempuan ke laki-laki (female-to-male transsexual). Terkait dengan prosedur
Male-to-Female Transsexual, maupun pada Female-to-Male Transsexual,
Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier dalam tulisannya menyatakan

bahwa kedua kondisi tersebut pertama kali harus menjalani evaluas secara

22 | bid, him. 43-44, lihat juga S. S. Goh Ratnam dan W. F. Tsoi, Cries from Within:
Transsexualism, Gender Confusion and Sex Change, (Singapore: Longman Singapore Publishers
(Pte) Ltd., 1991).

23 pid., him. 44.
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psikologi, individual yang tampaknya menderita gangguan lain selain konflik
terkait identitas gender tidak diterima untuk dilakukan operasi terhadap dirinya.”**
Pada Male-to-Female Transsexual, transeksual diinstruksikan untuk hidup
sebagai wanita dengan memakai pakaian perempuan dan kehidupan yang feminine
selamatiga bulan sampai dengan setahun atau |ebih. Jika mereka sukses menjalani
gaya hidup tersebut, mereka kemudian akan diberikan hormon estrogen untuk
meningkatkan kelembutan dari kulit mereka, ukuran dada mereka, dan lemak pada
pinggul. Pertumbuhan rambut pada wajah dan badan dikurangi oleh hormon ini,
dan rambut kemaluan mulai tumbuh seperti pada perempuan. Kekuatan otot dan
libido menghilang, dan terjadi pengurangan frekuensi ereksi dan gakulasi serta
kuantitas semen. Hormon estrogen tidak mempengaruhi suara, sehingga male-to-
female transsexual sering mengambil kursus untuk mengubah suara mereka “*
Apabila setelah setahun atau lebih, seorang transeksual masih memiliki
keinginan untuk melakukan operasi penggantian kelamin, maka operas
dilakukan. Testis dan penis dihilangkan, dan silikon dapat ditanamkan di
payudara. Labia dan facsimile dari vagina dibentuk. Kulit penis dengan ujung
sarafnya yang sensitif diletakkan dalam vagina, dan suatu bentuk diletakkan
dalam vagina untuk beberapa jam dalam sehari untuk menjaga agar kulit tidak
bersatu kembali. Rambut di badan dan waah dapat dihilangkan dengan
elektrolisis, dan bedah plastik dapat dilakukan untuk menambah kewanitaan pada

24 Merupakan terjemahan bebas dari “ Applicants are first evaluated psychologically;
Individuals who appear to be suffering from disturbances other than a conflict of gender identity
are not accepted for surgery”, Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier, op. cit., him.
127.

215 Merupakan terjemahan bebas dari “ Those transsexuals are instructed to live as women
by adopting women'’s clothing and a feminine lifestyle for three monthsto a year or longer. If they
successfully accommodate to this lifestyle, they are given an estrogenis compound to increase the
softness of their skin, the size of their breasts, and the fat deposits on their hips. The growth of
facial and body hair is reduced by this hormone, and pubic hair beginsto grow in a typically
female pattern. Muscle strength and libido diminish, and a gradual reduction takes place in the
frequency of erection and gjaculation and the amount of semen. The estrogen treatment does not
alter voice pitch, so male-to-femal e transsexual s often take lessons to change their voice”, 1bid.,
him. 127-128.
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penampilan. Dengan dihilangkannya testis, maka sumber dari sperma dan
kebanyakan dari hormon maskulin hilang.#*°

Female-to-male transsexual dalam menjaani tahapan atau prosedur
sebelum maupun saat dilakukannya operasi penggantian kelamin, memiliki sedikit
perbedaan dengan tahapan yang dilalui oleh male-to-female transsexual. Setelah
dilakukannya analisa psikologis, female-to-male transsexual yang ingin menjalani
operasi penggantian kelamin diminta untuk hidup sebagai laki-laki untuk tiga
bulan sampa setahun atau lebih. Apabila mereka berhasil, mereka diberikan
testosteron. Hormon maskulin ini menstimulasi pertumbuhan rambut pada wajah
dan tubuh, secara perlahan mengurangi ukuran payudara, dan memperbesar
ukuran clitoris. Testosteron juga menekan menstruasi dan memperdalam suara.
Apabila masih terdapat keinginan untuk melakukan operasi setelah hidup sebagai
pria untuk setahun atau lebih, maka operasi dilakukan. Kulit dari labia dan
abdomen digunakan untuk membentuk penis dan scrotum. Sebuah testis buatan
dapat ditempatkan di masing-masing sisi dari scrotum. Walaupun penis terlihat
nyata, namun tidak ada satupun prosedur operasi pada saat ini yang dapat
menciptakan sebuah penis yang akan bereaks terhadap rangsangan seksual.
Operasi tambahan dapat diadakan untuk menghilangkan payudara, uterus, dan
ovarium, serta menutup vagina. Pemotongan ovarium akan mengeliminasi telur

dan sumber utama dari hormon estrogen.”*’

216 Merupakan terjemahan bebas dari “if, after a year or more, a transsexual still wishes
gender-reassignment surgery, a series of operationsis performed. The testes and penis are
removed, and silicone may be implanted in the breasts. Labia and a facsimile of a vagina are
constructed. The skin of the penis, with its sensitive nerve endings, is laid inside the vagina for
several hours each day to keep the grafted skin from growing together. Body and facial hair may
be removed by electrolysis, and plastic surgery may be performed to feminize the individual's
appearance. With the removal of the testes, the source of sperm and most of the masculinizing
hormonesis eliminated” , Ibid., him. 128.

27 Merupakan terjemahan bebas dari “ After psychological screening, applicants for
femal e-to-male gender reassignment surgery are asked to live as males for three monthsto a year
or more. If they are successful in this adaption, they are given testosterone. This masculinizing
hormone stimulates the growth of facial and body hair, dightly decreases breasts size, and
increases the size of the clitoris. Testosterone also suppresses menstruation and deepens the voice.
If an individual still desires surgery after having lived as a male for a year or so, a series of
operationsis performed. Skin from labia and abdomen is used to fashion a penis and scrotum. An
artificial testis may be placed in each side of the scrotum. The penis looks quite realistic, but no
surgical procedure at present can create a penis that become erect in response to sexual
stimulation. Additional surgery can involve removing the breasts, uterus, and ovaries and sealing
off the vagina. Excision of the ovaries eliminates eggs and the primary source of estrogen”, Ibid.,
him. 129.
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3.6 Tindakan Operas Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam

Tindakan operas penggantian kelamin menjadi suatu permasalahan
hukum karena akan ada akibat-akibat hukum yang timbul kemudian dengan
berubahnya jenis kelamin tersebut, terutama di bidang perkawinan dan kewarisan.
Ditinjau dari hukum nasional Indonesia, operasi penggantian kelamin telah
diperbolehkan segjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.
253/Menkes/SK/V1/1979 pada tanggal 30 Juni 1979 yang diubah dengan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
191/MENKES/SK/I11/1989 pada tanggal 12 Juni 1989 tentang penunjukan rumah
sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin.
Namun, bagaimana hal ini dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, hal
tersebutlah yang akan dicoba untuk dikemukakan dalam sub bab ini.

Berangkat dari kasus perubahan jenis kelamin Vivian, pada makalah yang
ditulis olen Adnan Buyung Nasution dan disampaikan pada seminar Aspek
Hukum dan Operasi Penggantian Kelamin pada bulan Maret 1978, menyatakan
sebagai berikut:

Bahwa menurut Prof. Dr. Hamka, jika dicari hukumnya dalam al-Qur’ an
atau Figih manapun juga jelas tidak ada. Tapi persoalan-persoalan,
problem-problem masyarakat selalu bertambah bermacam-macam. Sebab
itu 1slan memberi kelapangan kepada yang ahli untuk mengembangkan
pendapat mereka. I1tu namanya ijtihad, kata Hamka. Dengan lain perkataan
Prof. Hamka hendak mengatakan bahwa meskipun dalam al-Qur’ an dan di
figih tidak diatur namun dengan menggunakan ijtihad operasi penggantian
kelamin dapat dibenarkan karena ada faedahnya bagi diri Vivian untuk
kesehatannya, perubahan jiwa, dan sebagainya.*?

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Hamka berpendapat bahwa menurut
Hukum Islam, dapat dilakukan ijtihad untuk mencari dasar hukum dari suatu
tindakan operasi penggantian kelamin. Dalam pendapat hukum yang diberikan
oleh beliau dalam kasus Vivian yang ditangani oleh Adnan Buyung, Hamka
berpendapat bahwa operasi penggantian kelamin terhadap Vivian dapat
dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Magjelis

%8 Adnan Buyung Nasution, “Kasus Vivian: Beberapa Permasalahan Hukum,” (makalah
disampaikan pada Seminar Aspek Hukum dan Operasi Penggantian Kelamin, Departemen
Kesehatan R.l., Maret 1978).
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Ulama Indonesia pada tahun 1980, saat Hamka menjabat sebagai Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia®’®. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena
sebagai Ketua Umum Maelis Ulama Indonesia di tahun 1980, Hamka
menandatangani fatwa diharamkannya operasi penggantian kelamin, sedangkan
pada kasus Vivian di tahun yang sama, Hamka menyatakan operasi penggantian
kelamin yang telah dilakukan oleh Vivian boleh dibenarkan.

Pada seminar yang sama, H. Mohammad Daud Ali turut menyampaikan
makalahnya terkait tindakan operasi penggantian kelamin. Beliau berpendapat
bahwa tindakan operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang ‘luar
biasa’, yang perlu dikai lebih mendalam. Namun pada akhirnya beliau
berpendapat bahwa untuk operasi penggantian kelamin, dapat diterapkan prinsip
darurat, yang berarti bahwa apabila sudah dilakukan segala cara namun masih
tidak berhasil, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan. Secara lengkap
penjabaran H. Mohammad Daud Ali terkait hal ini adalah sebagai berikut:

Pembedahan untuk membentuk alat kelamin baru mengandung arti
penciptaan sesuatu yang baru, sedang tentang kelamin, laki-laki dan
wanita dilihat dari pandangan Islam adalah berhubungan dengan sesuatu
yang sudah ditentukan Tuhan lebih dahulu. “Dan sesungguhnya Dia lah
yang menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita dari
air mani apabila dipancarkan”; demikian jelas Tuhan berfirman dalam al-
Qur'an surat an-Najm (53) ayat 45-46. Dari kutipan ayat pendek itu,
jelaslah bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan menjadikannya
dalam jenis kelamin laki-laki dan wanita yang berasal dari sperma manusia
itu sendiri. Ketentuan Allah mengenai kelamin ini adalah ketetapan-Nya
yang sudah pasti, tidak berubah-ubah. Tuhan telah menciptakan manusia
itu dua sepasang, laki-laki dan wanita dengan ‘aat perlengkapannya’, agar
masing-masing dapat melaksanakan fungsinya. Diperjelas-Nya identitas
masing-masing dengan alat kelamin yang berbeda agar mereka dapat
melangsungkan keturunan melalui perkawinan untuk mengembangbiakkan
umat manusia. Dan ditentukan-Nya pula pembagian tugas dan tanggung
jawab diantara mereka itu menurut jenis kelamin yang sudah ditetapkan-
Nya sgjak semula. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah dalam al-
Quran seperti telah dikemukakan di atas dan berbaga hadist Nabi
Muhammad SAW mempertegas identitas manusia baik ia sebagai 1aki-laki
maupun ia sebagai wanita. Namun demikian berdasarkan data dan kertas
kerja yang disampaikan oleh para ahli ilmu kedokteran dalam seminar ini,
maka menurut hemat pembahas, untuk operasi penggantian kelamin ini

219

Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975,
(Jakarta: Erlangga, 2011), him. 605.
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dapat diterapkan prinsip darurat, artinya dalam keadaan terpaksa, jika
segala upaya pengobatan lain sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka
ahli bedah dapat melakukan operasi penggantian kelamin dengan penuh
rasa tanggung jawab.?*°

Dalam dunia kedokteran, dikenal tiga bentuk operasi kelamin, dan masing-
masing memiliki hukum figihnya tersendiri.?* Ketiga bentuk operasi kelamin
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Operas perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap
orang yang sgjak lahir memiliki cacat kelamin.

b. Operas pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan
terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 (dua) jenis kelamin yaitu penis
dan vagina (inter sex)

c. Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang
sgjak lahir memiliki kelamin normal.

Terhadap operasi kelamin bentuk pertama, yakni operasi perbaikan atau
penyempurnaan kelamin, operasi seperti itu diperbolehkan karena termasuk dalam
kategori pengobatan. Karena pada dasarnya manusia itu ciptaan yang sempurna,
maka jika didapati beberapa bagian anggota tubuhnya tidak normal atau tidak
berfungsi, seperti vagina yang tidak berlubang, maka dibolehkan baginya untuk
melakukan operasi perbaikan kelamin, dengan tujuan agar salah satu organ
tubuhnya tersebut berfungsi.??? Dasar yang digunakan dalam penentuan kebolehan
tersebut adalah hadis Nabi Muhammad SAW: “Waha hamba-hamba Allah
berobatlah, karena Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya’(HR
Ahmad)??®

20 prof, H. Mohammad Daud Ali, " Operasi Penggantian Kelamin: Beberapa Masalah
dilihat dari Segi Hukum Islam”, (makalah disampaikan pada Seminar Aspek Hukum dan Operasi
Penggantian Kelamin, Departemen Kesehatan R.I., Maret 1978).

21 «Operasi Kelamin: Halal atau Haram?”, http://hidayatul|ah.com/konsultasi/figih-
kontemporer/83/1/operasi-kel amin:-hal al-atau-haram?.html, diunduh pada tanggal 25 Januari
2012, pukul 14.37.

%22 | bid.

23 |pid.
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Terhadap jenis operasi kedua, yakni operasi pembuangan salah satu alat
kelamin, atau dapat disebut juga sebagal operasi penyesuaian kelamin, operasi
jenis ini diperbolehkan setelah terdapat kejelasan statusnya, apakah laki-laki atau
perempuan, dan dikuatkan dengan pernyataan para dokter ahli dan amanah.”*
Namun, perlu diperhatikan bahwa yang diperbolehkan hanyalah penyempurnaan
kelamin yang sesuai dengan keadaan anatomi kelamin bagian dalam. Sehingga
apabila seseorang yang memiliki rahim pada anatomi kelamin bagian dalam
sedangkan penis pada alat kelamin luar, maka yang dapat dilakukan adalah
operasi penyesuaian kelamin menjadi perempuan, begitu pula sebaliknya. Hal ini
sgjalan dengan firman Allah pada surat Ar-Rum (30) ayat 30, dengan terjemahan
sebagal berikut:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (lslam);
(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut
(fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 2
Hal ini juga sesuai dengan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada
seminar “Tinjauan Syariat |slam tentang Operasi Ganti Kelamin” padatanggal 26-
28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. %%

Pada bentuk operasi ketiga, yakni operasi penggantian kelamin, mengenai
hal ini terdapat sedikit pertentangan pendapat. Sebagian besar ulama menyatakan
bahwa operasi jenis ini hukumnya adalah haram.??” Allah SWT telah menciptakan
laki-laki dan perempuan yang melengkapi satu sama lain untuk melakukan

reproduksi. Tubuh mereka telah dibuat untuk menarik perhatian satu sama lain

24 pid.

25 Al-Qur’an dan Terjemahannya; Edisi |lmu Pengetahuan, him. 408.

6 Beta Anggini, “ Aspek Hukum Perdata pada Penderita Transeksual Akibat Operasi
Penyesuaian Kelamin Ditinjau dari Sudut Hukum Kesehatan”, (Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok, 2001), lihat juga K.H.A. Aziz Masyhun, Masail Diniyah, Hasil
Muktamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama, Al-Alawiyah Semarang, tanpa tahun, him. 17-38.

27 “Hukum Operasi Ganti Kelamin”, http:/khilafah1924.org/index.php?option=com
content& task=view& id=696, diunduh pada tanggal 23 Januari 2012 pukul 17.04, lihat juga M.
Mukhtar Syingithi, Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyah, hal. 199; Fahad Abdullah Hazmi, Al-Wajiz fi
Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyyah, hal. 12.
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untuk kepuasan dari nafsu seksual dan fungs alami untuk bereproduksi. Oleh
karena itu, mereka yang melakukan pemuasan seksual dengan cara yang tidak
wajar adalah termasuk orang yang bersalah atau berdosa %

Ketetapan haram ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam
Musyawarah Nasional |1 tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan
Kelamin, yang ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya kembali fatwa serupa
dalam Musyawarah Nasional ke-8 pada tanggal 27 Juli 2010, yakni Fatwa MUI
No. 3/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat
Kelamin yang menyatakan bahwa mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi
perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan
operasi ganti kelamin, hukumnya haram.?®® Asrorun Ni’am Sholeh, Sekretaris
Komisi C Mgjelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa mengubah jenis kelamin
yang dilakukan dengan senggja misanya dengan operasi ganti kelamin,
hukumnya adalah haram. MUI juga memfatwakan tidak boleh menetapkan
keabsahan status jenis kelamin akibat operas perubahan aat kelamin sehingga
tidak memiliki implikas hukum syar’i terkait perubahan tersebut. Karena tidak
boleh ditetapkan keabsahannya, maka kedudukan hukum jenis kelamin orang
yang telah melakukan operasi sama dengan jenis kelamin semula, seperti sebelum
operasi, meski sudah mendapat penetapan pengadilan.”

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan keharaman operasi
penggantian kelamin oleh sebagian besar ulama adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surat An Najm (53) ayat 45, dengan terjemahan
sebagal berikut:

28 M erupakan terjemahan bebas dari “God has made the male and the female
complementary to each other for their reproduction. Their bodies have been made complementary
to attract each other for the satisfaction of sexual urges and the service of the natural function of
reproduction. Therefore, those who satisfy their sexual needsin an unnatural way become guilty
of many crimes’, Ersilia Francesca, “Islamic Law and Medical Ethics: AIDS in Contemporary
Islamic Ethical Literature”, Medicine and Law (2002), him. 3.

29 Mgjelis Ulama Indonesia, op. cit., him. 571.
20 Endro Y uwanto, “MUI Keluarkan Fatwa Haram Ubah Jenis Kelamin”,

http://www.republika.co.id/berita/dunia-1slam/| lam-nusantara/10/07/28/127022-mui -kel uarkan-
fatwa-haram-ubah-jenis-kelamin, diunduh padatanggal 2 Februari 2012, pukul 20.46
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“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan
perempuan” %!
b. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13, dengan terjemahan
sebagai berikut:
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” %>
c. Firman Allah dalam surat At Tin (95) ayat 4, dengan terjemahan sebagai
berikut:
“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya.” 2
d. Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 119, dengan terjemahan
sebagal berikut:
“...dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka
benar-benar mengubahnya). Barangsiapa menjadikan setan sebagai
pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang
nyata.” ?*
Surat An Najm (53) ayat 45 dan Al-Hujurat ayat 13 menyatakan dengan tegas
bahwa jenis kelamin manusia hanyalah terdiri dari dua jenis kelamin, yakni
perempuan dan laki-1aki, tidak ada jenis kelamin ketiga. Sedangkan surat An-Nisa
(4) ayat 119 menyatakan larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT yang telah

sempurna sebagaimana dinyatakan oleh surat At Tin (95) ayat 4.°%

#1_ Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan, him. 529.
2 pid., him. 518.
3 Ipid., him. 598.

24 1pid., him. 98.

2% «Operasi Kelamin: Halal atau Haram?”, http:/hidayatullah.com/konsultasi/
figih-kontemporer/83/1/operasi-kel amin:-hal al -atau-haram?.html, diunduh pada tanggal 25 Januari
2012, pukul 14.37
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Terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait keharaman operasi
penggantian kelamin, pakar figih Ahmad Zain An Ngah menyatakan sebagai
berikut:

Fatwa MUI itu tidak boleh dipukul rata. Sebab ada orang yang sejak lahir
memiliki hormon kewanitaan dan susah diubah, ada pula pria yang
berperilaku kewanita-wanitaan akibat salah asuh. Menurut Islam, bagi
yang salah asuh, ia harus dikembalikan dan harus berusaha kembali dalam
keadaan asli. Sedangkan bagi Zggang bawaan, para ulama masih berbeda
pendapat dalam penghukuman.

Perbedsan pendapat terhadap operasi penggantian kelamin pada
transeksual bawaan, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Zain An Najah di atas
memang terjadi diantara para ulama. Sebagian besar ulama, termasuk Majelis
Ulama Indonesia mengharamkan operasi penggantian kelamin, apapun alasannya.
Namun terdapat sebagian kecil pendapat yang menyatakan bahwa ketika
menafsirkan Qs An Nisa:119, Ibnu Abbas, Anas, Ikrimah, dan Abu Sholeh
menafsirkan bahwa yang dimaksud mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri,
mencongkel mata, serta memotong telinga. Sedangkan Imam Qurtubi di dalam
tafsirnya dengan mengutip perkataan Qhadhi ‘lyadh bahwa seseorang yang
mempunyai jari-jari tangan lebih dari lima atau daging tambahan di dalam
tubuhnya, maka tidak boleh dipotongnya, karena termasuk dalam kategori
mengubah ciptaan Allah, kecuali kalau jari-jari tangan atau daging tambahan
tersebut terasa sakit, nyeri dan menyebabkannya menjadi menderita, maka dalam
keadaan seperti ini, diperbolehkan untuk memotongnya. (Tafsir Qurtubi:5/252).’

Perkataan Qadhi‘iyadh yang dikutip oleh Imam Qurtubi di atas
menjelaskan dengan gamblang bahwa sesuatu tambahan dalam tubuh yang berupa
daging atau yang lain dan menyebabkan sakit si penderita, maka diperbolehkan
untuk menghilangkannya, dan hal ini dimasukkan dalam kategori berobat, yang
kadang harus mengubah ciptaan Allah SWT karena sebenarnya yang dilarang

%6 «Fatwa Operasi Ganti Kelamin Ikut Menutup Kerusakan”,
http://www.hidayatullah.com/read/12726/28/07/2010/fatwa-operasi-ganti-kel amin-ikut-menutup-
kerusakan.html, diunduh pada tanggal 24 Januari 2012, pukul 16.03.

237 «Operasi Kelamin: Halal atau Haram?”, http:/hidayatullah.com/konsultasi/
figih-kontemporer/83/1/operasi-kel amin:-hal al -atau-haram?.html, diunduh pada tanggal 25 Januari
2012, pukul 14.37
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dalam masalah ini adalah mengubah ciptaan Allah tanpa ada alasan syar’i atau
hanya karena ingin memperindah anggota tubuh sgja. Tetapi jika bertujuan untuk
mengobati, maka diperbol ehkan.?*®

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
ditemukan adanya sedikit pertentangan pendapat terkait masalah operas
penggantian kelamin ditinjau dari Hukum Islam. Terdapat sebagian kecil ulama
yang berpendapat bahwa operasi penggantian kelamin dapat dilakukan dengan
syarat bahwa transeksual sudah tidak dapat lagi disembuhkan dengan berbagai
macam cara. Sedangkan sebagian besar ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia

menyatakan secara tegas keharaman operasi penggantian kelamin.

238 |hid.
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BAB 4

ANALISISKEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN TRANSEKSUAL YANG TELAH DIAKUI PERUBAHAN
STATUSNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

4.1 Keberlakuan Hukum Islam sebagai Hukum Perkawinan bagi Umat

Islam di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, terjadi pluralisme hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia
Pluralisme hukum tersebut terjadi diakibatkan adanya penggolongan penduduk
dengan penundukan hukumnya masing-masing pada masa pemerintahan Hindia
Belanda. Pluralisme hukum tersebut terjadi dengan diberlakukannya Pasal 163 1.S
jo. Pasal 131 |.S yang secara garis besarnya menyatakan bahwa bagi golongan
Eropa diberlakukan Hukum Barat, dan bagi golongan Timur Asing dan Pribumi
dapat menundukkan diri pada Hukum Eropa (Hukum Barat), atau dapat memilih
untuk tunduk pada sistem hukum lain seperti misalnya Hukum Adat atau Hukum
Islam, selama belum terdapat peraturan yang menundukkan kedua golongan
tersebut pada Hukum Barat. Oleh sebab itu, pada masa sebelum diberlakukannya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, warga Indonesia
memakal hukum perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan penundukan
dirinya terhadap hukumnya masing-masing. Hal ini menyebabkan berlakunya
lebih dari satu hukum perkawinan di Indonesia, seperti Hukum Perkawinan Islam,
Hukum Perkawinan Perdata Barat, dan Hukum Adat.

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:
antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa
hukum perkawinan yang berlaku secara positift di  Indonesia sebelum
dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah
Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam yang berlaku bagi
orang Indonesia Asli maupun warga Timur Asing yang beragama Islam; Hukum
Adat yang berlaku bagi orang Indonesia Adli yang tidak beragama Islam maupun
Kristen dan juga orang Timur Asing sesuai dengan lingkungan adatnya; Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi orang Timur Asing Cina,
orang Eropa, dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa; dan
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Huwelijksordonantie Christen Indonesia (HOCI) yang berlaku bagi orang
Indonesia Asli beragama Kristen.*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, terjadi unifikass hukum di bidang hukum perkawinan, tanpa
menghapus sifat pluralisme yang telah ada sebelumnya. Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan selain telah meletakkan asas-asas hukum
Perkawinan Nasional, sekaligus juga menampung prinsip-prinsip dan memberikan
landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku
bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia®®® Hazairin dalam bukunya
Tinjauan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menamakan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unik
yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan
kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, unifikasi tersebut
juga bertujuan untuk melengkapi apa yang sebelumnya tidak diatur hukumnya
dalam agama, oleh karena dalam hal tersebut, Negara berhak untuk mengaturnya
sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman.?**

Sifat unifikasi yang dikandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sangatlah unik karena masih memberikan peluang untuk
diberlakukannya hukum masing-masing pemeluk agama. Terbukanya peluang
diberlakukannya hukum masing-masing pemeluk agama dapat dilihat dalam
perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu.**?

Pasal ini secaraterang
bermaksud agar diberlakukannya hukum agama masing-masing pemeluk agama
dalam suatu perkawinan. Dengan tidak memenuhi keabsahan perkawinan secara

hukum agama, maka suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sah.

29 Amir Syarifuddin, op. cit., him. 23-24.

20 K . Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
him. 3.

21 pid.

%2 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

Universitas Indonesia

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



88

Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan membuat suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan sah apabila secara
agama tidak sah. Pasal 2 ayat (1) tersebut membuat keberlakuan Hukum Islam
bagi umat beragama Islam, hukum agama Kristen bagi umat beragama Kristen,
serta hukum agama lainnya bagi masing-masing pemeluk agamanya. Dengan
merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka jelaslah bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat sah suatu
perkawinan yang dilangsungkan antara kedua calon mempelai beragama Islam
menurut hukum agama Islam, maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Pada
kesimpulannya, keberlakuan Hukum Islam sebaga hukum perkawinan bagi
pemeluk agama Islam di Indonesia dikukuhkan dengan keberadaan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan-
ketentuan mengenai hukum perkawinan menurut agama Islam turut berlaku dalam
pelaksanaan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang
beragama Islam.

4.2  Perkawinan Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya

Ditinjau dari Hukum Islam

Perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia diatur oleh Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara langsung melalui
Pasal 2 ayat (1) menunjuk keberlakuan hukum agama bagi masing-masing
pemeluk agama sebagai syarat sah suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut,
maka jelas bahwa untuk menyatakan suatu keabsahan perkawinan, harus melihat
kembali pada hukum agama. Kebolehan untuk melaksanakan suatu perkawinan
berdasarkan hukum agama menjadi suatu faktor yang penting dalam menentukan
keabsahan suatu perkawinan.

Perkawinan lazim dilakukan oleh kedua calon mempelai, lak-laki dan
perempuan. Namun, akibat perkembangan teknologi yang telah memungkinkan
dilakukannya suatu jenis operas penggantian kelamin, perkawinan yang
dilaksanakan oleh kedua mempelai dimana salah satu dari mempelai tersebut
merupakan seseorang yang telah melalui operasi penggantian kelamin
dikarenakan pada asalnya ia merupakan transeksual, menjadi suatu ha yang
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mungkin terjadi. Kebolehan untuk dilakukannya maupun keabsahan perkawinan
jenis tersebut akan kembali kepada dasarnya, yakni bagaimana Hukum Islam
memandang keberadaan transeksua tersebut, dan bagaimana Hukum Islam
memandang operasi penggantian kelamin, yang semua pada akhirnya akan
memiliki pengaruh terhadap kebolehan dilakukannya perkawinan semacam ini.

Sebelumnya telah dipaparkan pandangan Islam mengenai kebolehan
dilakukannya operasi penggantian kelamin. Sebagian besar ulama menyatakan
bahwa operasi demikian diharamkan karena bermaksud mengubah ciptaan Allah.
Dalil-dalil al-Qur’an yang dapat dikemukakan terkait hal ini antara lain adalah
surat An Najm (53) ayat 45 dan Al-Hujurat (49) ayat 13 yang menyatakan dengan
tegas bahwa jenis kelamin manusia hanyalah terdiri dari duajenis kelamin, yakni
perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada jenis kelamin ketiga. Sedangkan surat
An-Nisa (4) ayat 119 menyatakan larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT
yang telah sempurna sebagaimana dinyatakan oleh surat At Tin (95) ayat 4.
Majelis Ulama Indonesia pun melalui fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan
daam Musyawarah Nasional |l tahun 1980 yang kemudian disempurnakan
dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010
tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa
operas penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya. Dasar
hukum Maeis Ulama Indonesia dadam menyatakan keharaman operas
penggantian kelamin antaralain adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa (4) ayat 119, dengan terjemahan sebagai berikuit:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh
mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka
benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah
ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa
yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka
sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” >+

23 Magjelis Ulama Indonesia, op. cit., him. 568.
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b. Surat Ar-Rum (30) ayat 30, dengan terjemahan sebagai berikut:
“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama
yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” .2**

c. Surat Al-Bagarah (2) ayat 216, dengan terjemahan sebagai berikut:
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” .**

d. HadisRiwayat a-Bukhari:

Dari Abdullah ibn Mas'ud RA: “Allah SWT melaknat orang-orang
perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato,
memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi
supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah” 2%

e. Hadis Riwayat a-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan lbn Majah:
Dari Abdullah ibn “Abbas RA: “Rasulullah SAW melaknat kaum |aki-
laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum
perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki” 24

Selain itu, keharaman tersebut juga ditegaskan oleh faiwa yang
dikeluarkan oleh Yusuf Qaradhawi. Beliau menyatakan dalam fatwanya bahwa
sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dengan susunan tubuh
tertentu untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam kehidupan ini.

Sehingga, kita tidak boleh mengubahnya dengan paksa. Masing-masing telah

memiliki sifat yang berbeda-beda yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki

oleh yang lain. Misalnya sifat kebapakan yang tidak dimiliki oleh wanita dan sifat
keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga setiap usaha untuk mengubah

sifat-sifat ini dilarang oleh agama karena bertentangan dari fitrah serta lari dari

24 | pid.
25 pid.
28 1pid., him. 569.

27 1bid., him. 570.
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syariat dan tanggung jawab.>*® Beliau juga menyatakan bahwa Allah telah
menciptakan tiap jenis, jantan dan betina, juga kecondongan kepada lawan
jenisnya untuk saling bertemu dan bergaul, yang kelak dari hubungan tersebut
akan menghasilkan keturunan dan anak cucu. ** Selain itu beliau juga
menyatakan bahwa terdapat beberapa pengaruh negatif yang akan terjadi apabila
terdapat kebolehan dalam tindakan operasi penggantian kelamin. Pengaruh yang
pertama adalah dengan melakukan tindakan operasi penggantian kelamin, berarti
bahwa tindakan pencegahan dalam perkembangbiakan manusia juga dilakukan.
Sehingga, jika ha ini diperbolenkan, maka perkembangbiakan dan keturunan
manusia akan terputus dan menyebabkan jumlah manusia semakin menurun tiap
harinya. Pengaruh selanjutnya adalah adanya perubahan pada hukum syariat.
Beliau memberi contoh seorang wanita mengubah dirinya menjadi laki-laki, dan
dengan memperbolehkan perubahan tersebut, berarti kita memperbolehkan wanita
kawin dengan wanita, padahal diketahui bahwa perkawinan sesama jenis
merupakan suatu dosa besar.?*

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keturunan. Firman
Allah yang menguatkan hal ini adalah an-Nahl ayat 72 yang berbunyi ”Allah
menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu
dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu”. Dapat dilihat dari ayat
tersebut bahwa tujuan penciptaan manusia berpasang-pasangan, perempuan dan
laki-laki, dan kemudian dilangsungkannya perkawinan antara keduanya adalah
untuk membentuk keluarga, yang juga termasuk anak-anak dan cucu-cucu.
Dengan adanya ayat tersebut, maka dapat diambil kessmpulan bahwa tindakan
operasi penggantian kelamin bertentangan dengan tujuan dilaksanakan
perkawinan, karena setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, maka
organ-organ kelamin yang telah ada sebelumnya tidak akan dapat berfungs,
sehingga fungsi reproduks dari manusia sebagaimana telah difirmankan oleh
Allah SWT tidak dapat terlaksana.

28 v ysuf al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer: Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press,
2002), him. 466-467.

29 1pid., him. 463.

20 1pid., him. 466.
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Berdasarkan hal-ha yang telah dikemukakan, maka sebaiknya dilakukan
suatu andlisis yang mendalam terlebih dahulu terhadap kondis transeksual
tersebut untuk mengetahui apakah transeksual tersebut memang memiliki sesuatu
yang salah dalam struktur tubuhnya, ataukah hanya sebatas keinginan psikologis
yang mendalam. Prosedur pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan oleh sebuah
tim pemeriksa yang terdiri dari berbagai ahli dari berbagai cabang ilmu.
Banyaknya ahli dari berbagai cabang ilmu yang ikut serta dalam suatu proses
penentuan apakah akan dilakukan operasi akan membuat suatu sistem
penyaringan tersendiri terhadap calon pasien operasi penggantian kelamin.
Dengan adanya berbagai pendapat ahli tersebut, maka kemudian dapat ditentukan
apakah seorang transeksual tersebut akan menjaani operasi penggantian kelamin
ataukah tidak. Apabila dalam pemeriksaan yang ketat tersebut ditemukan bahwa
memang terdapat kelainan pada struktur biologis tubuh, yang menyebabkan
timbulnya suatu perasaan bahwa adanya kesal ahan identitas pada dirinya, maka
operasi penggantian dapat saja dilakukan karena memang terdapat suatu kelainan
secara biologis pada struktur tubuh orang tersebut. Namun, apabila setelah
dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli ternyata ditemukan bahwa tidak terdapat
suatu kelainan pada struktur tubuh seorang transeksual tersebut, baik pada struktur
organ maupun sel seorang transeksual, maka operasi penggantian kelamin tidak
dapat dilakukan, dan kemudian dilakukan terapi-terapi psikologis yang lebih
efektif untuk mengembalikan kondisi seorang transeksual tersebut pada kondis
normal.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa
suatu operasi penggantian kelamin dapat saja dilakukan apabila memang terdapat
suatu kelainan secara biologis dalam tubuh seorang transeksual tersebut. Apabila
memang terdapat kelainan biologis dalam tubuh seorang transeksual, maka hal
tersebut bukanlah suatu kondis yang dikehendaki sendiri oleh seorang
transeksual, melainkan ia telah terlahir dengan kondis tersebut. Dikarenakan ia
telah terlahir dengan kondisi tersebut, maka tidak ada salahnya apabila kemudian
dilakukan suatu perbaikan terhadap kondis dirinya. Apabila dihadapkan pada

kondisi semacam ini, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan sebagai
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suatu pengobatan, sama halnya dengan kebolehan dilakukannya operasi
perubahan kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi intersex.

Pada kondis intersex, dimana seseorang memiliki lebih dari satu aat
kelamin, operasi penyesuaian kelamin diperbolehkan oleh para ulama. Intersex,
atau dikenal juga dengan hermaphrodite, atau dikenal dalam Islam sebagai
khuntsa, merupakan orang yang memiliki dua aat kelamin laki-laki dan
perempuan atau tidak mempunyal alat kelamin sama sekali (Wahbah a-Zuhaili,
a-Figh a-lsami wa Adillatuh, VIII: 426)®' Hukum bagi seorang khuntsa
melakukan operasi penyempurnaan kelamin adalah boleh, sesuai dengan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia No. 3/MUNAS-VI1I1/MUI/2010 tentang perubahan dan
Penyempurnaan Alat Kelamin. Pada kondis intersex, orang tersebut memang
terlahir dengan kondis tersebut, dan persoalan tidak hanya semata-mata pada
kondis psikologis. Dikarenakan memang segjak dilahirkan kondisi yang diaami
adalah seperti itu, kondis tersebut merupakan pemberian Allah SWT atas alasan
yang hanya Allah SWT ketahui, kondis tersebut tidak diharapkannya dan tidak
dibuat-buat olehnya, maka seorang intersex dapat melakukan operas
penyempurnaan kelamin. Pada kondisi transeksual, seringkali terdapat kondis
transeksual yang hanya merupakan masaah psikologis. Namun, apabila kondisi
transeksual tersebut memang disebabkan adanya kelainan dari biologis tubuhnya,
misalnya kelainan kromosom, maka kondisi tersebut juga tidak diadakan sendiri
oleh transeksual tersebut, melainkan ia terlahir dengan kondisi tersebut. Hal ini
menjadikan kondis yang dialami oleh seorang transeksual tersebut bukanlah
suatu masalah psikologis, melainkan biologis, sehingga pengaplikasian hukum
atas khuntsa atau intersex dapat diberlakukan pula pada dirinya. Namun, sekali
lagi ditegaskan bahwa operasi penggantian kelamin bagi seorang transeksual yang
hanya memiliki masalah psikologis belaka tanpa disertai suatu kelainan biologis
pada tubuhnya, tidak dapat dilakukan, atau dapat dikatakan haram hukumnya
untuk dilakukan.

Namun, kebolehan dilakukannya operasi penggantian kelamin bagi
seorang transeksual hendaknya dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat, yang
dimaksudkan agar tidak terjadi suatu operasi penggantian kelamin terhadap

%! Mgjelis Ulama Indonesia, op. cit., him. 381.
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seseorang yang sebenarnya tidak memiliki suatu kelainan biologis apapun dalam
tubuhnya, melainkan hanyalah masalah psikologis belaka. Di Indonesia, suatu
operas penggantian kelamin melibatkan berbagai macam ahli dari berbagai
cabang ilmu yang ikut berperan dalam menentukan dilaksanakannya suatu operasi
atau tidak. Ahli-ahli yang ikut terlibat dalam suatu prosedur operasi penggantian
kelamin meliputi pula ahli hukum, ahli psikologi, ahli agama, dan para ahli
lainnya yang ikut berpengaruh. Dengan adanya prosedur, pemeriksaan, dan
pengawasan yang ketat tersebut, maka diharagpkan suatu operasi penggantian
kelamin tidak akan dilakukan terhadap seorang yang hanya memiliki masalah
psikologis belaka.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dismpulkan bahwa operas
penggantian kelamin merupakan suatu tindakan yang haram hukumnya dalam
Islam. Namun, dapat diperbolehkan apabila ternyata didapati suatu kelainan pada
struktur tubuh orang tersebut yang memang mengindikasikan bahwa orang
tersebut seharusnya memiliki jenis kelamin berlainan dengan penampilan fisik
yang dimilikinya. Dengan adanya kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
perubahan status kelamin dari perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya,
dari laki-laki menjadi perempuan setelah dilakukannya operasi penggantian
kelamin, merupakan suatu perubahan status yang keabsahannya diakui pula dalam
Hukum Islam.

Dengan menarik kesimpulan seperti yang telah dipaparkan, maka dapat
dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan bagi para pihak yang salah satunya
sebelumnya ternyata merupakan seseorang yang berasal dari jenis kelamin yang
berlawanan, pada dasarnya tidak dapat dilangsungkan. Islam melarang operas
penggantian kelamin dan menolak adanya perkawinan dimana salah satu pihak
telah melalui operasi penggantian kelamin.?®®> Hal tersebut dikarenakan apabila
secara Hukum Islam suatu perubahan status kelamin tidak dapat dibenarkan, maka
secara Hukum Islam, status hukum orang tersebut masih tetap sama seperti

sebelum melakukan operasi penggantian kelamin, yakni apabila operasi dilakukan

%2 Merupakan terjemahan bebas dari “ 1slam prohibits sex reassignment and it refuses to
recognize marriages where one party had undergone sex reassignment” , Chan Wing Cheong,
“Latest Improvement to the Women's Charter”, Sngapore Journal of Legal Sudes (Desember
1996), him. 3.
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terhadap perempuan menjadi laki-laki, maka status hukum orang tersebut
berdasarkan Hukum Islam masih merupakan status hukum perempuan, begitupun
sebaliknya. Meskipun operasi telah dilakukan terhadap laki-laki yang kemudian
berubah menjadi perempuan, apabila operasi tersebut tidak dibenarkan oleh
Hukum Islam, maka statusnya dilihat dari Hukum Islam akan tetap sebagai laki-
laki, meskipun secara fisik orang tersebut telah menyerupai jenis kelamin lawan
jenisnya.

Dengan tidak sahnya perubahan status hukum tersebut secara Hukum
Islam, maka orang yang bersangkutan masih memiliki status hukum sebagaimana
yang ia miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin, sekalipun
Pengadilan Negeri telah menetapkan sahnya perubahan status kelamin. Oleh
karena itu, apabila ia ingin melakukan perkawinan, ia hanya dapat melakukan
perkawinan dengan seseorang yang memiliki status hukum yang berlawanan
dengan status hukum yang ia miliki berdasarkan Hukum Islam. Misalhya seorang
laki-laki melakukan operasi penggantian kelamin tanpa memiliki kelainan apapun
pada struktur biologis tubuhnya, maka setelah dilakukannya operasi penggantian
kelamin, ia akan tetap berstatus sebagai laki-laki, tidak terjadi perubahan terhadap
status hukumnya secara Islam. Oleh karena itu, apabila kemudian ia ingin
melakukan perkawinan dengan laki-laki, hal tersebut tidak dapat dilakukannya
karena perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan sesama jenis, suatu jenis
perkawinan yang diharamkan di dalam Islam. Hubungan sesama jenis merupakan
salah satu jenis dosa besar.

Hubungan sesama jenis atau dapat dinyatakan juga sebagai homoseksual
atau liwat, merupakan hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama
laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian atau musahagah). Laki-laki
melakukan liwat adalah dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya,
sedangkan perempuan melakukan liwat adalah dengan suatu perbuatan gratifikasi
(kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokkan

253

vagina yang satu terhadap vagina lainnya. > Dalam Al-Qur’an sendiri larangan

atas liwat dinyatakan secara tegas di dalam surat al-‘Araf (7) ayat 80 sampai

%3 Neng Djubaedah, et al., Aspek Pidana dalam Hukum Islam, (Jakarta: Cintya Press,
2005), him. 121.
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dengan ayat 84; surat Hud (11) ayat 77 sampai dengan ayat 83; surat al-Hijr (15)
ayat 57 sampal dengan ayat 77; surat al-Mu’ minun (23) ayat 5 sampai dengan ayat
7; surat an-Naml (27) ayat 54 sampal dengan ayat 59; surat al-Ankabut (29) ayat
28 sampai dengan ayat 35; surat asy-Syu'ra (42) ayat 160 sampa dengan ayat
175; surat al-Anbiya (21) ayat 71, ayat 74 dan ayat 75; surat al-Qamar (54) ayat
33 sampai dengan ayat 40; dan surat at-Tahrim (66) ayat 10.”** Dalam sebuah
jurnal internasiona dinyatakan bahwa seorang Muslim yang telah mempraktekkan
homoseksualitas atau bentuk lain dari hubungan badan yang terlarang adalah
seorang yang murtad (pengkhianat). Dia tidak berhak untuk bersuci atau
mengikuti semua upacara pemakaman, dan tidak diperbolehkan untuk dikubur
dalam kuburan Muslim, kecuali dia bertaubat sebelum meninggal >

Namun, sekalipun terdapat larangan terhadap liwat, sanks terhadap
perbuatan tersebut tidak diatur di dalam Al-Qur’an, melainkan melalui hadits
Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

a Hadits riwayat dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut: “Siapa
yang menjumpal seseorang yang berman liwat (homoseks), maka
bunuhlah fail maupun maf’ ulnya (yang berbuat atau bertindak sebagai 1aki
laki maupun yang berbuat atau bertindak sebagai perempuan)” %>

b. Hadits riwayat Abu Daud dari Sa’ad bin Jubair dan Mujahid dari 1bnu
Abbas tentang kasus seorang anak perawan yang kedapatan bermain liwat
(leshian) supaya dilakukan hukuman rajam terhadap dirinya.*’

Dari hal-hal yang telah dijabarkan, maka dapat dinyatakan bahwa liwat atau
hubungan seksual yang terjadi antara sesama jenis merupakan suatu hubungan
yang merupakan dosa besar dan setara dengan perzinaan. Oleh karena itu, apabila
kemudian terjadi perkawinan antara seorang berkelamin normal dengan seorang

yang telah berganti jenis kelaminnya melalui operasi namun ternyata

#4bid., him. 122.

%5 Merupakan terjemahan bebas dari “A Muslim who has practiced homosexuality or
other forms of unlawful sex ia an apostate (murtad). He is not entitled to the ablutions or all
funeral ceremonies and is not allowed to be buried in a Muslim cemetery, unless he repents before
dying”, Ersilia Francesca, loc. cit.

#** Neng Djubaedah, et al., op. cit., him. 116.

>7 | bid.
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pergantiannya tidak sah menurut Hukum Islam, maka perkawinan tersebut
merupakan perkawinan antar sesama jenis dan hubungan seksual yang akan
dilakukan keduanya merupakan liwat, suatu ha yang telah jelas larangannya
dalam Hukum Islam.

Dengan tidak sahnya suatu perubahan status kelamin, menyebabkan tidak
dapat terlaksananya suatu perkawinan antara seorang yang telah mengganti
kelaminnya dengan seorang yang berjenis kelamin sama dengan jenis kelamin
transeksual sebelum melakukan operasi penggantian kelamin. Namun, apabila
ternyata perubahan status kelamin akibat terjadinya operasi dapat dinyatakan sah
oleh Hukum Islam, maka dapat sga dilakukan perkawinan antara orang yang
bersangkutan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan
jenis kelamin yang dimilikinya setelah dilakukan operasi penggantian kelamin.

Jadi pada kesimpulannya, boleh tidaknya dilakukannya suatu perkawinan
antara seorang transeksual yang telah menjalani operasi penggantian kelamin,
pada akhirnya akan kembali ditinjau dari keabsahannya melakukan operas
penggantian kelamin. Apabila seorang tersebut memang memiliki suatu kelainan
yang sifatnya biologis dalam tubuhnya, maka operas penggantian kelamin dapat
sgja dilakukan, sehingga perubahan status hukumnya menjadi sah, dan ia dapat
melakukan perkawinan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin yang
berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya setelah operas. Namun
sebaliknya, apabila tidak terdapat suatu kondis hiologis apapun yang
menyebabkan dilakukannya operas penggantian kelamin, apabila operasi
penggantian kelamin dilakukan hanya berdasarkan perasaan psikol ogis seseorang,
maka operasi penggantian kelamin tersebut tidak dapat dibenarkan olen Hukum
Islam, sehingga setelah operasi dilakukan, dan meskipun telah mendapat putusan
dari Pengadilan Negeri atas perubahan status kelaminnya, status kelamin orang
bersangkutan menurut Hukum Islam adalah tetap mengikuti status hukum yang ia
miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin. Oleh karena itu,
apabila orang tersebut ingin melakukan perkawinan dengan seorang yang
memiliki jenis kelamin berlawanan dengan jenis kelamin fisik yang ia miliki
setelah dilakukannya operasi, hal tersebut tidak dapat dilakukan.
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43 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang

Transeksual yang telah Diubah Statusnya oleh Pengadilan Negeri

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa kewenangan menyangkut
perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Kantor Urusan Agama
oleh masyarakat awam hanya dipandang sebagai lembaga yang melakukan
pencatatan perkawinan. Namun, kewenangan Kantor Urusan Agama dalam suatu
perkawinan tidak hanya berkisar pada pencatatan saja, namun juga mencakup hal-
hal lainnya yang berhubungan dengan prosedur pel aksanaan perkawinan. Menurut
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,
prosedur formil yang harus dilewati sebelum dilakukannya perkawinan adalah
adanya pemberitahuan akan kehendak dari para pihak untuk melakukan
perkawinan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap perkawinan yang akan
dilangsungkan, lalu setelah itu dilakukan tahap pengumuman kehendak untuk
melakukan perkawinan, dan setelah prosedur-prosedur tersebut dilewati maka
kemudian dapat dilangsungkan akad nikah.

Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan digjukan
kepada Pegabat Pencatat Nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama di wilayah
kecamatan tempat tinggal caon istri. Pemberitahuan dilakukan dengan
menyertakan dokumen-dokumen yang telah disyaratkan, beberapa diantaranya
adalah surat keterangan untuk menikah dari kepala desa/lurah, kutipan akta
kelahiran, persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua,
dan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan. Setelah pengajuan permohonan
untuk melangsungkan perkawinan, pihak Kantor Urusan Agama melakukan
pemeriksaan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut, apakah
memenuhi syarat-syarat perkawinan, dan apakah terdapat suatu halangan untuk
melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan, pihak Kantor Urusan Agama
kemudian memutuskan perkawinan boleh dilaksanakan atau tidak. Apabila dari
hasil pemeriksaan kemudian ditemukan bahwa syarat-syarat perkawinan
sebagaimana telah ditentukan tidak terpenuhi, atau ternyata terdapat halangan
menurut Hukum Islam bagi kedua caon mempela untuk melaksanakan suatu
perkawinan, maka kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak dan
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perkawinan tidak dapat dilaksanakan.”® Apabila ternyata setelah dilakukan
pemeriksaan, dan ternyata tidak terdapat suatu sSyaratpun yang tidak terpenuhi
untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak terdapat juga suatu halangan untuk
melakukan perkawinan, maka Kantor Urusan Agama kemudian mengumumkan
kehendak perkawinan tersebut. Kemudian apabila selama masa diumumkannya
kehendak melangsungkan perkawinan tersebut tidak terdapat seorangpun yang
mengajukan upaya pencegahan perkawinan, maka perkawinan kemudian
dilaksanakan. Pada saat akad nikah dilakukan, Pegawa Pencatat Nikah juga
menyaksikan ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wali. Hal
ini sgjalan dengan bunyi Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007
tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa akad nikah dilakukan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu, atau Pembantu Pegawal Pencatat
Nikah.?>®

4.3.1 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa kewenangan terkait dengan
pelaksanaan suatu perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam. Kewenangan
Kantor Urusan Agama yang utama dan merupakan suatu hal yang seringkali
dianggap oleh masyarakat awam menjadi satu-satunya kewenangan yang dimiliki
olen Kantor Urusan Agama dalam perkawinan adalah kewenangan untuk
melakukan pencatatan perkawinan. Kewenangan pencatatan perkawinan yang
dimiliki oleh Kantor Urusan Agama didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang
menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh
Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai
yang ditunjuk.”® Selain itu, pasal lain yang juga penting untuk dikemukakan
adalah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang

%8 | ndonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah,
Peraturan Menteri AgamaNo. 11 Tahun 2007, BN No. 5 Tahun 2007, Pasal 12 ayat 1.

%9 Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah,
Pasal 17.

%0 |ndonesia, Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, UU No. 22
Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1).
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menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.%%* Undang-Undang No. 23 Tahun
2006 tentang Administras Kependudukan juga menyatakan bahwa kewenangan
pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Isam yang melangsungkan
perkawinan dimiliki oleh Kantor Urusan Agama. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa kewajiban pencatatan nikah,
talak, ceral, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh
pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama?®® Menurut Peraturan Menteri
Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pejabat yang mel akukan
pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan perkawinan adalah Pegawai
Pencatat Nikah.?®® Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan
Agama yang dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah.***

Atas dasar-dasar yang telah disebutkan di atas, maka Kantor Urusan
Agama memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan yang dilangsungkan
antara penduduk yang beragama Islam. Apabila melihat pada kewenangan
pencatatan perkawinan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama, maka dapat
dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama tidak memiliki wewenang untuk
melakukan penolakan atas pencatatan perkawinan-perkawinan yang telah
dilangsungkan. Berdasarkan penetapan pengadilan negeri atas pergantian status
hukum dari laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki, maka apabila
orang yang bersangkutan ingin melakukan perkawinan dengan seseorang yang
memiliki jenis kelamin berlawanan dengan jenis kelamin yang ia telah miliki
sekarang, maka berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan pergantian
status kelaminnya sah, ia dapat melangsungkan perkawinan sebagai seorang laki-

%! | ndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050,
Pasal 2 ayat (1).

%2 |ndonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat (2).

%3 |ndonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah,
Pasal 2 ayat (1) dan (2).
%% |bid., Pasal 3 ayat 1.
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laki dan perempuan. Apabila hanya melihat pada aspek Negara, Penetapan
Pengadilan Negeri yang telah dikeluarkan, maka Kantor Urusan Agamartidak bisa
untuk tidak mematuhi penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Apabila Kantor
Urusan Agama hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan atas
perkawinan-perkawinan yang telah dilangsungkan, maka Kantor Urusan Agama
tidak memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas perkawinan yang akan
dilangsungkan oleh salah seorang yang dahulu merupakan seorang transeksual
yang pergantian status kelaminnya telah disahkan oleh Pengadilan Negeri.
Namun, kewenangan Kantor Urusan Agama tidak terbatas pada pencatatan
perkawinan sga, tetapi juga meliputi hal lainnya yang menyebabkan Kantor
Urusan Agama dapat melakukan penolakan atas perkawinan yang tidak dapat
dilangsungkan secara sah.

Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam melakukan penolakan terhadap
permohonan perkawinan yang apabila dilangsungkan akan menjadi suatu
perkawinan yang haram akan berdampak pada tidak dapat dilangsungkannya
perkawinan. Perkawinan dapat saja tetap dilangsungkan, namun Kantor Urusan
Agama kemudian tidak akan mengirimkan Penghulu atau perwakilan dari Kantor
Urusan Agama untuk melihat atau menyaksikan perkawinan tersebut, sehingga
perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, tidak akan diterbitkan buku nikah atas
perkawinan semacam itu. Oleh karena itu, apabila akan tetap dilangsungkan suatu
perkawinan, maka perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan di bawah
tangan. Perkawinan di bawah tangan tetap merupakan suatu perkawinan yang sah
menurut agama, namun apabila perkawinan tersebut pada dasarnya memang tidak
sah, tidak sesuai dengan syariat 1slam, maka perkawinan tersebut adal ah tidak sah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan transeksual yang
telah melakukan operasi penggantian kelamin secara tidak sah menurut Hukum
Islam tidak dapat dicatatkan sebagal suatu perkawinan yang sah, dan meskipun
dikenal suatu istilah perkawinan di bawah tangan yang tetap sah hukumnya secara
Islam, perkawinan transeksual tersebut tetap tidak dapat dinyatakan sebagai
perkawinan yang sah. Namun, keabsahan perkawinan semacam tersebut kembali
lagi kepada sah tidaknya transeksual tersebut dalam berganti kelamin. Oleh
karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk melakukan
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pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam terhadap calon-calon mempelai,

terutama calon mempela yang dahulu merupakan transeksual

4.3.2 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pemeriksaan terhadap

Perkawinan yang Akan Dilangsungkan

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Kantor Urusan Agama tidak sekedar
memiliki wewenang atas pencatatan perkawinan, namun juga memiliki
kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan
atau tidak. Kewenangan untuk mengizinkan atau menolak ini didasarkan pada
hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kantor Urusan Agama
terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan dari kedua mempelai, serta apakah
ada halangan, terutama dari segi agama atas perkawinan yang akan
dilangsungkan. Dengan demikian, maka Kantor Urusan Agama dapat melakukan
penolakan atas perkawinan yang dilarang oleh agama. Berdasarkan pembahasan
yang telah dibahas sebelumnya terkait pandangan Islam terhadap perkawinan
yang dilangsungkan antara seorang transeksual yang telah memperoleh keabsahan
atas pergantian statusnya dari Pengadilan Negeri, maka perkawinan semacam itu
pada dasarnya adalah tidak dapat dilangsungkan, atau dapat dinyatakan haram
untuk dilangsungkan karena akan menjadi suatu perkawinan sesama jenis.
Namun, keharaman dilangsungkannya perkawinan semacam itu dapat hilang
apabila ternyata didapati suatu fakta bahwa operasi yang telah dilangsungkan,
memang dilakukan atas dasar terdapat suatu kondisi biologis yang memang
menyatakan bahwa seseorang tersebut memang memiliki jenis kelamin yang
berbeda dari kondis fisk maupun organ genitalnya, jadi tidak hanya kondisi
psikologis semata. Apabila memang operasi penggantian kelamin dilakukan atas
dasar hal tersebut, maka perubahan statusnya dari perempuan ke laki-laki maupun
sebaliknya merupakan suatu penggantian status yang sah menurut Hukum Islam,
sehingga orang yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan dengan
lawan jenisnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa orang
dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekas Selatan, didapatkan

kesimpulan bahwa Kantor Urusan Agama mengikuti ketentuan syariat. Dengan
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telah dikeluarkannya Fatwa Maelis Ulama Indonesia terkait keharaman
dilakukannya operas penggantian kelamin, maka Kantor Urusan Agama
berpedoman pada fatwa yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya,
yakni tidak mengakui adanya perubahan status apabila perubahan status tersebut
tidak sesuai dengan kaidah Islam. Dengan didapatkannya kesimpulan tersebut,
maka dapat dinyatakan bahwa apabila Kantor Urusan Agama mengetahui bahwa
ada diantara para pihak yang mengajukan permohonan untuk melakukan suatu
perkawinan yang diharamkan, maka Kantor Urusan Agama akan melakukan
penolakan. Namun, diakui pula oleh salah seorang penghulu bahwa Kantor
Urusan Agama tidak sejauh itu melakukan tahap pemeriksaan. Hal ini berarti
bahwa apabila terdapat permohonan perkawinan, dan secara administratif
persyaratannya telah lengkap, dapat dilihat pada Kartu Tanda Penduduk masing-
masing pihak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka Kantor Urusan
Agama tidak akan memeriksa latar belakang dari para pihak, apakah para pihak
memiliki sgjarah operasi penggantian kelamin. Oleh karena tidak adanya proses
pemeriksaan segjauh itu, maka sepanjang persyaratan telah lengkap, perkawinan
dapat dilaksanakan. Namun, hal ini akan menjadi suatu hal yang berbeda apabila
pihak yang bersangkutan telah diketahui terlebih dahulu oleh pihak Kantor Urusan
Agama bahwa operasi penggantian kelamin yang dilakukannya melawan hukum
syariat. Apabila kondisinya seperti itu, maka Kantor Urusan Agama dapat
melakukan penolakan atas permohonan perkawinan yang digjukan sekalipun
Kartu Tanda Penduduk yang digukan oleh Pemohon telah berubah status
kelaminnya.?®

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Kantor
Urusan Agama dapat melakukan penolakan atas permohonan perkawinan yang
telah digjukan apabila Kantor Urusan Agama menemukan adanya suatu halangan
menurut Hukum Islam, daam hal ini adalah agpabila Kantor Urusan Agama
mendapati fakta bahwa salah seorang dari caon mempelai dahulu merupakan
transeksual yang telah melalui operasi penggantian kelamin secara tidak sah
menurut Hukum Islam, dan telah memperoleh keabsahan perubahan status dari

%5 \Wawancara langsung dengan pegawai Kantor Urusan Agama K ecamatan Bekasi
Selatan (nama dirahasiakan) padatanggal 5 April 2012 pukul 11.30.
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Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki tugas yang
lebih berat dalam melakukan pemeriksaan terhadap kedua calon mempela yang
akan melangsungkan perkawinan. Namun sekiranya tugas yang lebih berat ini
dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, tidak terjadi suatu
perkawinan yang sebenarnya diharamkan oleh Allah SWT.

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu organ pemerintah, oleh
karena itu apabila dilihat dari segi administratif, Kantor Urusan Agama memang
memiliki kewajiban untuk mematuhi Negara, terutama terkait dengan adanya
penetapan pengadilan, yang dalam hal ini juga merupakan suatu keputusan
Negara, yang menyatakan sahnya pergantian status kelamin seseorang. Namun,
Kantor Urusan Agama sekalipun memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan
Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama juga memiliki kewajiban untuk
menegakkan syariat 1slam di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan
penolakan atas permohonan perkawinan yang memiliki halangan menurut Hukum
Islam, salah satunya adalah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh seorang
yang dahulu merupakan transeksual yang telah menjalani operasi penggantian
kelamin secara tidak sah menurut Hukum Islam, walaupun Pengadilan Negeri
telah mengesahkannya.

Kewajiban Kantor Urusan Agama untuk mengedepankan Hukum Islam
dalam suatu perkawinan yang akan dilangsungkan antar umat beragama Islam
tidak hanya berdasar pada moral atau hukum agama Islam yang mewajibkan umat
beragamanya untuk mematuhi syariat Islam, namun juga bersumber dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Menteri
Agama Republik Indonesia No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
agama masing-masing. Bunyi pasa tersebut secara langsung menunjuk
keberlakuan Hukum Islam terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh
umat Ilam. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia haruslah
mengacu kepada hukum agama masing-masing, begitu pula dengan perkawinan
oleh umat Islam. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 15 Peraturan
Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan dengan tegas
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menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kedua calon mempelai dan
wali nikah mengenal ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut
Hukum Islam, dan apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa terdapat halangan
untuk menikah, maka kehendak perkawinan ditolak dan tidak dapat dil aksanakan,
serta Pegawal Pencatat Nikah dilarang untuk membantu melaksanakan dan
mencatat peristiwva pernikahan apabila mengetahui adanya pelanggaran dari
ketentuan/persyaratan pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjuk hukum
Islam sebagai hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, oleh karena itu
seharusnyatidak ada satu pun perkawinan yang dilangsungkan oleh umat I1slam di
Indonesia yang menyalahi ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan Kantor
Urusan Agama memang memiliki kewenangan untuk menolak perkawinan yang
akan dilangsungkan, apabila ternyata perkawinan tersebut haram untuk
dilangsungkan. Namun, penolakan tersebut haruslah didasari pemeriksaan terlebih
dahulu, jangan sampa Kantor Urusan Agama menghalang-halangi niat kedua
calon mempelai yang halal untuk menikah tanpa didasari suatu alasan apapun
yang sah. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama harus melakukan pemeriksaan
secara sungguh-sungguh. Akan lebih mudah bagi Kantor Urusan Agama apabila
kedua calon mempelai memang telah tinggal lama di dalam kecamatan wilayah
Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Namun tugas pemeriksaan akan lebih
sulit apabila dilakukan terhadap calon mempelai yang tidak tinggal sgjak lahir di
kecamatan tersebut, sehingga asal-usulnya kurang diketahui. Namun, kewajiban
Kantor Urusan Agama untuk tetap mengadakan pemeriksaan agar tidak terjadi
perkawinan yang diharamkan tetap ada. Salah satu cara yang mungkin dilakukan
adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua calon mempelai,
kepada kedua orang tua calon mempelai, kepada tetangga-tetangga kedua calon
mempelai, mungkin juga kepada dokter yang telah melakukan operas
penggantian kelamin terhadap transeksua yang bersangkutan untuk dapat menilai
apakah perubahan status kelamin telah sah secara Hukum Islam. Hal lain yang
dapat dilakukan juga adalah dengan memperhatikan gerak-gerik atau tingkah laku,
atau mungkin juga body language dari kedua calon mempelai. Kebanyakan dari
seorang transeksual, walaupun telah menjalani operasi penggantian kelamin,
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namun tetap sagja selamanya memiliki suatu kekhususan yang hanya dimiliki oleh
jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin.

Suatu contoh dapat diberikan yakni pada suatu percakapan melaui telepon
dengan seorang yang dahulu merupakan transeksual, Nia (hama samaran), telah
melakukan operasi penggantian kelamin dan telah memperoleh keabsahan dari
Pengadilan Negeri akan perubahan status kelaminnya, dari laki-laki menjadi
perempuan. Namun melihat pada percakapan yang terjadi berdasarkan pandangan
subjektif, Nia terlihat masth memiliki sifat kelaki-lakian dalam cara berbicara,
cenderung kasar, berbicara dengan keras dan emos tidak terkontrol, serta
cenderung membentak.”®® Percakapan lain juga telah dilakukan terhadap Rio
(nama samaran) yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dari
perempuan ke laki-laki. Rio memiliki fitur suara cenderung lembut dan sabar
layaknya seorang ibu, suatu hal yang cukup berbeda dengan percakapan
sebelumnya dengan Nia.?®” Pada saat melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri
Batang, Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan atas pergantian status
Nia, salah seorang PNS dari Pengadilan Negeri Batang juga menyatakan bahwa
Nia walaupun cantik dan telah menjalani operasi penggantian kelamin, namun
postur badan sebagai laki-lakinya tidak dapat dihilangkan, Nia masih memiliki
dada yang bidang, bahu yang lebar, punggung yang tegap, layaknya seorang |aki-
| aki .2%®

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama sekiranya juga dapat melakukan
pembacaan terhadap perilaku maupun postur tubuh dari kedua calon mempelai
sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa wawancara terhadap pihak-
pihak terkait. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sekiranya
jangan dipandang sebagal suatu upaya untuk menghal ang-halangi terjadinya suatu
perkawinan, namun dipandang sebagai suatu upaya mulia untuk menegakkan

syariat Islam di Indonesia, agar kemudaratan-kemudaratan tidak semakin banyak

%6 \Wawancara melalui telepon dengan Nia(nama samaran) pada tanggal 14 November
2011 pukul 16.00.

%7 \Wawancara melalui telepon dengan Rio(nama samaran) pada tanggal 22 Februari
2012 pukul 14.35.

268 \\awancara langsung dengan pegawai Pengadilan Negeri Batang(nama dirahasiakan)
pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 13.20.
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terjadi. Pada kesimpulannya, pemeriksaan Kantor Urusan Agama atas kondisi
kedua caon mempelai, terutama apabila calon mempela dahulu merupakan
transeksual, sangat diperlukan. Pemeriksaan sebaiknya difokuskan pada apakah
operas penggantian kelamin yang telah dilakukan merupakan tindakan yang
diperbolehkan di dalam Hukum Islam, apakah memang perubahan status kelamin
tersebut telah sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Hukum Islam.
Apabila pada faktanya didapati bahwa transeksual tersebut memang memiliki
kelainan secara biologis, misanya kromosom yang memang merupakan
kromoson jenis kelamin lain, maka perubahan status kelamin dapat
diperbolehkan, begitu juga dengan perkawinan yang akan dilangsungkannya
dengan seseorang berjenis kelamin berbeda dengan jenis kelaminnya setelah ia
melakukan operasi. Namun, apabila pada faktanya didapati bahwa tidak
ditemukan adanya suatu kelainan biologis, melainkan hanya persoalan psikologis,
maka perubahan status kelamin, meskipun telah dinyatakan sah oleh Pengadilan
Negeri, tetap tidak dapat dipandang sah oleh Hukum Islam. Oleh karenaitu, orang
yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang
berlawanan jenis kelamin dengannya setelah dilakukan pengesahan Pengadilan
Negeri, sehingga Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk menolak

permohonan perkawinan semacam itul.

4.4  Analisis Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg tentang Pergantian
Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Batang
441 KasusPosis
Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg beris penetapan atas permohonan
perubahan status kelamin atas AW (inisia) berjenis kelamin laki-laki menjadi
NIA (inisia), berjenis kelamin perempuan. Permohonan ini digjukan pada tanggal
29 November 2009 setelah AW menjalani operasi penggantian kelamin pada
tanggal 20 Januari 2005 di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. AW lahir pada
tanggal 14 Agustus 1979 sebagai seorang laki-laki. Diketahui dari kesaksian ayah
dan ibu dari pemohon, pemohon telah mulai berperilaku menyimpang seperti
perempuan sgjak balita. Penyimpangan perilaku mulai terlihat setelah pemohon
berpakaian seperti seorang perempuan pada masa SMA. Berdasarkan keterangan
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dari dokter yang didengar oleh ayah dari pemohon, pemohon memiliki kromosom
perempuan yang lebih dominan. Berdasarkan kesaksian dari dr. DG (inisia) yang
sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AW pada tahun 2009,
didapatkan keterangan bahwa AW memiliki lubang kelamin seperti seorang
perempuan namun tanpa bibir labirin. Namun, dr. DG tidak melakukan
pemeriksaan organ kelamin dalam, dan ia berpendapat bahwa bisa sgja terjadi
suatu kondisi dimana kromosom perempuannya lebih dominan dibanding
kromosom laki-laki, dan jika seseorang telah berhasil melakukan suatu operasi
penggantian kelamin, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut memang layak.
Berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saks yang hadir di persidangan,
Pengadilan Negeri Batang memutuskan untuk mengesahkan perubahan status
kelamin AW dari laki-laki menjadi perempuan dan mengesahkan penggantian
nama AW menjadi NIA.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah
sebagal berikut:
a. Hadirnyasaksi-saksi di dalam persidangan, seperti:

1) lbu dari pemohon yang menyatakan bahwa pemohon sudah sgjak balita
berperilaku menyimpang, alat kelamin pemohon berukuran lebih kecil dari
ukuran normal, dan pemohon sudah segjak SMA berpakai an perempuan.

2) Ayah dari pemohon yang menyatakan pemohon berperilaku seperti
perempuan sejak balita, alat kelamin pemohon juga tidak sebesar ukuran
normal, pada saat SMP lebih banyak memiliki teman perempuan, dan pada
saat SMA mula memakai pakaian perempuan. Pemohon mulai
memeriksakan diri ke RSUD Karyadi Semarang setelah dewasa, pada
tahun 2001 melakukan operasi pembesaran payudara, lalu pada tahun 2005
menjaani operas penggantian kelamin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
Saks mengaku mendengar dari dokter bahwa kromosom perempuan
pemohon memang lebih besar, namun yang disayangkan tidak jelas dokter
manakah yang dimaksud ayah pemohon.

3) Teman pemohon yang mengaku mengena pemohon lebih dari setahun
dengan nama wanita dan sebagai perempuan karena penampilan fisiknya

dan perilakunya.
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4) Dr. DG, berpraktek di RSUD Batang yang menyatakan telah melakukan
pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2009 dan menyatakan bahwa organ
kelamin pemohon adalah organ kelamin perempuan namun dr. DG tidak
melakukan pemeriksaan terhadap organ dalam. Dr. DG menyatakan bahwa
jika seseorang telah dapat melakukan operasi perubahan kelamin maka
dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah dapat dikatakan layak
melakukan perubahan kelamin, dan dapat sgja terjadi suatu kondisi dimana
kromosom perempuan lebih berkembang dalam tubuh seorang laki-laki
dibanding kromosom laki-lakinya.

. Telah dilakukan operasi perubahan kelamin terhadap diri pemohon pada

tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dan pemohon

membutuhkan pengesahan hukum terhadap perubahan kelamin yang
dilakukannya agar dapat dilakukan perubahan pada identitas data
kependudukannya.

Berdasarkan kesaksian dari dr. DG, pemohon dengan aat kelamin barunya

dimungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, yang diperkuat oleh

keterangan pemohon sendiri bahwa pemohon pernah melakukan hubungan
seksual menggunakan alat kelamin barunya dan mencapai kenikmatan.

. Dengan telah dilakukannya operasi tersebut, maka terdapat perbedaan antara

keadaan fisik pemohon yang sebenarnya dengan data kependudukan

pemohon.

Perubahan status kelamin sampal saat ini belum ada pengaturannya dalam

hukum, namun terdapat beberapa keadaan di masyarakat, salah satu contohnya

pada diri pemohon, bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas khususnya
terkait jenis kelamin dengan keadaan fisik seseorang, sehingga menimbulkan
suatu kekosongan hukum.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Udnang No. 4 tahun 2004 tentang K ekuasaan

Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara

yang telah digjukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

melainkan wajib memeriksa dan mengadili.

. Terdapat beberapa individu yang menderita suatu kelainan biologis dalam

tubunya, sebagaimana diterangkan oleh dr. DG, sehingga memiliki
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kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yang tidak sebagaimana
mestinya bukan karena faktor lingkungan atau kebiasaan namun dorongan
biologis dalam tubuhnya.

. Untuk dapat melakukan operasi penggantian kelamin tidaklah mudah, namun
harus menempuh beberapa prosedur, dan lkatan Dokter Indonesia telah
memiliki standar tertentu dimana orang yang ingin melakukan operasi
penggantian kelamin harus melalui beberapa tes, dan pemohon telah
dinyatakan layak untuk dilakukan operasi penggantian kelamin pada dirinya.

K eberadaan golongan transeksual seperti pemohon tidak dapat dipungkiri dan
juga merupakan Warga Negara | ndonesia yang hak-haknya dijamin oleh UUD
1945, yang secara khusus dijabarkan oleh Pasal 281 angka (1) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak
asasl manusia yang tidak dapat dikurangi. Hal tersebut lebih lanjut diatur
dalam Pasal 21 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasl Manusia, yang menyatakan bahwa hak setigp orang atas keutuhan
dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan
hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya, oleh
sebab itu pemohon memiliki hak untuk dilindungi akan keadaan dirinya.

Telah beberapa kali dilakukan pengakuan keberadaan orang-orang seperti
pemohon oleh Negaramelalui penetapan hakim.

. Sebagian masyarakat saat ini telah dapat menerima keberadaan golongan
transeksual seperti pemohon, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian
besar masyarakat masih menganggap perubahan kelamin sebagal sesuatu yang
melawan kodrat. Namun, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan dapat
dimaklumi, namun bukan merupakan aasan bagi Negara untuk tidak
mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh UUD 1945. Negara harus
dapat memberikan keadilan pada setiap individu termasuk Pemohon.

Daam pencatatan kependudukan hanya dikenal dua jenis kelamin, laki-laki
dan perempuan, oleh karena itu harus ditentukan pemohon masuk di golongan
yang mana.

. Dengan berhasilnya operasi penggantian kelamin, berdasarkan keterangan dr.
DG yang membenarkan bahwa organ kelamin pemohon adalah organ kelamin
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perempuan dimana terdapat lubang vagina dan telah dimungkinkan
dilakukannya hubungan seks melalui alat kelamin barunya oleh pemohon, dan
berdasarkan penampilan pemohon selama persidangan yang berperilaku dan
berpenampilan sebagai perempuan dan tidak ditemukan tanda-tanda kelaki-
lakian dalam diri pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Batang
memandang telah cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa perubahan
kelamin pada pemohon adalah sah menurut hukum dan jenis kelamin

pemohon adlaah perempuan sejak operasi ganti kelamin berhasil dilakukan.

4.4.2 Analisisterhadap Penetapan Pengadilan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg.

Berdasarkan kasus diatas sebagaimana tercantum dalam isi Penetapan No.
19/Pdt.P/2009/PN.Btg, maka dapat dinyatakan bahwa saksi yang digukan dalam
persidangan kurang kuat. Seharusnya salah satu dari tim dokter yang melakukan
operasi penggantian kelamin pada AW turut menjadi saks dalam persidangan,
agar dapat lebih dipastikan penyebab dari AW melakukan operasi penggantian
kelamin, apakah sekedar masalah psikologis belaka, ataukah ada latar belakang
kondis fisik yang lain. Satu-satunya dokter yang hadir dalam persidangan adalah
dokter yang berasal dari RSUD Batang, dan bukan dokter yang pada tahun 2005
ikut memeriksa kondisi AW sebelum AW melakukan operasi. Pertemuan dr. DG
dengan AW baru terjadi pada tahun 2009, dimana AW telah merubah aat
kelaminnya melalui operasi di tahun 2005.

Operas penggantian kelamin dapat dikategorikan sebagal operasi bedah
plastik. Suatu operasi bedah plastik memungkinkan dibentuknya suatu vagina
buatan pada pasien yang berganti kelamin. Kesaksian dr. DG yang melakukan
pemeriksaan terhadap AW setelah dilakukannya operasi kurang kuat, dengan
alasan pertama, bisa sgja lubang vagina yang ialihat pada AW merupakan lubang
buatan yang sebelumnya telah dibentuk melalui operasi. Alasan kedua, dr. DG
tidak melakukan pemeriksaan lanjutan atas organ kelamin dalam AW, sehingga
tidak dapat dipastikan bahwa AW memiliki rahim sebagai organ kelamin dalam
atau tidak. Alasan ketiga, pendapat dr. DG yang menyatakan bahwa bisa sga
terjadi kondis dimana kromosom perempuan lebih dominan dibanding laki-laki,
pendapat tersebut tidak berdasarkan pemeriksaan sendiri oleh dr. DG atas

Universitas Indonesia

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



112

kromosom AW, dalam arti bahwa belum tentu ia merujuk pada kondisi pemohon
sendiri, sehingga kesimpulannya ia berpendapat seperti itu berdasarkan teori yang
ada, bukan berdasar pemeriksaan terhadap AW. Keterangan-keterangan saksi di
dalam persidangan yang menyatakan kromosom perempuan pada diri AW lebih
besar disbanding kromosom laki-lakinya hanyalah berasal dari keterangan
pemohon sendiri, dan kesaksian ayah pemohon yang mengaku mendengar dari
dokter. Dokter yang dimaksud oleh ayah pemohon juga tidak jelas identitasnya.
Ketidakhadiran dokter yang menangani AW pada ssat operasi penggantian
kelamin menyebabkan kurang kuatnya kesaksian yang digukan di persidangan,
sehingga menimbulkan keraguan akan penyebab dilakukannya operasi
penggantian kelamin pada AW.

Keragu-raguan akan penyebab dilakukannya operasi penggantian kelamin
tersebut di daam Islam dapat dikategorikan sebagai suatu perkara syubhat,
perkara yang tidak jelas akan kehaldan maupun keharamannya. Rasulullah
shallallahu *alaihi wa sallam bersabda, “Maka siapa yang menghindari syubhat itu
berarti dia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya®.?* Dr.
Abdullah Azzam dalam bukunya Tarbiyah Jihadiyah menyatakan bahwa jika
perkara tersebut masih engkau ragukan antara kebaikan dan keburukan, maka
tinggalkanlah sesuatu yang engkau ragu kepada sesuatu yang tidak engkau
ragukan.?” Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, maka penulis berpendapat
bahwa pergantian status kelamin AW tidak sah menurut Hukum Islam. Apabila
pada persidangan berhasil dihadirkan saksi dokter yang menangani AW pada saat
operas dan dinyatakan oleh dokter tersebut bahwa AW memiliki kromosom
perempuan yang lebih dominan dibanding kromosom laki-lakinya dan gejala-
ggjaa biologis lainnya yang mendukung dilakukannya operasi penggantian
kelamin, maka AW dapat sgja dinyatakan sah telah berganti kelamin menurut
Hukum Islam. Namun, dikarenakan bukti-bukti dipersidangan kurang menunjang,

oleh karena itu terjadi keraguan, maka berdasar pada garan Islam untuk

%89 http://majal ahsakinah.com/2011/09/antara-hal al -haram-ada-syubhat/, diunduh pada
tanggal 15 Juni 2012 pukul 22.08.

210 http://www.shoutussal am.com/read/rest-area/12590/sabar-dan-yakin-adal ah-penawar-
syahwat-syubhat/, diunduh padatanggal 15 Juni 2012 pukul 22.39.

Universitas Indonesia

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



113

menghindari keragu-raguan, dan juga berdasar pada salah satu pertimbangan
Magelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUl No. 03/MUNAS-VIII/MUI1/2010
yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan
daripada mengambil kemaslahatan®”*, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan
status kelamin AW sebaiknya tidak disahkan, dan operasi penggantian kelamin
yang telah dilakukan adalah haram.

Dengan demikian, AW yang telah berganti nama menjadi NIA dan secara
fisk telah berubah menjadi perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan
dengan laki-laki. Operasi penggantian kelamin yang telah dijalani NIA hukumnya
adalah haram dan oleh sebab itu maka kedudukan hukum jenis kelamin secara
Islam NIA tidak berubah, tetap |aki-laki, wal aupun oleh Negara melalui penetapan
pengadilan telah dianggap sebagai seorang laki-laki. Hukum perkawinan di
Indonesia secara tidak langsung menunjuk keberlakuan hukum agama masing-
masing, dan dalam kasus NIA, Hukum Islam. Sehingga, ketentuan-ketentuan yang
berlaku bagi NIA adalah Hukum Perkawinan Islam yang berdasarkan pada
Hukum Islam. Secara Islam NIA tetap berjenis kelamin laki-laki, sehingga ia
tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Kantor Urusan Agama selain memiliki kewenangan untuk mencatatkan
perkawinan, juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
perkawinan, memeriksa apakah terdapat |arangan untuk menikah menurut Hukum
Islam. Kewenangan ini didapatkan berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 12
ayat (1) jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang
Pencatatan Perkawinan yang dengan tegas menyatakan bahwa pemeriksaan
dilakukan terhadap kedua calon mempela dan wali nikah mengenai ada atau tidak
adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, dan apabila kemudian
dapat dibuktikan bahwa terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak
perkawinan ditolak dan tidak dapat dilaksanakan, serta Pegawa Pencatat Nikah
dilarang untuk membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa pernikahan
apabila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.
Peraturan Menteri Agama sebagai peraturan menteri tidak termasuk dalam

hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12

271

Majelis Ulama Indonesia, op. cit., him. 570.
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan®’?, namun
daam Pasal 8 dinyatakan bahwa peraturan menteri dapat diakui sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun
dibentuk berdasarkan kewenangan. Merujuk pada tulisan Maria Farida Indrati
dalam Ilmu Perundang-undangan 1, dinyatakan bahwa tidak semua Menteri
mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-
undangan, oleh karena Menteri Koordinator dan Menteri Negara tidak merupakan
lembaga-lembaga pemerintah dalam perundang-undangan. Menteri yang dapat
membentuk peraturan yang mengikat umum adalah hanya Menteri Departemen,
sedangkan Menteri Koordinator dan Menteri Negara hanya dapat membuat
peraturan yang bersifat intern.””®> Menteri Agama adalah Menteri Departemen,
olen karena itu Menteri Agama memiliki kewenangan untuk membentuk
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Agama No.
11 Tahun 2007 adalah peraturan perundang-undangan dan keberlakuannya diakui
sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Sekalipun peraturan tersebut bukan
merupakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama akan tetap
berlaku internal. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban
untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama
No. 11 Tahun 2007, saah satunya adalah untuk memeriksa perkawinan yang akan
dilangsungkan, dan menolak apabila didapati halangan untuk melangsungkan
perkawinan menurut Hukum Islam. Terhadap kasus NIA, apabila NIA ingin
melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka Kantor Urusan Agama
memiliki kewenangan untuk menolak permohonan perkawinan tersebut.

Terkait peran agama dalam perubahan status kelamin seseorang,
sebenarnya agama memiliki peran yang cukup penting dalam keabsahan
perubahan status tersebut. Dalam penetapan pengadilan bagi perubahan status
kelamin untuk pertama kalinya di Indonesia, yakni Vivian Rubiyanti melalui
Penetapan No. 546/Pdt.P/1973, dapat terlihat pentingnya unsur agama dalam
penetapan perubahan status tersebut. Vivian adalah seorang umat beragama

*’? |ndonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7 ayat (1).

3 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 1, (Y ogyakarta: Penerbit Kanisius,
2007), him. 106,
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Kristen, dan pada saat persidangan, saksi yang dipanggil adalah seorang dari
pihak gerga yang menyatakan bahwa pihak gergja tidak berkeberatan dalam
perubahan status kelamin yang pada saat itu akan dilakukan Vivian. Dari
kesaksian ahli agama, dalam hal tersebut agama Kristen yang membolehkan
perubahan status tersebut, maka Vivian selain telah sah secara administratif
Negara, juga telah sah secara agama. Oleh karena itu, keterkaitan antara agama
dan penetapan perubahan status seharusnya terkait erat agar perubahan status
dapat sah juga secara agama.

Dalam Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg, tidak dapat ditemukan
satupun pertimbangan hakim yang terkait dengan agama yang bersangkutan,
yakni agama Islam, yang mana hal ini penulis ketahui dari wawancara pribadi
dengan pemohon. Oleh karena itu, seharusnya untuk lebih memperkuat
pengesahan status kelamin pemohon, didatangkan saksi dari wakil ulama yang
dapat membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan NIA dibenarkan oleh Islam,
sehingga perubahan statusnya jelas sah menurut Hukum Islam. Namun
dikarenakan tidak terdapatnya unsur agama dalam penetapan yang bersangkutan,
maka pertimbangan akan unsur agama dalam persidangan dirasakan kurang,
sehingga terjadi keragu-raguan akan sahnya perubahan status kelamin menurut
Hukum Islam. Dan dengan tidak kuatnya kesaksian dari dokter, yakni tidak ada
pernyataan yang menyatakan bahwa NIA melakukan operasi penggantian kelamin
dikarenakan kondisi biologis, maka perubahan status kelamin NIA tidak dapat
dipandang sah menurut Hukum Islam.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tindakan operasi penggantian kelamin merupakan ha yang pada dasarnya
diharamkan dalam Islam. Namun, boleh dilakukan apabila kondis
transeksual tersebut memang mengalami kelainan biologis, kelainan yang
berada di luar kuasa manusia. Namun diluar itu, operasi penggantian kelamin
tetap merupakan suatu hal yang haram hukumnya bagi seseorang yang tidak
memiliki kelainan bawaan dan hanya memiliki masalah psikologis.

2. Hukum Islam pada dasarnya tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan
antara seorang transeksual yang telah diubah statusnya oleh Pengadilan Negeri
apabila yang bersangkutan ingin menikah dengan orang berjenis kelamin lain
dengan jenis kelamin fisiknya setelah operasi penggantian kelamin. Namun,
terdapat pengecualian apabila operas yang telah dijalani hukumnya boleh
dalam Hukum Islam. Apabila demikian kondisinya, seorang transeksual dapat
mel akukan perkawinan.

3. Kewenangan Kantor Urusan Agama yang utama terkait permasalahan ini
adalah kewenangan dalam memeriksa apakah terdapat suatu halangan untuk
melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam. Kewenangan ini
menimbulkan kewenangan untuk menolak dilangsungkannya perkawinan
apabilaterdapat hal yang bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu,
apabila perubahan yang telah dilakukan diharamkan, KUA dapat menolak
permohonan perkawinan tersebut. Namun, apabila perubahan kelamin
diperbolenkan dalam Islam, KUA tidak memiliki kewenangan untuk
menghalang-halangi perkawinan tersebut.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat digjukan saran-saran sebagai

berikut:

1. Dibentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri, salah
satunya seperti Peraturan Menteri K esehatan yang mengatur mengenai syarat-
syarat untuk dapat dilakukannya operasi penggantian kelamin, pelaksanaan
operas penggantian kelamin, serta akibat-akibat hukumnya agar terdapat
kejelasan dalam pel aksanaannya. Regulasi tersebut hendaknya memperhatikan
segala aspek, termasuk aspek agama, hukum, dan medis. Regulasi tersebut
juga hendaknya melarang dilakukannya operasi penggantian kelamin apabila
tidak ditemukan kelainan biologis, terutama bagi umat 1slam.

2. Dilakukan suatu pemeriksaan berupa wawancara terhadap lingkungan sekitar
kedua calon mempelai oleh Kantor Urusan Agama terkait identitas dari para
pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Apabila didapati kenyataan
bahwa pernah terjadi operasi penggantian kelamin, maka wawancara
dilanjutkan terhadap dokter yang bertanggung jawab dalam operas
penggantian kelamin untuk memastikan agar tidak terjadi suatu perkawinan
yang diharamkan oleh Islam. Apabila wawancara dirasakan berat, maka calon
mempelai dapat menyerahkan surat keterangan dokter yang melakukan
operasi penggantian kelamin yang menyatakan bahwa operasi dilakukan
berdasar pada adanya kelanan kelamin bawaan pada pasien yang
bersangkutan.

3. Daam proses pengajuan permohonan untuk melakukan perkawinan kepada
Kantor Urusan Agama, apabila calon mempelai ternyata dahulu merupakan
transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dan telah
ditetapkan sah perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri, maka dapat
didatangkan ahli agama, seperti ulama yang dapat membenarkan telah sahnya
perubahan status yang bersangkutan, sehingga kedudukan hukum jenis
kelamin yang bersangkutan juga telah berubah. Dengan adanya rekomendasi
tersebut, maka kedudukan hukum jenis kelamin yang bersangkutan menjadi

jelas, sehingga apabilaiaternyata telah sah berubah dilihat dari sudut pandang

Universitas Indonesia

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



118

Agama Islam, maka Kantor Urusan Agama tidak memiliki alasan lagi untuk

menolak permohonan perkawinan tersebut.
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PERATURAN MENTER!I AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
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TENTANG
PENCATATAN NIKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata
pemerintahan dan  peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan
Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan
Nikah;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1854 tentang
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh
Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran
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Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan ...
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BAB I,
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

© N o

9.

10.
11.

M

(@)
(3)

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi
Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor
Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah
kecamatan.

Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas
kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

Penghulu adalah pejabat . fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut
agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang
diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu
tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.
Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
Buku nikah adalah kutipan akta nikah.

Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat
pendaftaran putusan cerai talak.

Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat
pendaftaran putusan cerai gugat.

Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

BAB li
PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 2
Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang
melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa
nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan
perkawinan.
PPN dijabat oleh Kepala KUA.
Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah,

akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Pasal 3 ...
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(1)

()

(3)

Pasal 3

PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangangkatan,
pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat
keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala
KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi
urusan agama lIslam.

Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepaia desa/lurah di
wilayah kerjanya.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

(1)

(2)

BAB Il
PEMBERITAHUAN KEHENDAK MENIKAH

Pasal 5

Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah
kecamatan tempat tinggal calon isteri.

-Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir

Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. surat keterangan untuk nikah dari kepala desa /lurah atau nama lainnya,;

b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul
calon mempelai dari kepala desal/lurah atau nama lainnya;

c. persetujuan kedua calon mempelai;

d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat
setingkat;

e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia
21 tahun;

f. izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana
dimaksud huruf e di atas tidak ada;

g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19
tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;

h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;

i. putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari
seorang;

__j- Kutipan ...
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j- Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang
perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala
desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;

[. lzin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara
asing.

(3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti
dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.

(4) Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | berbahasa
asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

BAB IV
PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH

Pasal 6
Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Pasal 7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,
harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat
dispensasi dari pengadilan.

BAB V
PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 9

(1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai
ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah,
ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
calon isteri, calon suami dan wali nikah.

(3) Apabila ...
5
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(3) Apabila calon suami, calon isteri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis
maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.

(4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap,
helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan
helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah
kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan
oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.

(2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan
terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan
hasil pemeriksaan kepada PPN di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan
persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN
harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

BAB VI
PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 12

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat
halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat
dilaksanakan.

(2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

(3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat.

(4) Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat
dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut
dilaksanakan.

BAB Vi ...
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(1

(2)

)

(1

BAB Vii
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 13

Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.

Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA
kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa
tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
selama 10 (sepuluh) hari.

BAB Vil
PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau
pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang

memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya
pernikahan.

Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan
akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila :

1.

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;

2. mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

(1)

BAB IX
AKAD NIKAH
Pasal 16

Akad Nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 berakhir.

(2) Peﬁgecualian
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M

(2)

M
@)

®)

4)

©)

Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari
camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 17

Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari
wilayah tempat tinggal calon isteri.

Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN
wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

Syarat wali nasab adalah:

laki-laki;

beragama Islam;

baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
berakal;

merdeka; dan

dapat berlaku adil.

"0 00T

Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN,
Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak
mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau
adhal.

Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
pengadilan.

Pasal 19

Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
a. laki-laki;
b. beragama Islam; .
c. baligh ...
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©)

@)

3

(@)

(1)
()

baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
berakal;
merdeka; dan

dapat berlaku adil.

- e o0

PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 20
Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.

Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan
kepada orang lain.

Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. memenuhi syarat sebagaimana berikut:
1. laki-laki;
beragama Islam;
baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
berakal;
merdeka; dan
6. dapat berlaku adil.

b. surat kuasa yang disahkan olen PPN atau Kantor Perwakilan Republik
Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

a b~ 0N

Pasal 21

Akad Nikah dilaksanakan di KUA.

Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat
dilaksanakan di luar KUA.

Pasal 22
Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.

Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian ...
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(1

)
4)

(1)

(2)

Perjanjian_ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai
cukup, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-
kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:

a. dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
b. satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23
Suami dapat menyatakan sigat taklik.
Sigat taklik dianggap sah épabila ditandatangani oleh suami.
Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.

Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut
kembali.

Pasal 24

Dalam hal suami mewakilkan gabulnya kepada orang lain, pembacaan dan
penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan
PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.

Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat talik, istri
dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat talik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah.

(1)

BAB X
PENCATATAN NIKAH

Pasal 26

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.

“(2) Akta ...
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(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.

(3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan
Pengadilan.

(4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di
wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27

(1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.

(2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah
selesai dilaksanakan.

BAB Xl
PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA
DI LUAR NEGERI

Pasal 28

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor
182/0T/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara
Indonesia di Luar Negeri.

BAB Xl
PENCATATAN RUJUK
Pasal 29

(1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN
secara tertulis dengan dilengkapi akta ceraiftalak.

(2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.

(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu
PPN.

(4) PPN ..
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(3)

)

(3)

PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami,
istri, saksi-saksi, dan PPN.

Pasal 30

Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala
KUA sebagai PPN.

Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta
rujuk disahkan.

KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan
buku nikah.

BAB Xl
PENDAFTARAN CERAI TALAK
DAN CERAI GUGAT

Pasal 31

Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal
istri berkewajiban mendaftar/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku
pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah
yang bersangkutan.

Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tempat dan
tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan
pengadilan.

Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA
sebagai PPN.

BAB XIV
SARANA

Pasal 32

Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta
Rujuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

(2) Blangko ...
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(2)

@)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen
Agama dalam hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.

Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam
proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk, selain yang dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan
agama lIslam.

Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor
wilayah Departemen Agama provinsi.

| BAB XV
TATACARA PENULISAN
Pasal 33

Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan
pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan dengan huruf balok
dan menggunakan tinta hitam.

Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
menggunakan mesin ketik atau komputer.

Pasal 34

Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak
menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya
dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.

Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan
kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

BAB XVI
PENERBITAN DUPLIKAT

Pasal 35

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta
rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan
kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

BAB XVII ...
13
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(1)

(2)

3)

(1)

(2)

BAB XVii
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 36

PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai
apabila orang tersebut telah menikah lagi.

Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat,
tanggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh
Kepala KUA.

Apabila perceraiannya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan
pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan
pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

Pasal 37

Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta
nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: nama, tempat, tanggal dan
nomor buku nikah serta dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.

Apabila pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, PPN yang melakukan
pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN
tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

BAB XVl
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 38

Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai
dan/atau rujuk.

Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA
dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

(3) Jika ...
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(3)

(2)

)

(5)

Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar
kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA
melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama
kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh Kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan
kepolisian setempat.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 39

Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadép pelaksanaan tugas
Penghulu dan Pembantu PPN.

Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik
kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota

Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke
KUA.

Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.

Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan
kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XX
SANKSI

Pasal 40

(1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

(2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB XXI ...
15
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan
pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tapggal 25 Juni 2007

»MENT Rl AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHXN\QP l* BASYUNl

an di Jakarta
% | 25 Juni 2007

UKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

\&Egml MA'IZTALATTA
ERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan
pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tangyal 25 Juni 2007

»M

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2007
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

S —

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5
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PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT

KELAMIN
A

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUT VIII pada tan
13-16 Syaban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG: a  bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul pral
penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki mer
perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status j
kelamin baru tersebut disahkan pengadilan;

b. bahwa di tengah masyarakat juga muncul pra
penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang 3
memiliki kelainan, misalnya seorang khuntsa yang fu
alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebalik
dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi ¢
menyempurnakan alat kelamin tersebut;

c. bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertan
di tengah masyarakat tentang hukum-hukum terkait de
masalah sebagaimana dimaksud pada poin a, dan b;

.d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b.
¢, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indc:
memandang perlu menetapkan fatwa tentang perub
dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman.
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MENGINGAT:

568

1.

Firman Allah SWT:

E"‘V‘?J ,Ju\'i i_;l; uéz:.,.-..b .:‘-13.:_’,: Ny m“jj F—G—Jﬁ"‘iﬂ

s s g

.1.::_941” \_)}J L}Ju_]g,_....”bwun} mld:—\__)ﬁb

@ Gt Bod 5
“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka,
dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada
mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga
binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya,
dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah),
lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa
yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah,

maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

{QS. An-Nisa’ [4]: 119)

U5 A:IL,laJl_].._x:s\,} T SO0 gk AT St

Bpalss ¥ PN AL < 505 20 2 00
“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan
pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum
[30]: 30)

_,.h_’i_‘...’:- Uig_t;-"‘-‘-’j #Fﬁ}ulﬁﬁulwﬁj

e BT B R A TR LR

- “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 3meh}iukgf sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang
kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

Eas g wm - ger o FLTEUE 2 i g el e
baido (35 4 B Jagg Gz 1ya)sS of (oud a5aa 57 ol
“Kemudian bila kamu tidak me'n}'iul_cai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
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HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan
yang banyak” (QS. An-Nisa [4]: 19)

. ‘,f -

558 5
“Maka tatkala istri ‘Imran melahirkan anaknya, dia pun
berkata: Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui
apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah
seperti anak perempuan.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 36)
il o5l AT Je 14518 N5 saally i o 15055
Le

€ o Jpus &1 5 A
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
(QS. Al-Maidah [5]: 2)

Hadis Nabi SAW:

et dl g Sl B o) (B e W iy 3 o M o8
(o oy ) i gl el Gl ol 5 Slaazl
Dari Abdullah ibn Masud RA, ia berkata: “Allah SW'T
melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato
dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut,
serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan
bagus, yang merubah ciptaan Allah.” (HR. al-Bukhari)

o Ol B Jgey o 1 J6 L PSR
Ao el 5 badiolyy) Jbr Justdl e Sl sl Je

(2omba ot g sda
Dari Abdillah ibn Abbas RA ia berkata: “Rasulullah SAW
melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan
perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan

(5

(6

d

2
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MEMPERHATTKAN:

570

diri dengan laki-laki” (HR. al-Bukhari, Abu Dawud,
at-Turmudzi dan Ibn Majah)

Qa’idah:

Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan
terhadap sarana-sarananya.

Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ilat.

e S 1 Bl ) il s
Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka
yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling
ringan.

(FieeX
Dharar itu harus dihilangkan.
ol JIE Y A

Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan :

dharar.
C[L'.a.ﬂl B e fr T

Mencegah wmafsadat (kerusakan) lebih didahulukan
daripada mengambil kemaslahatan.

1. Fatwa MUI pada Musyawarah _Nasidnai II tanggal 1 Juni
1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.
2. Fatwa MUI Tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan

3

Waria.

Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI

tanggal 27 Juli 2010.
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGANTIAN DANPENYEMPURNAAN

JENIS KELAMIN

Ketentuan Hukum

A.

1,

Penggantian Alat Kelamin

Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang
dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya
haram.

Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.

Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat
kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi
hukum syar’i terkait penggantian tersebut.

Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti
kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti

- sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan

pengadilan.

Penyempurnaan Alat Kelamin

Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin
laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan
alat kelamin hukumnya boleh.

Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud
pada poin 1 hukumnya boleh.

Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada
poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan
psikis semata.

Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat
kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki
implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.

Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi
penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai
dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh
penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.
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Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH Ul, 2012



BIDA2G SOSIAL DAN BUDAYA

Rekomendasi

Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan
terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi
penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini ‘sebagai pedoman.
Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran
terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek
operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai
pedoman.

Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak
menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti
alat kelamin yang diharamkan.

Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan
terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku
seksual agar kembali normal.

Ditetapkan di: Jakarta’

Pada tanggal: 13 Sya’ban 1431 H
27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

Ketua Sekretaris

ttd. ttd.

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA Dr. HM. Asrorun Ni‘am Shpl_e_h, MA
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OPERASI PERUBAHAN/
PENYEMPURNAAN KELAMIN

)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
OPERASI PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN KELAMIN

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II

tahun 1980,
MEMUTUSKAN
MEMFATWAKAN :
1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya

haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surah An-Nisa’ ayat 19 dan
bertentangan pula dengan jiwa Syara’. Ayat Al-Quran dimaksud adalah: ..
Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa'[4]: 10)

Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama
dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Seorang khuntsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan
kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif
(laki-laki).

Jakarta, 12 Rajab 1400 H
01 Juni 1980 M
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PENETATPAN
No.19/Pdt.P/2009/PN.Btg

DEMI KEADILAN'BERDASAﬁKAN KETUHANAN YANG MAHAVESA'

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan méngadili
perkara-perkara perdata permchonari pada tingkat pertama}dan
terakhir, telah mengambil penetapah sebagai berikut dalam

permohonan:

swasta, Helipall = tinggMNSEERBEEe Bandar,

Kecamatan Bandar, - Kabupaten Batang 51254 -

Jawa Tengah;

fAnjutnya disebut SebDaGad ... s ooy s PEMOHON |

Negeri texrsebut;
membaca berkas permohomnan tersebut ;.
Telah membaca bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

‘Telah mendengar keterangan Pemohon;
L, . Telah ' memperhat ikan kejddldn*kdjadiun vla Lawm

L persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

 Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan
surat Permohonan  tertanggal, 24 Nopember 2Q09 . yang

didaftarkan di 'Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang
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tertanggal @l Desember 2009

19/Pdt.P/2009/PN.Btg, yang bunyinya sebagai

dibawah No.

berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Semarang pada tanggal' 14

Agustus. 1979 adalah seorang bayi dengan jenis kelamin

laki-laki dalam.perkawinan sah antara Bapak BAMBANG

SUGIANTO dengan Ny. WITEM.

2 Béhwa,'atas'kelahiran Pemohon tersebut dibuatkan Akta

Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1979,

meor 6/X/1979

oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang, Pemohon

3. Bahwa, Pemohon menempuh Pendidikan pada jenjang SD,

SMP dan SLTA sebagaimana tercantum

. merupakan anak bungsu dari 4 (empat).beréaudaré.

: didalam Ijasah -

SMIP ( Sekolah Menengah' Industri Pa:iwisata )

tertanggal 6 Maret 1998, Nomor : 00084/103.02/MN/98.
Bahwa, sejak usia balita dan kemudian dalam masa
perkembangan selanjutnya Pémohon merasa mempunyai

penyimpangan dalam tingkah laku, Pemohon‘sebagai anak

laki-laki mempunyai kecenderungan untuk abertingkﬁh

laku seperti parempuan, bahkan_‘pergaulan Pemohon

condong bergaul dengan . perempuan

di r i e e aik SR

5. Bahwa, sejak masa pubertas dan 'selanjﬁtnya Pemohon -

mengenakan pakaian perempuan

kejiwaannya_juga mengarah kepada perempuan, bahkan

" karena merasa,

dan oiiqntasi 

e

kehidupan selanjutnya ' menjadi normal-normal AEaja

sebagai perempuan sampai dewasa.
6. Bahwa, sebagai slaki—laki dengan

perilaku perempuan 'tentunya -menjadi

penampilan daﬁ -

factor kéndala
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dari Dbanyak hal seperti " misalnya. Pemohon hatus.
mengaiami ketertekanan batin luar biasawketika'harus

perhubungan dengan legal formal, seperti Kartu Tanda

" penduduk tertulis Jjenis kelamin laki-laki tetapi

sosok penampilan Pemohon sebagail 'perempuan! begitu
pula‘ ijasah sekolah dengéﬂ-_stétué laki-laki akan
menjédi ~sulit diterima ditempat pekérjaan karena
sosok Pemohon adalah-'perempuan[- bahkan jééi bahaﬁt
tertawaan banyak-orang.

Bahwa, segala potensi yang ada dari diri Pemohon

menjadi  tidak berkembang - karena_ terus @ menerus

mengalami tekanan dan penderitéan batin vyang luar:
biasa dengan stat@s kelaki-lakiannya y%ﬁg tercéntﬁmi
dalam dokumen legal formal Sebégaiﬁana"ditﬁlis
diatas. . [ . |

Bahwa, atas dorongan situasi,térsebut diatas Eemohon'

. memberanikan diri untuk melakukan operasi penyesuaian .

kelamin, dengan motivasi supayaﬂdiri Pemohon benar-
benar menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwa.
Bahwa, setelah melalui rangkaian test panjang sepgfti

psikologi, tes -~ hormonal,. tes = kepribadian, tes

. kesehatan dengan ahli-ahli seperfi Psikiéter;'

Psikolog, Bedah, Eehyakir Dalam, Genetikal, Obsgin, .
akhirnya Team Medis dari Rumah éakit Dy ;Soetomé
Surabaya menyatakan layak ‘untuk dilakukan operasi
penyesuaian kelamin atau operasi transeksual, Pemohon

dioperasi pada tanggal 20 Januari 2005.
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Béh&a, secara medis team dokter vyang dikétuai Prof.
Dr.  JOHANSYAH MARZOEKI, | ‘c'i.r.sp.BP (K) . berhasil
melakukan bedaﬁ penyesuaian_kelamin_déngan M¢ngubah
bentuk = kelamin  Pemohon .dari laki—léki . menjadi

perempuaﬁ, operasi tersebut berhasil dengan sukses.

Bahwa, selanjutnya dilakukan prosés perubahan secara-

keseluruhan  secara hormonal -dari laki—laki_wmenjadi'

perempuan dengan berbagail térapi, dengan demikian

secara phisik dan psikis Pemohon telah benar-benar:

menjadi perempuan.

Bahwa, mengingat tentang status hukum Pemohon sebagai

3

penyesuaian  juga akan status hukum Pemohon dari

seoranyg laki-laki menjadi pérémpuan.

. Bahwa, sebagaimana ditentukan oleh-keteﬁtuan.Pasal 123

—

Jo. 14 .- KUHPAt/BW. tentang - pembetulan akta dengan
mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri'faéér

0
W

memerintahkan Kantor Catatan'sipil merubahnya dalam
register untuk itu.
Bahwa, perlu pula untuk mengganti dokuménmdokumen'

sebagaimana keharusan hukum yaitu-dengén'mengajukén

~permohonan ke Pengadilah Negeri Batang,dimana Pemdhon

berdomisili.

laki-laki tentunya . secara hukum .harus - dilakukan

Bahwa, Pemohon memilih nama perempuan yaitu wmih: -

Bahwa, dokumen yang diperlﬁkan untuk gilakﬁkan
pergantian adalah

— Akta Kelahiran.
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- Ijasah.
- Kartu Keluarga.
e Karﬁu Tanda Penduduk.
Demikianlsurat perﬁohénan daii.Pemohon dan mohon gapak

sudi untuk mengabulkan permohonan ini dengan putusan :

3l Mengabulkan -permohonan dari Pemohon . secara’

- keseluruhannya ;

2. VMenya‘takran | Pemohon Vbe-rna‘tma S ~ sebaga1
perempuan dengan segala hak dan kewajlban hukumnya
dengan nama baru SR _— "‘; | .

2 _.Memerintahkan- Kantor Catatan Sipil = Kotamadya

Séﬁarang untuk merubah Akta Kelahiran éﬁa; nama
ill-ll' dalém Akta Kelahiran ’tertangéﬁl i

Agustus| 1979, Nomor 6/X/1979 'menjédi _atas ‘nama

jenis- kelamln lak1~lak1 ( lama ) menjadl* jenis:

%

register yang ada di Kantor Catatan Sipil Kotamadya

Semarang sebagaimana ketentuan hukum ;

-

-_ dan merubah jenis kelamln dar:L ‘

kelamin perempuan' ooty serta mencatatkan péda-

S e

4. Memerlntahkan Sekolah Menengah Industr1 Par1w1sata

dan atau Kantor Dinas Pendldlkan dan Kebudayaan

Kotamadya Semarang untuk__merubah Ijasah .SMIPﬁJ(‘W“

Sekolah Menengah Industri Périwisata‘) tertanggal‘G?

Maret 1998, Nomor : 00084/103 02/MN/98 semula atas

\ n‘l‘l'"

~sRENE ‘mﬂ— menjadi atas nama * _

SNBSS 21. merubah status jenis kelamin dar:l. jenis”

kelamin laki-laki ( lamal) menjadi jenls ‘kglamlnt

o

‘perempﬁan (Fbarn )
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5. Memerintahkan Kepala Desa.Bandar, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang dan - Camat 'Bandar serta Kantor-
'Catatan Sipil Kabupatep Batang untuk merubah nama
S GENES ncnjadi IR SENR  ESEER. oo

merubah status jenis kelamin dari Jjenis kelamin

laki-laki ( lama ) menjadi jenis kelamin perempuan
'( baru ) pada. Kartu' Keluargé‘ dan . Kartu Tanda
B " - : '

Penduduk atas nama Sy WEENY.
ATAU §

: B T R A i
Memberikan putusan lalnigaﬂg"s%adll—adllnya._

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang*difetapkaﬁi
.'gk ambhon “‘@dtang menghadap kepersidangan Pemohon

‘_'__,, we ,‘-;-”‘:-3'\ P ot :r-‘?

-

Menimbang, bahwa sSetelah Surat Permohonan dibacakan
dipersidangan,  Pemochon menyatakan tetap 'pada isi

permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk‘ménguatkan dalil-
dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan -
menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi taﬁda

sebagai berikut :

Pel : Photo copy Surat Kelahiran No. 6/X/1979 étas ﬁama
Gy Wy ' b0 e N
B2 =FtpEBE8 copy .Surat Tanda Tamat . Belajar Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tjendekia Puruhita

-
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B3 .
P :
B.5 :

e

No.OBMk267003585'tertanggal'é3‘Mei;1998 ataé ﬁama
T l . 8

Asli kwitansi No,20 100SRHO00037 tertanggal 20, -
Oktober 2009 dikeldérkan;RSUD Batang;

Photo copy‘Su;at Ketérangan‘No.OB/TOUK/III/2009
dari TIM Operasi Ubah'Kelamin tertahggal:24 Maret
2009 ditanda tangani Ketuar Tim Prof. Dr.
Djéhaﬁsjah-Mar;oéki, df, Sp;BP (K);'i

Bhotoh CoOpyl N Kartyd Keluarga prov. ‘Jateﬁg 'Kab..

Batang.yes, 332607 1 645050008 "atas nama kepala’

keluarga Muh.Nur Irfani, SH;

Photo copy Kartu Tanda Penduduk prov. Jateng Kab.
Batang No. = 3374091608790001 -atas®' nama PGUS

WIDOYO;

—

¥, | | & \ ) - _ SN
wﬁffMenlmbang, bahwa  bukti-bukti surat tersebut teclah

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan g aslinya

dipersidangan sehihgga dapat digunakan sebagai‘alat bukti .

yang sah;

Menimbang, bahwa ‘Pemohon juga mengajukan'saksi?saksi-

untuk menguatkan dalil-dalil pefmohonannya terdirdi . .dari

orang tua pemohon yaitu Saksi WITEM binti NURISAM dan.

‘Baksi  BAMBANG SUGIYANTO bin SUHARTO yang memberikan

‘keterangqn tanpé'disumpah serta Pemohon menghadirkan Saksi

MAGFEFUR bin_SUBALI dan Saksi dr..DADI GARNADI bin RUSWAN

" HENDRIYANA yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan.
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~agama dan ‘keyakinannya; Saksi-Saksi tersebut menerangkan
sebagai berikut :

1. Saksi WEGEGTSWOSmSme® i

- Bahwa SékSi adalah ibu dari Pemoﬁpn;_

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki ke- 4 (empat)
saksi dengan Bambang Sugljanto yang lah+r di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 1979 dan dlberl nama "
& §

- Bahwa sejak usia balita Pemohon berprilaku menyimpang

dan bertingkah lakulsebagai seperti perempuan; <
- Bahwa pertumbuhan alat kelamin' pemohon pun juga tidak

normal karena lebih kecil dari ukuran normal anzk-anak *

xﬁ@eusianya;
penyimpangan prilaku'-tersebut terlihat jelas

Pemohon berada di bangku SMP dan hendak. di -

bl

pemohon -mulai menggunakan pakaian sepert1
seorang perempuan ketlka mencapai masa pubertas pada
waktu Pemohon berada dibangku SMA;'

a5

- Bahwa setelah Pemohon dewasa dan memiliki ‘uang

sendlrl, Pemohon mulai memerlksakan dlrl ke dokter dan

%
b

akhlrnya pada tahun 2005 Pemohon .melakukan opera31
ganti kelamin di Surabaya; o ' - j N
- Bahwa selaku ibu  Pemohon mengiklaskan Pemohon

melakukan operasi tersebut;

2. Saksi DA

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon;
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éahwa Pemoﬂon adalah anak laﬁiwlaki':ké— .4 temﬁat)
saksi dengan Witem yang'léhig.di Semarang_pada;tanggal
14 Agustus 1979 dan diberi nama —ﬂ., e .
Bahwa sejak usia baiita Pgméhqn berpriiéku mén?impané
dan bertingkah igkursébagai seperti‘perempuan dimaﬁa
Pemoton lei)ih suka bermain dengan mainan perempuan
seperti bonekas

Bahwa pex;tﬁmbﬁhan Aalat. ke.lamin.r'pem_ohon‘ juga tidak
normal karena Iebih‘kecil dari ukuran normal anak-anak
sepsianya serta tanda;ténda keiakilakiannya séperti
jakun juga tidak nampak; | |
Bahwa ﬁae.nyimpangan prilaku 'tez.j‘sebut ‘ﬁerlj.h_at jelas
‘ketika Pemohon bérada di ban_&;ku'SMP- ‘d_anA hendak di
Khitaﬁ_ dimana Saksi_ melihét. teman déii Pemohon yang-
dataﬁg'kebanyakan adalah perempﬁan;

Bahwa pemohon mulai. .méngéunakan pakaian seperti
Seorang perempuan ketikélmehcapai masa pube;fas pada
waktu Pemohon berada dibangku SMA:;

Bahwa setelah Pemohon - dewasa_l.‘ dan memiliki uéng
sendiri, Pemohon mulai memeriksakan diri._gel dokter
. awalnya RSUD Dr. Karyadi_Semarang;

Bahwa menurut keterarngan dokter- yvang Saksi dengar,
k;omosom perempuan dalam diri Pemohqﬁ lebih dominan;-
Bahwa akhirnya pada tahun 2005 Pemohon melakukan
,opérasi ganti kelamin d; RSUD Dr. Soetbmo_Surabay;;
Bahwa  selaku ayah. Pem_ohon. me'ngikléskan E.’e.mo‘lhon

melakukan operasi tersebut; -

= . X %

b
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~ Bahwa sebslumnya pada tahun 2001 .Pemohon telah.
terlebih - dahulu melakukan operasi 'meﬁbeéa;kan

payudara;

3. Keterangan Saksi MEMISlSWSUUERED

— Bahwa Saksi mengenal Pemohon lebih dari satu tahun;
_ Bahwa Saksi mengenal pemohon dengan nama ~ ool
llllllll‘

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai perempuan karena

penampilan phisiknya dan prilakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awalnya pemohoﬁ

adalah laki-laki karena cerita déri Pemohbﬁ;“'

.Pemohon pada'_tanggal‘ 20 Okﬁ#ber_ 2009 datang

ketempat praktek éakgi-di RSUD Batang;

= Baﬁwa saksi melakukan pémeriksaaﬁ,paQa Peﬁohon;

- Bahwa dari hasilllpemerikéaan 'saksi, organ Kelamih:T
Pemohon .daﬁat aikatakan sebagai oigan‘ kelamin
perempuan;

- Bahwa hasil _pemeriksaan. saksi pada Qféan kélamin 
'Pemohon ' terdapat dua lubang terpisah antara lubang
kenciné dengan lubang = vagina tétapi _fanpa bibir

| labirin;

- Bahwa melihat anatomi kelamin dari Pemohon maka
dimungkinkaﬁ untuk menggunakan organ kelamin teréebuﬁ
untuk melakukan hﬁbﬁngan seksual;

— Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan organ dalam; .
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- Bahwa untuk dapat dilékl‘l-kan dpelrasi perub-ahai'n kelamin
sesuai staﬁdar‘IDI harus-didahulﬁi Oiéh,obsérvasi oieh
Tim dokter yang me’liputi t‘a___s_____gfsirku;')lpgi,f‘ tes ,hormO?'-lalr‘
tes kepribadian, tes kesehatan yang ‘dilakukan oleh
_ahli-ahii-seperti Psikiatex; ngkolog, Bédah,;Penyakit-
Dalam} Genetikal, Obstetry dan Giﬂecology ;

- Bahwa jika seseorang dapat mélakukan operasi.perubéhan

i

kelamin maka -dapat dipastikan bahwa orang te:sebﬁt

telah‘ melampau proées :tersebdt dan dikatakan ;layak
melakukan perubahan kelamin;
- Bahwa dalam ilmu kedokteran ‘dapat terjadi keadaan

dlmana kromosom. perempuannya lebil berkembang dalam

f%gbuh yang berbentuk lakl laki gal tersebut dltandal ‘
g,ﬁgan organ' kelamin tidak berkembang ﬁnak31mal baik
dafl segi ukuran maupun fungsi selaln' sLienhl blasanya
’}ﬁnda—tanda kelakiigkian yéng lain “geperti jakup'
‘-biasanya tidakMNampak atéu suara yang lebih tinggi}-
- Bahwa hal térsebut disebabkan faktor Mol ool yang .
‘tidak diproduksi tubuh deﬁgan' cukup‘rakibat kromosom

vang dominan adalah kromosom perempuan;

‘Menimbang, bihwa Telah‘éula.didengar ketérangqnudari
éemohon yang pada pokoknya adalah seﬁagai berikut:

- Bahwa. Pemohon lahir di pada tanégél 14 Agﬁstus 1979
dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama - G
o ;

- Bahwa sejak _uéia balifé Pemohon memiliki dorongan

bertingkah laku sebagai SQbagai perempuan:;
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-

= Bahwa pertumbuhan alat ‘kelamin pemohon Jjuga tidak
normal karena berukuran lebih kecil tidak dapat érekéii
dengan sempurna (lembek) walaupun masih  dapét

melakukan ejakulasi;

B e i A

= mifdz g moamicarn
dengan sempurna- ditandai dengan +tidak bertumbuhnya

jakun Pemohon;

- Bahwa sejak SMA Pemohon memﬁe;anikén diri ﬁeﬁgghn?kan
pakaian perempuan dan 'berprilaku sebagai. layéknya
pefempuan; .

B Bahwa keﬁudian Pemochon memeriksakan dadliit ke- dbkter
dan menurut pemeriksaan térnyafa  kromosom perempuan

Pemohon ‘lebih Dominan;

Bahwa tahun 2001 Pemohon melakukan opeasijpembesaran,

i
payudara;

4
i
i

i/y%ahwa kemudian oléh Tim Dokter dari RS Karyadi’

Semarang dilakukan pemeriksaan intensif pada diri

! Pemohon me;iputi tes psikologi; tes hofmdnal,;-tes;
kepribadian, tes kesehatan yang dilakukantoleh éﬁ;i—;ki
ahli éeperti Ps;kiater, Psikolog, ‘Bedah, Pen;éiiﬁw
Dalam;, éEnetikal, Obstetry dan Ginecology ‘daﬂ
dinyatakan layak untuk melakukan operasi ganti
kelamin;

- . Bahwa kemuaian f?emohon ‘dirujuk ke _RS‘- Dr. Soetomo .

Surabaya‘ dan terhadap diri Pemohon gekéii lagi

dilakukan‘observasi serupa diketuai oleh Prof;'Dr.L

' Djohansyah Marzoeki, dr, SpBP(K) dan hasil pemeriksaan
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oléh tim tersébut diny;takan Pemdhon layak_melaiukan
operasi ganti kelamin; 7 e

- Bahwa kemudian padg hari Kamis_;anggal‘ZO Jénuaii.2005
dilakukari operasi ganti kelamin terhadap Pemohon di.
RSUD Bri: Soetomo_sﬁfébaya ﬁlah.tim"yéng diketuai:oleh

G emoiao g Mowacoe L 2

i

T T i ; i

“

“nd

= Bahwa setalah  melakukan Qperasi-“ganfi" kelamin.’
tersebut, pemohon rkembaii malakukan berbagai _térapi
,me;iputi pskiatri, bsikolog dan kééehataﬁf \

= Béhwa ofgan kelaﬁin‘Pemohon-dapat berfﬁngsi'SelaYéEHYa“‘

=
5

organ kelamin perempuan:;

/’“{%%g Bahwa Pemohon pernah melakukan hubungan = se%ual
oS - - :

NEF A

lmenggunakan kelamin barunya dan mencapai kepuasan;

Menimbang, ‘bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi

yang disampaikan, Pemohon memochon untuk Hakim Pengadilan

Negeri Batang menjatuhkan penetapan:;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam
penetapan 1ini,  segala sesuatu-gangutercéntum"dalam Berita
Acara persidangan, dianggap termuat dan menijadi kesatuan.

dalam penetapan ini;

© TENTANG  HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan_tujuan permohonan Pemohon.

adalah sebagaimana terurai diatas;
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cperzs! =“azsebut +t=2lzah

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, -

Pemohon mengajﬁkah permohohan guna mendapat peﬁgesahan
hukum terhadap pe?ubahan orgah kelamin melalui operasi
‘perubahan kelamin yang telah dilakukannya hari Kamis -

tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dimana .

2

cerhasil merubzh. jenis kelamin dari
menjadi organ kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mémbutuhkan pengesahan hukum
terhadap perubahan kelamln yang dllakukannya agar dapat'u

Eakukan perubahan pada 1dent1tas data kependudukannya,

Menlmbang, ‘bahwa untuk menguatkah dalil—dalilnya
? :

3 N
ﬁt;%{ftérsebut Pemohon. telah mengajukan bukti surat yaitu buktl

il

B sampai dengan bukti  P.6 serta 'mengajukan 4 (empat)'

orang saksi yaitu Saksi WITEM binti NURISAM, Saksi BAMBANG
SUGIYANTO bin  SUHARTO  yang, Saksi MAGFUR bin SUBALI dan -

Saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim
akan dipertimbangkan sépanjang bukti tersebut .relevan .untuk

pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P.1
berupa Photo copy Surat Kelahiran No. 6/x/1979 yang
bersesuaian dengan keterangan Sak51 WITEM blntl NURISAM dan

Saksi BAMBANG SUGIYANTO bin SUHARTO vang menyatakan bahwa
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-

Pemohon ' dilahirkan di Semérang pada tanggal 14 . Agustus

1373 decdan di=niz kelzmin laki-lakis -

Menimbang, bahwa Pemohon juga'ﬁ@nghédirkan.bukti.ﬁ.G
berupa_Photo-copy Ka;ﬁu Tanda Penduduk prov. Jateng Kab .«
Batang No. 3374091608790001 atas nama Pemohon dén bgkfixP.S
Photo copy Kaftu Keluarga prov. jéteng Kab. Batang-'NP.
3325021612090008 atas nama kepala keluarga Muh.Nur Irfani,
SH vyang menunjukan bahwa dalam data kependudﬁkan yvang
‘dikeluarkan . oleh  instansi pémerintah daerah, Pemohon

tercatat  berjenis kelamin 1laki-laki dan bernama AGUS

el o i s ,
-{Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Bukti P.4

M Operasi Ubah Kelamin tertanggal 24 Maret 2009 ditanda
tangani oleh Prcf. Dr.‘Djohaﬁsjah.Marzoeki, dr; Sp;BP'(K)
yapg menyatakan ‘bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari
pJole? e, T T Soétomo_'ﬁerhada? diri Pemohon telah
berhasil dilakukan -operési ganti ‘kélamin sehingga:-orgén
kelamin Pemohoﬁ. berubah déri organl kelamin léki—laki

moen jadl organ kelamin perempuan;

Menimbang, Dbahwa perubahan' organ -kelamin tersebut .
diperkuat oleh keterangan saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN
HENDRIYANA vyang melakukan pemeriksaan pada diri Pemohon

dimana. ‘dalam pemeriksaan yang dilakukan Saksi tersebut

%

'pada diri Pemohon didapati organ kelamin perempuan dengan 2

Halaman 15 daii 28 halaman
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(dua) lubang terpisah antara lubang kencing:dengan_lﬁbanq

vagina walaupun tanpa disertai bibir labirin;-

GARNADI bin  RUSWAN HENDRIYANA dilinat dari amatomi oentuk

~organ kelamin yang didapati‘adé pada Pemohbnr memungkinkan:
untuk . digunakan melakukan hubungan seksual - dimana
keterangan ini diperkuat dengan péngakuan Pemohon bahwa
Pemohon pérnah melakukan hﬁbungan' séksual:'menggungkan
kelamin barunya dén menéapai kenikmatan; ‘

Menimbang, bahwa "dari seluruh bukti-bukti baik bukti

maupun keterangan saksi yang. diajukan Pemohon
j “3%at fakta yurisis bahwa Pemohon memiliki bentuk
i 9\3% ' ' ;

5i§§jn perempuaﬁ yvang | juga dapat berfungsi selayaknya'.
# ; i’

=

wwargan kelamin perempuan setelah berhasil melakukan operasi
perubahan kelamin yang Qilakﬁkan pada hari Kamis'tanggél 20
Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo yang dilakukén oleh tim
dokter vyang diketuai 'oléh.loleﬁ‘ BEPT . gl Djohaﬁsjah

s

Marzoeki, dr, Sp.BP (Ki;'

B Menimbang,'bahwa karena  keberhasilan opersi tersebut,
maka terdapat perbedaan antara keadaan'fiéik Pemohén yand
" sebenarnya dengaﬁ data fang terdapaﬁ _dalaﬁ' pehcataéa;

kependqdukah Pemohonr yang diakui oleh 'Pemeriniéh Daerah.

Kabupaten Batang sebagai representasi Negara khususnya pada

identitas jenis kelamin Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdésarkan'paéal TI60 He. 28 Tahan

2006 Tentzng Edminiastrzal ckependudukan,’ <ildak z2esrangpun

Menimbang, bahwa perubahan status hukum dari seorang =
7 %
yang berjanis _ kelamin ‘laki-laki menjadi “seorang vyang
berjenis kelamin perempuan sampai denéan saat ini belum

ada pengaturan dalam hukum;

- Menimbang, bahwa namun demikian terdapat - beberapa

keadaan didalam masyarakat sebagaimana dalam. diri Pemohon -

enis kelamin yang diakui Negara dalam pencatatannya

; ~ keadaan fisik dari orang tersebut setelah

f? rHasilan operasi ganti kelamin yang mereka lakukan;

Menimbang, ~bahwa oleh karena itu ‘terdapét kebutuhan.
dalam masyarakat yang tidak diatur oleh * hukum sehingga

.menimbulkan suatu kekosongan hukum;

2 ' Menimbang, bahwa hal tersebut adalah wajar .karena bada.fe'
dasarnya hukum  tercipta karena kebutuhan masya#ak&t?f

pembentuknya sehingga hukum memang Selalu'tertinggél dary

kebutuhan masyarakat;

Menimbang, bahwa pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang -

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh
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yang dlajukan ‘dengan dallh bahwa hukum tidak ada Atau

kurang jelas, melainkan wajlb mamarlksa dan mengadlll,

Menimbang, bahwa Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 te¥sébuf-
mengaméhatkan bahwa Pengadilan melalui Hakim sebaggi dari
répresentasi Pengédilaﬁ sebégai 'pilar téfakhir_ untuk
menemukan keadilan bagi -ﬁasyarakat dan demi ké@entiﬁgan
hukum yang béralasan kuat; wajib”menjawéb'kebutuhan hukumn
masyarakat dengan menemukan hukumnyé '.ﬁika tidak l-ada

pengaturan hukum tErhadap-,berkaIa yang ditanganinya,

sepanjang tidak bertentaﬁgan. ‘dengan hukﬁmi_yang ada,

Menlmbang, terdapat beberapa individu ;dalﬁn;

bahWa
.gﬁyarakat seperti Pemohon yang menurut medis --mendgrita'
suatu kelainan perkemb;ingah' : biolokj;s déla:m fgbuhnya. .
Sebagaimana dalam keterangén & il dil DADE GARNADI bin
RUSWAN HENDRIYANA terdapat orang orang vang ailéhirkan“

dengan fisik o lcir™ JE o8 dltandal dengan organ . kelamln yang‘

berbentuk sebagaimana brgan kelamin'laki—laki namun. tidak .°
berkembang dengan sempurna baik ukuran maupun 'fqusinya
d_iékiiﬁatkanl " adanya perkembangan homon dén krdmC;SOm 'yané
sebétulnya lebih dominan -kepéda hormon dan kromqéqﬁ-

perempuan;

Menimbang, bahwa orang-orang tersebut, memiliki

kecenderungan berprilaku dan berpenampilan yéng tidak
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terhindarkan sebagaimana layaknya perempuan bukan karena
faktor lingkungan atau kebiasaan namun dorongan ‘biologis“

dalam dirinya  akibat dominannya hormon danf kromosom

.perempuan dalam tubuhﬁya. Pérbedaan‘penampilan fiéikrdengag

jiwa dan dorongan yang timbul dari dalam diri orang-orang
tersebut membuat suatu . ketersiksaan dan ' mendorong untuk
mengaktualisasikah ‘"dirinya sebagaimana . -apa yahg- mereka

rasakan:

Menimbang, sebagian dari —golongan orang tersebut

seperti Pemohon memiliki keberuntungan dapat memperbaiki

Menimbang, bahwa untuk melakikan operasi ganti kelamin

seperti yang :dilakukan oleh Pemohon tidaklah mudah. Tidak

semua laki-laki yang berpenampilan dan berprilaku sepefti

perempuan dapat melakukan operasi ganti_kelamiﬁ sébagaimana'

vang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melékﬁkaﬁ‘operasi ganti
kelamin tidak .ditentukan semata-mata ka;éna. kéﬁ§&pﬁan
finasial —untuk membayar operasi ‘génti' kelaminr téréebut
namun‘IDIVtelah memiliki standarisasi.tertentu dimana orang
yang ihgin melakukan operasi ganti kelamin harus melalui
seraﬁgkaian tes dan observasi meliputi tes psikologi, tes

Halanan 19 dazl 26 Haleuan -
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hormonal, tes _kepribadianf"tes kesehatan ‘yang. dilakukan
oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, ahli ' Bedah,
abid  Hemgabit Galan Alii Benetikal, Sl Gt ra =t
Ginecology daﬁ hanya bisa melakukahAoperasi ganti kelamiﬁ
ketika tim medis tersebut menyatakan bahwa orang tgrsebut

layak melakukan operasi ganti kelamin;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pengakuan Pemohon

'dlkuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan saksi dr. DADI

e
g\.

So%tomo dimana tim medls terakhlr diketuai elen rof. Dr.
padde hari Kamis tanggal-ZO'Januari-2005.di RSUD Dr. Soetomo
Surabaya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran_ bahwa akan banyaknya

laki-laki . berpenampilan perempuan melakukan 6perasi

‘dan standar IDI;
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melakukan . operasi Ganti Kelamin yang kemudian dilakukan

GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA telah melalul serangkaln tes .
Eersebut Easitge? Yduzy t;m medis . yang terdiri dari
Psikolog, ahli'Bedah,‘ahli Pgnyakit.Dalaﬁ,'aﬁli‘
ahli Obstétry'dan Ginecolqu dari 2‘(dua)-ruﬁah

&ﬁlt besar daerah yaltu RSUD Dr. Karyadi dan RSUD Dr. -

‘“Djohansjah Marzoeki, dr, Sp.BP (K) menyatakan,Pemohbn layak

o

perubahan kelamin dengan mudah dengan demikian tidaklah
- relevan karena telah terdapat filterisasi vyang jelas dan -

ketat dari Tim Medis yang bekerja dibawah sumpah jabatan
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Menimbang, bahwa keberadaan goiongan* transseksual
sebagimana.'disebut untuk orang;orang seperti Pemohoh
tidaklah dapat dipungkiri dan goléngén tersebﬁt Jjuga
merupakan warga Neéara' Indonesia yang hakfhaknya dijamin

baik oleh UUD 45 maupun perundangan dibawahnya;

Menimbang, bahwa.UUD 45‘n@njamin‘bahwa sefiap'warga
Negara memiliki 'kedudukanA'yang Vsama ,dalgm hukum dan
pemerintahan yang lebih khusué salah satuﬁya 'aijabarkah-
dalam pasal 2.8 angka (1) sélah éatunya menyatakan bahwa.
pengakuan sebagai pribadi dihadapan hﬁkum adalah hak asasi
'manusia yvang tidak dépat dikurangi; Diﬁéna Pasai'térsebﬁt

diatur lebih lanjut'dalam fna SHLEE IS an pasai

.39 @ERan 1999'Teﬁtang'Hak7Asasi Manusia, vyang :
kan bahwa hak setiap orang' atas keutuhan dirinya:
asmani maupun : rohani dan setiap oréng' berhak atas .

“$&nhgakuan hukum  untuk mengaktualisasikan diri sesuai

dengan keadaan pribadinya;‘

Menimbang;, bahwa oleh sebab. itu Pemohon memiliki hak
yang dilindungi oleh konstitusi dan perundangéﬁ untuk

' diakui oleh Negara sebagaimana keadaan dirinya;

Meﬁimbanq, bahwa-berdasarkan Pasal 2" UU Nox 23-Tahgn
2006- Tentang Administrasi Repgndudukan,» tiap Penduduk
berhak mempéroleh dokumen Kependudukan yang berdasarkan
pasal 58 U0 . Na. 23 . Tahun ‘2006 Tentang Adminisfrasi

-

Kependudukan melipﬁti data pribadi termasuk jenis kelamin
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-

sesual déngan keadaan tiap penduduk Sehingga_-UU No. 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi = Kependudukan memouka

peluang ' dalam sejumlah‘-pasal, yvang ada didalémnYa yaﬁg

mengatur ﬁengenai cara melakukan. perubahan  data
kependudukan yang . menjadi dasar keluarﬁya dokumen
kependudukan;

Menimbang, bahﬁa Negﬁra'telah bebéfapa kali melakukan
pengakuan keberadaéh orang-orang seperti Pemohon melalui
penetapan'hakim yang salah satunya adalah penetapan hakim
No. 26/1985/5? yang mengesahgan- pe?ubaﬁan "jenis kelamin

terhadap Sdr. Boedi Wibowo ;

'“\5R =Menimbang, bahwa kemajuan budaya dan pandangan~terbuka

L2
T e W ’ )
5u;§§bagian masyarakat = saat ini . telah . dapat menerima

A
|z

\.
.

“ banyaknya golongan . transseksual vyang dapat _berpfestasi

dibanyak bidang dan diakui keberhasilannya oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tidak dinafikan sebagian nwsyarakatf'

yang lain menganggap perubahan kelamin - Sebagaimaha yang

dilakukan Pemohon Merupakan suatu hal yang melawan kodrat;’

Menimbang,'.bahwa perbedaan pendapat dalam masyarakat

tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi’

mengingat «ehetrogenan masyarakat sehingga mengakibatkan
pula nilai yang dianut masyarakat-menjadi hetrogen, namun®

demikian perbedaan pendapat tersebut tidak merupékén,alasan
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bagi Negara untuk tidak mengakui hak warga,negaranya vang

dijamin oleh hukum tertinggi Negara ini yaitu UUD’45; |

e

Menimbang; bahwa . Nega;a‘ hérus ._dapat memberikan
,pemﬁelajaran- péda ﬁasyarakatnYé untuk dapat ﬁeﬁghérgai'
perbedaaﬁ' dan memandang perbedaan éebagai,éuatﬁ.laﬁgkaﬁ‘
maju demi tercapainyé masyarakat'yang.kokoh dan berf}éi ke’
depan; -

Menimbang, bahwa oleh_karena:itu, negara pé;ué dapat;:
memberikan keadilén pada setiap individu wérga ?nggarényar';

termasuk pada golongan seperti Pemohon;

Menimbarg, bahwa pembagian jenis.kelamin yang diakui

: am - pencatatan dokumen kependudukan hanyalah mengedai

ki —laki dan perempuan dan tidak mengenal geoclongan lain;

Menimbang, bahwa kemudian harus ditentukan masuk pada

golongan manakah Pemohon;

Menimbang, bahwa tidék dapat:dipuﬂgkiri Bahwa setelah
keberhésilan operasi ganti kelamin pada hari Kamis tanggal
20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo vyang dilakukan oleh
Pemohon, secara fisual seéuai dengan keteréngan saksi:dx.
DADT GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA organ kelamin milik
Pemoﬁdn adalah.organ kelamiﬁ perempuan dimgna terdapat'dua,
lubang terpisah atara lubahg kémih ﬁan_.lubang vagina'-

- walaupun tanpa bibir labirin;

Halaman 23 dari 28 halaman

Kewenangan kantor..., Gita Rianty Hapsari, FH U, 2012



3
1
A

Menimbang, bahwa pada penampilan dan prilaku Pemohon

A

selama proses ?ersidangan sepanjang pengamatan'aﬁa%in
-pemohoﬁ berprilaku dan berpenampilan sebagaimaﬂa layaknye
perempuan'dan tid;k pula ditemukan tandaFﬁanda'ﬁelékilakiar
seperti jakun pada diri Peméhon;

Menimbang, bahwa dengéﬁ keberhasilan dilakukan 6perasj
ganti kelamin pada hari kamis ténggal 20 ‘.Janua'r;i 2005 tida}
lagi ditemukap, tandaftanda -'kelaki*lakian-' dalaﬁ dirj
Pemohon; . 7

Menimbang, bahwa berdasakan seluruh pertimbangat

Hakim Pengadilan Negeri Batang memandang cukuI

fpemohon adalah perempuan sejak operasi - ganti kelamir

berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan _berhasilnyal operasi gant:
kelamin yahg.diiakukan oleh Pemohon, berdasarkan keterangai
saksi dr. DADI GARNADI'.bin RUSWAN | HENDﬁIYANA dipérkua'
pengakuan Pemohon, secara phisik; memunékihkaﬁ- Pemoho:
melakukan hubﬁngan'seksual dengan seorang laki-laki, denga
demikiaﬁ memungkinkan pemohon uﬁtuk mengédakén.perkawina

dengan seorang laki-laki;

: Halaman 24 dari 28 halama
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Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon - berhak
menerima ‘status, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam

hukum sebagal seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan traién texsebuta‘-Hakim
pada Pengadilan Negeri Batarg meﬁamdang cukup alasan»untuk
mengabulkan permohonan Pemohoﬁ —uﬁtﬁk meﬁgesgﬁkah.iperqbah
status _jenis kelamin pemohon n laki—laki“mehjadi,

perempuan; - . . ' y . e
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perubahanlétatus‘
jenis kelamin .pemchon dari seorang  laki-laki ﬂmenjadlfff

perémpuan maka ‘wajar jika Pengadilan mengabulkan pula

‘njadl -& T m

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan hukum untuk
o St N Sl S
%*wWﬂ’/;engabulkan petitum poin 2 pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan secara tersirat hengatakan‘baﬂwa
o terhadap peristiwa kependudukan lain yang terjadi dilakukan

pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;_

Menimbang, bahwa atas perubahan status jenls kelamln.n
tersebut, sebagal bentuk pengakuan. Negara. pada hak warga.'
negaranya, perlu dilakukan pencatatan pada catatan lnstansl

.

pemerlntah daerah dalam hal ini desa tempat Pemohon tlnggal
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yaitu Desa Bandar dan Kecamatan. Bandar sehingga Pemohon
dapat melakukan penYesuaian terhadap data-data gependudukan
dari Pemohon yang berupa Kartu tanda Penduduk ‘dan K?rtﬁ
Keluarga sebagaimana petitum poin 5 pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3, Pemohon

mengajukan permohonan untuk merubah akte Kelahiran Pemohon;:

Meﬁimbang, bahwa Pemohon tidék‘m'mehgajukan akta
kelahiran . K yang dikeluarkan oleh éatatan sipil éebagai'salah
satu bukti yang diajukan ke persidangan,‘méka tidék relevan
untuk _ﬁengabulkan petitum' phn 3. éemohoﬁ 'yang meminta.
Pehgadilan memerintahkaﬁ catatan:‘sipil ﬁntgk ﬁelakukan:

Rerubahan dalam akta Pemohon sehingga pétitum 3 Pemohon

“%rus dinyatakan ditolak;

—

§
Menimbang, bahwa tefhadap pefitﬁm 4 -femohon, vang
meminta Pengadilén. memerintahkén Kantor Dinag ‘Pendididkan
dan Kebudayaan  Kodya Seﬁarang untuk mélékukan perubahan:
nama dan status jenis kelamin‘terhadap Ijaséh SMIP pehdﬁon,*
perlu dicermati, bahwa'Ijasah adalah ﬁerupakan'tgnda tamat
belajar yang dikeluarkan aly AT i identitas seseorang -

ketika ijasah tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Pemohon tamat
SMIP, Pemohon belum melakukan perubahan terhadap.identitas .

jenis  kelaminnya, maka tidak beralasan .hukum"‘untuk

i
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-

mengabﬁlkan_petitum poinfé dari‘permohonan Pemohon ééhingééz'yk'

ﬁetitum 4 harus‘dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh . kargné-‘permohonan Pémchon
dikabulkan untuk sebagaian maka;" batut apabila biaya
perkara yang ditimbulkan dari permohoaﬁan ini dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat,_-pasa; 16 UU No. 4 Tahun. 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, pasSUREEEEY | dan paéél 29 UU No. 39

tahun 1289 Tentang Hak Asasi Ménusia, Pasal 2,‘Pasal'56 dan

Pasal 58 ‘UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Jﬁwmthependudukan‘ peraturan-peraturan = dan perundangan yang
: ey 8 2 - )

i :
// h'iﬂhégkaitan dengan. perkara ini ; ' : Sy

‘-.-"'E‘A; T
J5 i |
£ ;

MENETAPEKA AN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sébagianl;

2. Menyatakan Pemohon sebagai seorang perempuan - dengan

\

segala hak dan kewajiban hukumnya;"

(@8]

Menyatakan Pemohon vang sen;ula b_érnama m
berubah menjadi m,
4. Memerintahkan Kepa&a. Kepala Desa Bandar aan _Camét
Kecamatan Béndar, Kabupaten Batang  untukh mencaéét 

%

perubahén- Jenis kelamin dan Nama Pemohon éada Vbuku*

desa yang diperuntukan untuk itu;

5. Menolak permohonan untuk selebihnya;

Halaman 27 dari 28 halaman -
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-

-

6. Membebankan biaya . pekara pada Pemochon sebesar

Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa,

tanggal 22 Desember 2009 dalam persidangan tt_arbuka untuk

umum oleh kami WSTR[ Hakin pada

Pengadilan Negeri Batang dengan

SemmUmEENEN,  Dpanitera Pengganti pada

Fotocopy yang sah sesuai dengan aslinya
; Diberikan kepada GITA RIANTY HAPSARI

Fakuitas Hukum Universitas Indonesia

Berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2012 untuk keperluan

T

.. Penyusunan Skripsi

i
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didampinggi oleh

Pengadilan Negeri

-



PENETAPAN NO: 546/PDT.P/1973%

BIMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pengadilan negeri jakarta selatan dan barat,
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama,
telah memberi ketetapan seperti tersebut di bawah ini, a-
tas permohonan dari:

Iwan Robianto Iskandar, .alamat jalan Melawai VI/ 25

Kebayoran baru Jakarta,

TZNTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan i
di&nftnrkan tanggal 3 September 1973 yang bunyinya sebnﬁnf
Beraieuts

Rahwa npemohon semula bernama Kok Hian yang kemudian
mengganti nama menjadi Iwan Robianto, anak laki-laki dari
stwmi_dstri Kan Kiam Lee dan Auw Rontje Nio, lahir di Ja-
karta@l JEiisyr e

3ahwa pemohon telah mengalami operasi kelamin dari-
k2lamin laki-laki menjadi wanita di Singapura;

¥aka dengan ini pemohon mamohon bapak ketua poengaail
A, Utk dinyatnkan‘sebngni hrkeum
- pomokon disablkan sebagal wanitas
= berdasarikan pasal 93 Stbl 1926 no.558, pemohon diizinzin

untuk mengganti namanya sendiri menjadi Vivian Rubiyanti.

- berdasarkan pasal 94 dari stablad tersebut, pengadilan
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menyampaikan keputusannya kepada pegawal catatan sipil un
tuk supaya d%daftarkan dan dicatat pada pinggir akte ke-
lahiran yang bersangkutan;
Menimbang bahwa pemohon menyerahkan dipersidangan su-
rat-surat bukti yaitu:
1. surat dari departemen of obstetries &gynaecology Singapo
re; .
2. Surat dari kedutaan RI Singapore.
3 S pérnyétaan ganti nama, -
L, “Surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan -
republik rakyat tiongkok.
2. Surat dari departemen kesehatan dari team dokter khusus
untuk kasus Iwan Rubiyanto. :
Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterang-
an saksi-saksi team ahli lkhusus;
Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterang
an saksi pendeta eka darma putrag
Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan 2 orang sak-
si yang memberi keterangan di bawah sumpah.
DR P ERTTHIANG AN HUK UM
b:zhwa terlebih dahulu apakah bengadilan ne

Manimbang,

72ril berwenang untuk memeriksn perkars ind . karena'mengenai
2rrudahan status hukum seseorang yang pida waktu ini dikenal
deng:n istilah penggantian kelamin hal mana ditinjau dari

sefl hukkum merupakan sesuatu Yang sangat besar pengaruhnya

terhadap perkembangan dalam masyara<at;
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Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya undang-undang
bagl pengadilan tentang perubahan status hukum ini, sedangkan
penentuan status ini penting bagi seseorang juga penting da-
lam hukum perdata maupun pidana, maka pengadilan menunjuk a-
sas hukum secara umum;

- bahwa setiap orang berhak mengajukan perkara di pengadilan
mengenai hal-hal yang diatur maupun tidak oleh undang-undang;

- bahwa apabila belum ada peraturan hukumnya, hakim harus mem

berikan putusan yang selaras dengan susunan hukum adat dan

berdasar atas kenyétaan sosial yang hidup dalam masyarakat ;

~ bahwa adalah merupakan kenyataan sosial dimana diantara -
dua jenis makhluk Illahi laki-laki dan persmpuan terdapa£
segolongan orang yang hidupnya diantara kedua makhluk ter}
sebut;

- bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi kedok-

'tefan telah memungkinkan seseorang untuk dapat disempurna
kan untuk dapat digolongkan laki-1azki atau wanita. -

- bahwa keny&taan tidak semud wanita dilahirkan sengan sem-
purna, karemna ada wanita yang dari lahir tidak mempunyai
veranakan,indung telur, tuba akan tetapi wanita tersebut
tetap disebut waniﬁa;

- bahwa agama pun (kristen protestan) membolehkan penyempur
naan kelamin, apabila merupakan satu-satunya jalan untuk
menolong penderita untuk dapat hidup sebagai wanita ynﬁg
wajar;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diserahkan pe-
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mohon dipersidangan dan saksi-saksi yang telah didengar di
bawah sumpah serta pengakﬁan-pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan pemo-
hon apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak;
- bahwa oleh karena itu telah terlebih dahulu mengalami ber

bagai pemeriksaan dan test dari beberapa dokter-ahli, pe
mohon telah mengalami operasi kelamin dari pria ke wanita;
- bahwa majelis hakim telah mendengar pendapat saksi ahli
bedah kebidanan, biologi,.patologi, kedokteran jiwa yang
di bawah sumpah pada pokoknya sependapat; bahwa pada diri
pemohon yang perlu diperhatikan adalah seks kejiwaan dan
sependapat pada diri pemohon terdapat semua ciri kepribaf
dian wanita; b

Manimbang bahwa setelah ﬁendengar saksi Eka Darmapuég
ra yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan; gereja;—
tidak keberatan jika perubahan kelamin itu hanya satu—satﬁ—
nya jalan untuk menolong penderita sehingga dapat hidup ber

kembang sebagai manusia yang wajar;

Menimbang; bahwa untuk memperkuat dalil pemohon telah
mengajukan 2 saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemo
hon dilahirkan sebagail laki-laki dan sejak kecil menun jukkan
51 fat kewanitaan;

Henimbaﬁg, bahwa pada dasarnya keadaan fisik seseorang
sesual dengan keadaan psychisnya, sehingga dalam keadaanlno;
mal keadaan pisik laki-laki juga disertai keadaan psichis de

ngan eiri laled—Talei,
194
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Menimbang, bahwa dalam hal ini keadaan psichis wanita
kemudian dengan disempurnakan menurut kemampuan ilmu kedok-
teran, sehingga keadaan pisik sesuai dengan keadaan psichis
nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
makz permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai wanita dapat

dikabulkan °

Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon untuk meng

gantl namanya dari Iwan Rubianto menjadi Vivian Rubiyanti:

- bahwa pasal 93 peraturan catatan sipil.-untuk golongan ti-
onghoa menentukan sebagai berikut: tidak seorangpun juga
merubah nama kecilnya atéu menambah nama kecil pada nama
Kecilnya tanpa izin pengadilan negeri tempat tinggzalnya ;;
Yang diberikan atas permohonan untuk ini;

- vahwa permohonan pemohon adalah merubah nama Xecil laki ;.
laki menjadi perempuan;

- bahwa dengan ditetapkannyqvpemohon sebagai wanita adalazah
janggal kalau nama kKecilnya adalah laki-laki;

~ bnhwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon un-

tuk mengganti namanya dapat dikabulkan,

Menimbang b-hwa selanjutnya tentang -permohonan pemohon
Agar dldaftarkan pada catatan sipil Jakarta dan dicatft pada
vinggir akte iolahiran yang bersangkutan untuk mengganti na

-~ ma darl seorang pria menjadi Wanitas |
~ bahwa pasal 94 peraturan catatan sipil untuk golongan -ti-

onghoa menentukan sebagal berikut: jika pengadilan meng-
195
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izinkan perubahan atau penambahan nama-nama kecil, maka
putusan harus diserahkan kepada pegawail catatan sipil -
tempat kelahiran pemohon, pegawal mana harus membuat catat

vlahir'
an tentang itu pada pinggir akte yang bersangkutan;

- bahwa permohonan tersebut dapat kami kabulkan.

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:
- mengabulkan permohonan pemolion;
- menyatakan sebagail hukum pémohon Iwan Rubianto,lahir
di Jakarta 1 Januari 1944, anak laki=laki dari suami
istri Kan Kiam Lee dan Auw Rontje Nio adalah seorang
wanita sejak ketetapan ini di ucapkan; ;
- memberi:izin untuk mengganti namanya dari Twan Rubiéﬁ
to menjadi Vivian Rubiyanti;
~ Menetapkan menyampaikan ketetapan ini kepada pegawai
catatan sipil di Jakarta .supaya didaftarkan dan dicatat
pada pinggir akte kelahiran yang bersangkutan;:
- Menetapkan pemohon untuk membayar biaya perkara sebe-

SE\I‘ Rp|5.125,"

Demikianlah ketetapan ini di buat pada hari rabu, 14
november 1973, dan diucapkan dihadapan umum oleh Ny.Fatimah
Akhyar,SH, kotua pengadilan negeri jakarta selatan/ barat
2ihadiri oleh R.Sitinjak SH, Ny Sujatmi Sudarmoko SH, éa~
sing-masing hakim anggota, pemohon serta panitera Ny.ﬂ.a.

Piay.

*) disalin ulang sesuai aslinya.
%
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